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PT. Asuransi Jasa Indoensia (Persero) Kantor Cabang Malang diberikan 

kewenangan yang lebih luas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

Dengan diberikannya kewenangan yang lebih luas kepada PT. Asuransi Jasa 

Indoensia (Persero) Kantor Cabang Malang seharusnya kinerja pegawai PT. 

Asuransi Jasa Indoensia (Persero) Kantor Cabang Malang dalam memberikan 

pelayanan publik menjadi lebih baik yang pada akhirnya akan menghasilkan 

kualitas pelayanan yang baik pula. Dari waktu ke waktu tuntutan kebutuhan 

masyarakat akan asuransi yang beraneka ragam tidak hanya meningkat dalam 

jumlah saja, namun dalam hal mutu pun telah menjadi keinginan masyarakat 

dewasa ini. Oleh karena itu, PT. Asuransi Jasa Indoensia (Persero) Kantor Cabang 

Malang harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat 

yang ditandai dengan kemudahan kecepatan, kewajaran, dan kepuasan masyarakat 

atas bentuk pelayanan yang diberikan. 

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan 

kinerja pegawai PT. Asuransi Jasa Indonesia dalam memberikan pelayanan publik 

pada pelayanan Klaim di Kantor PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor 

Cabang Malang, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja pegawai 

PT. Asuransi Jasa Indonesia dalam memberikan pelayanan publik. 

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan analisa data 

menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana digunakan untuk menggambarkan 

secara tepat fenomena yang terjadi di Kantor PT. Asuransi Jasa Indonesia 

(Persero) Kantor Cabang Malang sehubungan dengan kinerja pegawai PT. 

Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Malang dalam memberikan 

pelayanan asuransi. Adapun lokasi penelitiannya adalah PT. Asuransi Jasa 

Indonesia (Persero) Kantor Cabang Malang dengan situs penelitian di Ruang PT. 

Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Malang meliputi Ruang kerja 



 

 

 

Kepala Cabang, Ruang kerja Unit Teknik, Ruang kerja Kepala Unit, Ruang kerja 

staf keagenan Dan Ruang Data/Arsip. 

Fokus dalam skripsi ini adalah kinerja pegawai PT. Asuransi Jasa 

Indonesia (Persero) Kantor Cabang Malang dalam memberikan pelayanan publik 

pada pelayanan klaim yang meliputi proses pelaksanaan pelayanan serta hasil 

kerja pelayanan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai dalam 

memberikan pelayanan publik. 

Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa Kinerja pegawai PT. Asuransi 

Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Malang dalam memberikan pelayanan 

publik pada pelayanan klaim di Kantor PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 

Kantor Cabang Malang secara umum telah baik, ini bisa dilihat dari, pertama, 

proses pelaksanaan tugas yang jelas, yang didalamnya mengatur dan memuat 

persyaratan, prosedur pelayanan, biaya atau tarif yang jelas dan transparan.. Akan 

tetapi waktu penyelesaian masih belum sesuai dengan peraturan yang telah 

ditetapkan, yang disebabkan oleh adanya faktor penghambat proses pelayanan 

yakni sarana peralatan dan perlengkapan kantor yang tidak memadai seperti 

komputer beserta perangkatnya serta kurangnya pegawai yang mempunyai 

keahlian dibidang klaim. Yang kedua, dilihat dari kepuasan masyarakat atas hasil 

kerja pelayanan yang cermat, teliti dan pelayanan yang ramah tamah dari pegawai 

PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Malang. 

Tingkat pendidikan pegawai yang rata-rata Sarjana, tingginya masa kerja 

yang berpengaruh terhadap pengalaman kerja pegawai dan kedisiplinan pegawai 

yang cukup baik terhadap ketaatan jam kerja kantor maupun ketaatan dan 

kepatuhan yang berupa perintah atau instruksi dari atasan merupakan faktor-faktor 

yang mendukung kinerja pegawai PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor 

Cabang Malang dalam memberikan pelayanan publik. Sedangkan keterbatasan 

sarana peralatan dan perlengkapan yang dimiliki Kantor PT. Asuransi Jasa 

Indonesia (Persero) Kantor Cabang Malang menjadi faktor yang menghambat 

kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan publik. 

Hendaknya segera merealisasikan penambahan jumlah sarana peralatan 

dan perlengkapan. Idealnya setiap unit memiliki komputer beserta perangkatnya. 

Sedangkan pada Unit Teknik hendaknya segera menambah jumlah komputer 



 

 

 

beserta perangkatnya, mengingat banyaknya pekerjaan yang membutuhkan 

komputer yang berhubungan dengan pelayanan asuransi. Serta juga penambahan 

jumlah personil untuk klaim, sehingga penyelenggaraan pelayanan asuransi akan 

menjadi semakin baik. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUMMARY 

 

Astri Wahyuningsih, 2009, Performance Of State-Owned Employees In 

Public Service (the study of Claim PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Branch 

Malang) Dr. Imam Hanafi, M.Si, MS, Drs. Siswidiyanto, M.S, 145 + page xvii 

 

PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Branch Malang has given wider 

powers to improve services to the community. Diberikannya with the broader 

authority to PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Branch employee performance 

should Malang PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Branch Malang in providing 

public services to become better and ultimately will produce a good quality 

service as well. From time to time the needs of the community will demand that a 

wide range of insurance not only increased in number only, but in terms of quality 

has become a community desire nowadays. Therefore, PT. Asuransi Jasa 

Indonesia (Persero) Jakarta Branch Office should be able to provide the best 

service to the community is marked with the ease of speed, fairness, and 

satisfaction of community service on the form provided.  

Writing this essay aims to identify and describe the performance of 

employees of PT. Asuransi Jasa Indonesia in providing public services on the 

claim in the Office of PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Branch event, and 

what factors affect the performance of the employees of PT. Asuransi Jasa 

Indonesia in providing public services.  

Skripsi this type of research uses descriptive analysis with the data using a 

qualitative approach, which is used to precisely describe the phenomenon that 

occurs in Office PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Branch Malang in 

connection with the performance of employees of PT. Asuransi Jasa Indonesia 

(Persero) Branch Malang in providing insurance services. The location of research 

is PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Branch Malang with research sites in the 

PT room. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Branch Office Room Malang include 

Head of Branch, Technical Unit of Space, Space of the Head of Unit, staff work 

space agency and Space Data / Archive.  

The focus in this essay is the performance of employees of PT. Asuransi 

Jasa Indonesia (Persero) Branch Malang in providing public services on the claim 

that the process includes the implementation of the work and services and the 

factors that affect the performance of employees in providing public services.  

From the results of the research, shows that the performance of employees 

of PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Branch Malang in providing public 

services on the claim in the Office of PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 

Branch Malang in general has been good, this can be seen from, first, the process 

of implementation of tasks that clearly, which manage and load requirements, 

procedures, fees or tariffs that clear and transparent. Akan time but still not in 

accordance with the rules set, which is caused by the obstacle factors of the 

process facilities and office equipment that is not adequate, such as computers and 

their levying and employees who have a lack of expertise in claims. Second, 

viewed from the top of the satisfaction the work of community services that 

careful, thorough and services in a warm-hearted staff from the PT. Asuransi Jasa 

Indonesia (Persero) Branch Malang.  



 

 

 

Education level of employees that the average degree, the high period of 

the effect on the employees work experience and discipline employees who 

reasonably good adherence to the office and work hours compliance and 

obedience in the form of commands or instructions from superiors are the factors 

that support the performance of employees of PT. Asuransi Jasa Indonesia 

(Persero) Branch Malang in providing public services. While the limitations of the 

equipment and supplies owned Kantor PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 

Branch Malang become factors that hinder the performance of employees in 

providing public services.  

Should immediately realize the amount of additional equipment and 

supplies. Ideally each unit has a computer and their levying. While in the 

Engineering Unit should immediately increase the number of computers and their 

levying, considering the number of jobs that require computer-related insurance 

services. And also adding the number of personnel for the claim, so providing 

insurance services will be better. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

BUMN bergerak di hampir seluruh sektor perekonomian Indonesia dan di 

beberapa sektor BUMN merupakan perusahaan-perusahaan yang memegang 

posisi dominan. Jika dilihat dari kondisi Badan Usaha di Indonesia dapat dilihat 

bahwa secara garis besar ada tiga pelaku perekonomian di Indonesia. 

Sebagai salah satu pelaku kegiatan ekonomi, keberadaan Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) memiliki peran penting untuk mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Untuk itu, BUMN 

diharapkan: (1) dapat meningkatkan penyelenggaraan kemanfaatan umum, berupa 

penyediaan barang dan jasa dalam jumlah dan mutu yang memadai bagi 

pemenuhan hajat hidup orang banyak, (2) memberikan sumbangan kepada 

penerimaan Negara, dan (3) meningkatkan sumbangan bagi perkembangan 

perekonomian nasional.  

Secara umum BUMN memiliki misi yang sangat penting bagi bangsa kita, 

antara lain, pertama sebagai agen pembangunan, artinya bertugas untuk 

meningkatkan pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Kedua, sebagai 

instrument penjaga harga, ketiga, sebagai stabilitator ekonomi dalam hal 

pemerataan kemakmuran dan kesejahteraan dan yang keempat, untuk mencari 

keuntungan agar terwujudnya misi tersebut, pengelolaannya harus dengan baik 

dan memerlukan sentuhan prifesional, terutama dalam perbaikan manajemen 

BUMN itu sendiri.  

BUMN diharapkan dapat berperan baik sebagai perusahaan biasa yang 

dituntut menghasilkan laba yang sebesar-besarnya seperti halnya perusahaan 

swasta. Peranan BUMN sebagai agent of development atau yang disebut sebagai 

agen pembangunan lebih menonjol dibandingkan pada peranan sebagai 

perusahaan. 



 

 

 

Salah satu tujuan pembentukan dari BUMN adalah untuk memupuk 

keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan bagi Negara, disamping itu, 

juga untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum. Tujuan BUMN ini tentu tidak 

dapat terpisahkan dengan landasan pendiriannya. Landasan pendirian BUMN 

adalah pembukaan UUD 1945 dan pasal 33 UUD 1945. Dari landasan tersebut 

bahwa tujuan pendirian umum BUMN adalah meningkatkan kesejahteraan dan 

kemakmuran rakyat. Namun demikian secara khusus tujuan pendirian BUMN 

menurut PP Nomor 3 Tahun 1983 adalah: 

1) Tujuan komersial, yakni alat memupuk keuntungan. 

2) Tujuan secara makro, yaitu memberi sumbangan bagi perkembangan 

ekonomi atau pendapatan Negara, perintis kegiatan usaha dan 

penunjang.kebijakan pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan. 

3) Tujuan social politik, yakni melayani kepentingan umum dan 

memenuhi hajat hidup orang banyak serta membantu golongna 

ekonomi lemah dan koperasi. 

 

Menurut UU No.19 Tahun 2003, maksud dan tujuan Persero adalah 

menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat 

serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. Maksud dan 

tujuan perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan 

umum yang berupa penyediaan barang atau jasa yang berkualitas dengan harga 

terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang 

sehat.  

Dalam perkembangan yang terjadi dewasa ini, pertumbuhan jumlah 

kendaraan bermotor semakin meningkat, begitu juga dengan ketergantungan 

masyarakat  terhadap kendaraan bermotor sangatlah tinggi. Semua kendaraan 

yang dikemudikan sendiri maupun dikemudikan orang lain selalu menghadapi 

kemungkinan resiko atas kendaraannya, sekalipun sedang disimpan dalam garasi. 

Resiko yang mungkin dapat menimpa masyarakat adalah kecelakaan atau 

kehilangan. 

Banyaknya potensi kecelakaan dan kehilangan ini dapat menimbulkan 

kerugian keuangan bagi pemiliknya. Dalam hal ini bukan hanya kerugian finansial 

akan tetapi juga tanggung jawab bagi pihak lain, misalnya kendaraan menabrak 

kendaraan lain, pencurian atau kehilangan kendaraan, dan sebagainya. Dengan 

semakin banyaknya potensi kecelakaan dan kehilangan ini, kebutuhan akan 



 

 

 

asuransi sangat diperlukan oleh masyarakat. Asuransi ini digunakan untuk 

menghindari resiko yang mungkin timbul, seperti halnya resiko kecelakaan 

kendaraan bermotor dan tanggung jawab terhadap pihak lain yang dirugikan dapat 

diasuransikan. 

Setiap orang pasti menghadapi resiko, yaitu suatu kerugian mengenai diri 

dan harta bendanya. Yang dimaksud dengan resiko adalah adalah kewajiban 

menanggung atau memikul kerugian sebagai akibat suatu peristiwa diluar 

kesalahannya, yang menimpa kendaraan yang menjadi miliknya. Resiko-resiko 

yang terjadi merupakan suatu kerugian yang besar. Jika resiko yang besar ini 

ditanggung sendiri oleh pemilik kendaraan alangkah beratnya. Untuk menghindari 

masalah ini, maka diusahakan agar resiko tersebut dialihkan kepada orang atau 

perusahaan yang bersedia mengambil alih resiko tersebut. Dengan tindakan ini, 

maka pemilik kendaraan dapat menggunakannya dengan tenang, tidak perlu 

khawatir akan adanya kemungkinan kerugian.  

Dalam rangka menyikapi kekhawatiran masyarakat terhadap kehilangan 

maupun kerusakan yang terjadi akibat kecelakaan atau kemungkinan lainnya, 

maka didirikanlah suatu organisasi perusahaan atau instansi yang melayani 

dibidang jasa asuransi kerugian, yang mana salah satu dari organisasi atau 

perusahaan tersebut modalnya berasal dari pemerintah atau yang lebih popular 

disebut dengan BUMN.  

Dilihat dari sisi pentingnya pembentukan BUMN dibidang asuransi ini, 

dapat dikatakan bahwasanya BUMN mengemban misi yang sangat vital terkait 

dengan hajat hidup orang banyak. Seperti yang kita ketahui bahwasanya BUMN 

merupakan salah satu pilar pokok perekonomian Indonesia.  

Biasanya Negara-negara tengah berkembang mengalami dua masalah 

pokok dalam pembangunan ekonomi. Pertama, karena kekurangan tenaga 

ahli dengan keahlian yang kritis di sector modernnya, dan kedua, 

kelebihan tenaga kerja di sector tradisional maupun sector modernnya. 

Jadi strategi pengembangan sumber daya manusia harus memperhatikan 

dua pokok persoalan dalam (a). pengembangan ketrampilan, (b). 

penyediaan kesempatan kerja yang produktif bagi sumber daya manusia 

yang belum termanfaatkan secara optimal.(Rachbini 2001:96-97) 

 

Kekurangan dan kelebihan tenaga kerja berkaitan satu sama lain dan 

merupakan produk dari proses pembangunan yang inhern. Kekurangan sumber 



 

 

 

daya manusia dengan keahlian yang sangat diperlukan adalah salah satu sebab 

dari kelebihan tenaga kerja tanpa pekerjaan. Masalah-masalah inilah yang 

biasanya muncul di Negara dunia ketiga.       

Sumber daya manusia merupakan salah satu komponen yang paling penting 

dalam suatu organisasi, tanpa adanya sumber daya manusia yang berkualitas maka 

organisasi tersebut tidak akan maju atau mengalami pembangunan, begitu juga 

dengan BUMN, jika dalam suatu BUMN tidak terdapat sumber daya yang kualitas 

maka BUMN tersebut tidak akan mengalami kemajuan.  

Masalah-masalah sumber daya manusia secara historis dapat ditinjau dari 

perkembangannya sejak dulu. Bahkan masalah sumber daya manusia yang 

kelihatannya hanya merupakan masalah intern dari suatu organisasi, 

sesungguhnya mempunyai hubungan yang erat dengan perikehidupan manusia 

dan masyarakat yang telah menimbulkan berbagai konsepsi tentang sumber daya 

manusia dan statusnya dalam masyarakat dimana organisasi itu berada. 

Peran sumber daya manusia pada masa kini akan menjadi penentu bagi 

keberhasilan pembangunan sebuah perusahaan. Oleh karena itu amat dibutuhkan 

pemeliharaan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai aset perusahaan. 

Dalam suatu organisasi modern, peran lingkungan adalah menerapkan 

sejumlah fungsi, antara lain: memperkuat organisasi beserta perangkat kerjanya, 

menerapkan tapal batas artinya menciptakan perbedaan yang jelas antara suatu 

organisasi dengan organisasi lainnya, memberi standar yang tepat untuk apa yang 

harus dikatakan dan apa yang dilakukan oleh para pegawai, sebagai mekanisme 

pembuat makna dan kendali yang memadu dan membentuk sikap dan perilaku 

pegawai. 

Selain mempunyai berbagai fungsi yang berdampak positif, perusahaan juga 

dapat ditimpa kegagalan karena peran lingkungan yang tidak diharapkan yaitu 

tidak mendorong pada pencapaian kinerja sebuah organisasi, sehingga organisasi 

yang memperkerjakan pegawai yang tidak mampu melakukan integrasi dan 

adaptasi terhadap lingkungan dan atau sebaliknya, maka akan menghasilkan 

tingkat pencapaian kinerja yang relative rendah. 

Dalam pengelolaan suatu organisasi di bidang peningkatan kualitas kinerja  

pegawai, kelompok pegawai menempati posisi yang paling penting dalam 



 

 

 

menjamin kelancaran kerja, karena merekalah yang berhadapan langsung dengan 

aktivitas utama organisasi untuk menghasilkan output tertentu yang diusahakan. 

Akibatnya pegawai yang berhubungan langsung dengan aktivitas utama 

organisasi, dituntut agar dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku sehingga mencapai persyaratan-persyaratan pekerjaan tersebut yang 

akhirnya secara langsung dapat diterima dari jumlah, maupun kualitasnya. 

Kemampuan pegawai yang sesuai dengan tuntutan tugas pekerjaan, 

merupakan salah satu faktor penting untuk mendukung efektifitas dan efisiensi 

organisasi dalam mencapai tujuan. Program pengembangan pegawai yang sesuai 

dan kontinyu merupakan sarana untuk memutakhirkan kemampuan pegawai 

tersebut, sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang optimal dan 

menimbulkan produktivitas yang diharapkan.  

Masyarakat sebagai penerima jasa pelayanan, dengan adanya perkembangan 

masyarakat dewasa ini dan  seiring dengan kemajuan di berbagai segi kehidupan 

manusia nampak terdapat tuntutan kepentingan lain yang senantiasa meningkat. 

Dari waktu ke waktu tuntutan kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam 

tersebut tidak hanya meningkat dalam jumlah saja, namun dalam hal ini mutu pun 

telah menjadi keinginan masyarakat. Dalam kehidupan sekarang BUMN dalam 

memberikan pelayanan publik dituntut harus mampu mewujudkan pelayanan yang 

diinginkan oleh masyarakat yang ditandai dengan adanya kemudahan, kecepatan, 

kewajaran dan kepuasan masyarakat atas mutu pelayanannya.  

Harapan masyarakat sebagai pihak yang memperoleh pelayanan 

mendambakan pelayanan yang sebagai berikut:  

1) Adanya kemudahan dalam pengurusan dengan pelayanan yang cepat 

dalam arti tanpa hambatan.  

2) Memperoleh pelayanan secara wajar tanpa gerutuan, sindiran/untaian 

kata lain semacam itu yang nadanya mengarah kepada permintaan 

sesuatu, baik dengan alasan untuk Dinas (pembelian kertas, ganti biaya 

fotocopi/cetak atau dengan alasan untuk kesejahteraan).  

3) Mendapat perlakuan yang sama dalam pelayanan terhadap kepentingan 

yang sama, tertib dan tak pandang bulu.  

4) Pelayanan yang jujur dan terus terang artinya apabila ada hambatan 
karena sesuatu masalah yang tidak dapat dielakkan hendaknya 

diberitahukan sehingga tidak menunggu-nunggu sesuatu yang tidak 

menentu.(Moenir 1995:41-44) 

 



 

 

 

Kelambatan pelayanan dalam penyelesaian klaim merupakan masalah yang 

terjadi dalam PT. Asuransi Jasa Indonesia, yang mana pada saat telah terjadinya 

suatu resiko pelayanan yang diberikan oleh pegawai tidak sesuai dengan yang 

diharapkan oleh tertanggung (pemilik kendaraan), hal ini disebabkan karena 

pegawai hanya memahami mengenai prosedur dalam asuransi itu saja, tanpa 

didasari oleh keahlian dalam bidang asuransi.   

Faktor lain yang tidak dapat diabaikan dalam BUMN dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat adalah sarana dan prasarana pelayanan, karena 

dengan tersedianya fasilitas kerja yang memadai maka akan mempermudah gerak 

aktivitas serta memperlancar pelayanan sehari-hari. Kita tahu, setiap pegawai 

selain memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab, juga punya hak untuk 

menggunakan sarana dan prasarana organisasi guna menyelesaikan tugasnya. 

Namun, karena sarana dan prasarana organisasi terbatas, niat baik untuk 

memberikan pelayanan yang cepat, akurat, dan murah kepada masyarakat sering 

kali menjadi terganggu.  

Memperhatikan uraian pada latar belakang diatas adalah sangat menarik 

untuk diadakan penelitian dan pengkajian dengan mengangkat judul sebagai 

berikut : 

“KINERJA PEGAWAI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) 

DALAM PELAYANAN PUBLIK” (Study Mengenai Pelayanan Klaim 

Kendaraan Bermotor PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang 

Malang) 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini antara lain : 

1. Bagaimanakah kinerja pegawai BUMN dalam pelayanan publik 

khususnya pada pelayanan klaim kendaraan bermotor pada PT. 

Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Malang? 

2. Faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dan pendukung 

kinerja pegawai BUMN dalam pelayanan publik khususnya mengenai 



 

 

 

pelayanan klaim kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Jasa Indonesia 

(Persero) Kantor Cabang Malang? 

 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan di 

atas dapat ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut : 

Untuk menggambarkan kinerja pegawai BUMN  dalam pelayanan publik 

khususnya mengenai pelayanan klaim kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Jasa 

Indonesia (Persero) Kantor Cabang Malang. 

Untuk mengetahui dan menggambarkan faktor-faktor yang mendukung dan 

menghambat kinerja pegawai BUMN dalam memberikan pelayanan publik 

khususnya mengenai pelayanan klaim kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Jasa 

Indonesia (Persero) Kantor Cabang Malang. 

 

D. Kegunaan Penelitian  

1. Secara praktis akan memberi masukan bagi BUMN terutama PT. 

Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Malang tentang kinerja 

pegawai BUMN dalam memberikan pelayanan publik serta dapat 

digunakan sebagai salah satu alternatif pemecahan masalah terutama 

permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik.  

2. Secara akademis berguna bagi mahasiswa dalam usaha 

mengembangkan kajian mengenai pelayanan publik dan memberikan 

acuan bagi peneliti lain yang memiliki tema sama dalam penelitiannya.  

  

E. Sistematika Bahasan 

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang merupakan rangkaian 

antar bab yang satu dengan lainnya. Adapun penulisan sistematika ini adalah 

sebgai berikut : 



 

 

 

Bab I : Merupakan pendahuluan yang meliputi penjelasan mengenai 

latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kontribusi 

penelitian, serta sistematika bahasan. 

Bab II : Merupakan penjelasan tentang kajian pustaka/kajian teori yang 

berhubungan dengan obyek penelitian yaitu dengan teori yang 

berkenaan dengan dinas pasar dengan kepemimpinan, sumber 

daya manusia serta hipotesis penelitian. 

Bab III : Menjelaskan tentang metdologi penelitian yang digunakan yang 

menyangkut jenis penelitian, variable dan indicator serta item-

item yang digunakan dan pegukurannya, sumber data, populasi 

dan sampling, instrument penelitian, validasi dan analisis data. 

Bab I : Menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan 

yang memuat penyajian data dan analisis data. 

Bab V : Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari 

hasil dan pembahasan, dan saran yang merupakan rekomendasi 

tentang studi lanjutan/kebijakan-kebijakan yang akan datang. 

 



 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

1. Pengertian BUMN 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, BUMN adalah seluruh 

bentuk usaha Negara yang modal seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh Negara 

atau pemerintah yang dipisahakan oleh kekayaan Negara. Pengertian itu diperkuat 

juga oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik 

Negara, dalam pasal 1 tentang Ketentuan Umum menjelaskan yang dimaksud 

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki 

oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan 

Negara yang dipisahkan. Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah pemisahan 

kekayaan Negara dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada 

BUMN.  

BUMN adalah badan usaha yang dimiliki seluruhnya oleh Negara, yang 

tidak seluruhnya dimiliki Negara tetapi status disamakan dengan BUMN 

digolongkan, sebagai berikut: 

1) Usahanya bersifat tugas-tugas perintisan dan pembangunan 

prasarana tertentu. 

2) Menghasilkan barang aatau jasa yang karena pertimbangan 

keamanan dan kerahasiaan harus dikuasai Negara 

3) Didirikan atas pertimbangan untuk melaksanakan kebijaksanaan 

pemerintah tertentu dan atau strategis 

4) Didirikan dengan tujuan untuk melindungi keselamatan dan 

kesejahteraan masyarakat 

5) Didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku harus dimiliki dan dikelola oleh pemerintah. 

6) Usaha bersifat komersil dan fungsinya dapat dilakukan oleh 

swasta. 

 

2. Klasifikasi BUMN 



 

 

 

Mengenai badan-badan usaha milik Negara, klasifikasi dapat diberikan 

menurut tujuan usaha yaitu pertama, badan-badan usaha Negara yang didirikan 

karena harus menyelenggarakan hajat hidup orang banyak  pada suatu Negara. 

Kedua, badan-badan usaha yang didirikan untuk memberikan pelayanan jasa 

tertentu yang pada umumnya tidak begitu menguntungkan bagi sektor swasta. 

Misalnya mengenai asuransi, penyediaan air minum, transportasi, dan lain-lain. 

Ketiga, dalam badan usaha tersebut belum ada kesediaan sektor swasta yang 

memasukinya. Keempat, badan-badan usaha yang dibentuk sebagai badan untuk 

membina dan menggairahkan sektor ekonomi, sektor swasta atau sektor 

masyarakat tertentu. Kelima, badan-badan usaha yang dibentuk karena pemerintah 

memang ingin menguasai dan memiliki sektor kegiatan ekonomi tertentu (yang 

menguntungkan). Hal ini seringkali didasarkan karena system pemerintahan yang 

statis. (Bintoro Tjokroamidjojo, 1994, h.181). 

Bentuk BUMN juga terdapat di negara-negara yang memberikan 

keleluasaan terhadap sektor swasta secara luas. Hal tersebut adalah karena 

beberapa bidang tertentu masih membutuhkan cara pengusahaan dalam bentuk 

suatu badan usaha milik negara. 

 

3. Tujuan dan Fungsi BUMN 

BUMN didesain untuk tujuan tertentu, seperti menciptakan lapangan 

pekerjaan, pengembangan daerah, merintis sektor yang belum dimasuki oleh 

swasta, menyediakan fasilitas semi publik.(Hamid dan Anto dalam Akdun 

2007:33) 

Ringkasnya tujuan BUMN adalah memaksimumkan kesejahteraan 

masyarakat serta memaksimumkan tujuan tertentu termasuk kemungkinan 

memperoleh keuntungan maksimal. Tujuan BUMN tentu tudak dapat dipisahkan 

dengan landasan pendiriannya. Landasan pendirian BUMN dijelaskan dalam 

UUD 1945. Pada pembukaan UUD 1945 tentang tujuan Nasional, yaitu 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia. Peran Negara (pemerintah) mewujudkan tujuan 

nasional tersebut diatas. Peran itu diantaranya  dilakukan oleh BUMN.  
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Selain pembukaan, pasal 33 UUD 1945 juga menjadi landasan untuk 

bekerjanya BUMN, terutama ayat (2) yang berbunyi, “cabang-cabang produksi 

yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh 

negara” penugasan Negara atas cabang-cabang produksi itu diwujudkan dalam 

bentuk perusahaan Negara atau BUMN. 

Secara khusus tujuan pendirian BUMN menurut PP Nomor 3 Tahun 1983 

adalah : 

1) Tujuan komersial, yakni alat untuk memupuk keuntungan. 

2) Tujuan makro, yakni memberi sumbangan bagi perkembangan 

ekonomi atau pendapatan negara, perintis kegiatan usaha dan 

penunjang kebijakan pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan. 

3) Tujuan sosial politik, yakni melayani kepentingan umum dan 

memenuhi hajat hidup orang banyak serta membantu golongan 

ekonomi lemah dan koperasi. 

 

Ternyata dalam perkembangan selanjutnya beban BUMN semakin ringan. 

Menurut UU No.19 Tahun 2003, maksud dan tujuan Persero adalah menyediakan 

barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat serta mengejar 

keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. Maksud dan tujuan perum 

adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum yang 

berupa penyediaan barang atau jasa yang berkualitas dengan harga terjangkau 

oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.  

Dalam realitas di lapangan, disamping maksud dan tujuan secara normatif 

diatas, pendirian BUMN memiliki maksud dan tujuan  sebagai berikut : 

1) Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada 

umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya. 

2) Mengejar keuntungan. 

3) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau 

jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hidup orang 

banyak. 

4) Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan 

oleh sector swasta atau koperasi. 

5) Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha 

golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. 

 



 

 

 

Dilihat dari maksud dan tujuan pendirian BUMN diatas, terlihat bahwa 

BUMN memiliki fungsi komersial yaitu sebagai unit ekonomi yang berperan 

untuk mengejar keuntungan sehingga memberi kontribusi kepada pendapatan 

Negara, sekaligus juga memiliki fungsi non-komersial yaitu sebagai agent of 

development (agen pembangunan) yang berperan sebagai pemacu perkembangan 

ekonomi.  BUMN mempunyai multi fungsi sebagai berikut : 

1) Agen  pembangunan, artinya bertugas untuk meningkatkan 

pembangunan ekonomisecara keseluruhan. Orientasinya menyediakan 

barang dan jasa dengan harga yang terjangkau, karena barang dan jasa 

yang bersangkutan mempunyai sifat meningkatkan perekonomian 

secara keseluruhan. 

2) Pemerataan kemakmuran dan kesejahteraan. Jika ingin meningkatkan 

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara merata, barang dan jasa 

harus disediakan dengan harga yang cukup rendah (gratis) 

3) Instrument penjaga harga, BUMN dipertahankan dalam tingkat 

persaingan yang ketat dengan swasta, karena ingin dipakai sebagai 

instrument penjaga harga. Jika pasar mengendur dan berkenbang 

menuju bentuk monopolistic maka BUMN dapat dipakai untuk 

menjual barang dengan harga murah sehingga tidak memungkinkan 

pesaing untuk menaikkan harga. 

4) Menghasilkan laba atau keuntungan adalah salah satu dari kegiatan 

produsen di dalam pasar yang bersaing dengan banyak produsen 

swasta. 

5) Benteng pertahanan persaingan ekonomi global. Dalam kondisi  

globalisasi ekonomi dunia, investasi asing sangatlah dominant. Dalam 

hal ini pemerintah dapat mengerahkan semua potensi yang ada, agar 

dominasi barang impor yang masuk dapat disaingi. (Ibrahim 1997:117) 

 

Selain itu, BUMN memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut, (1) 

menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan; (2) pada umumnya 

menjalankan bisnis monopolis karena menyangkut hajat hidup orang banyak; (3) 

mempunyai keterkaitan erat dengan birokrasi.(Akadun 2007:103)  Ketiga 

karakteristik BUMN tersebut mengakibatkan BUMN over bureaucratized dan 

tidak terbiasa untuk berorientasi kepada pasar (juga tidak terbiasa berkompetisi). 

 

4. Bentuk BUMN 

Penertiban dan penyederhanaan terhadap BUMN di Indonesia dimulai tahun 

1966 dengan dibentuknya tim pembantu presiden untuk penertiban aparatur atau 

administrasi pemerintahan dan ekonomi Negara dalam rangka penyempurnaan 



 

 

 

administrasi Negara yang menyeluruh. Hasil kerja tim ini merekomendasikan agar 

BUMN kedalam tiga bentuk perusahaan Negara, yaitu perusahaan jawantah 

(Perjan), perusahaan umum (Perum), dan perusahaan perseroan (Persero). 

 

7) Perjan  

Perjan adalah bentuk badan usaha milik negara yang seluruh 

modalnya dimiliki oleh pemerintah. Perjan ini berorientasi pelayanan pada 

masyarakat, Sehingga selalu merugi. Sekarang sudah tidak ada perusahaan 

BUMN yang menggunakan model perjan karena besarnya biaya untuk 

memelihara perjan-perjan tersebut. Adapun ciri-ciri perjan antara lain: 

e. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 undang-undang No. 9 Tahun 1969, 

perjan adalah perusahaan Negara yang didirikan dan diatur dalam 

ketentuan-ketentuan IBW Stb. 1927 No. 419 yang telah beberapa kali 

mengalami perubahan dengan Stb. 1936 No. 445, undang-undang No. 

3/Drt/1954, dan Undang-undang No. 13 Tahun 1955. Inpres No. 17 

tahun 1967, menyebutkan bahwa perjan dengan cirri-ciri poko sebagai 

berikut : 

f. Makna usaha adalah public service, artinya pengabdian serta 

pelayanan kepada masyarakat. Usahanya dijalankan dengan 

memegang syarat-syarat efisien, efektifitas dan ekonomis dalam 

manajemen perusahaan dan pelayanan kepada umum atau masyarakat 

yang baik dan memuaskan.  

g. Melakukan tugas-tugas perusahaan sekaligus tugas-tugas 

pemerintahan. 

h. Mempunyai hubungan hukum publik. Bila ada atau melakukan 

tuntutan/dituntut, maka kedudukannya adalah sebagai pemerintah atau 

seizin pemerintah. 

i. Modal permulaan dan mutasi modal lainnya tercermin dalam 

APBN. Modal merupakan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan 

maka hasil-hasil perusahaan harus nampak dalam APBN. 

j. Pegawai berstatus pegawai negeri dimana pengahsilannya 

disesuaikan dengan kemampuan perusahaan  



 

 

 

k. Barang dan jasa yang dihasilkan merupakan kewajiban pemerintah 

dalam rangka pelayanan masyarakat. 

l. Biaya eksploitasi ditutup dengan pemdapatan jawatan dan tariff 

ditetapkan oleh Menteri teknis dan Menkeu. 

m. Dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada 

menteri atau Dirjen, kedudukan serendah-rendahnya setingkat 

Direktorat. 

8) Perum 

Perum adalah perjan yang sudah dirubah. Tujuannya tidak lagi 

berorientasi pelayanan tetapi sudah profit oriented. Sama seperti Perjan, 

perum di kelola oleh negara dengan status pegawainya sebagai Pegawai 

Negeri. Namun perusahaan masih merugi meskipun status Perjan diubah 

menjadi Perum, sehingga pemerintah terpaksa menjual sebagian saham 

Perum tersebut kepada publik (go public) dan statusnya diubah menjadi 

persero. Adapun ciri-ciri perum antara lain: 

a. Pasal 2 ayat 2 undang-undang No. 9 tahun 1969 Perum adalah 

perusahaan Negara yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan-

ketentuan yang diatur dalam undang-undang No. 19/Prp/1960. 

b. Makna usahanya adalah melayani kepentingan umum (produksi, 

distribusi dan konsumsi).  

c. Dipimpin oleh direksi yang bertanggung jawab kepada menteri 

yang bersangkutan (sekarang bertanggung jawab kepada menteri 

BUMN). 

d. Direksi perusahaan menjalankan tugas pemerintahan dan 

pelaksanaan pimpinan perusahaan dilakukan oleh general manager. 

e. Modal perusahaan seluruhnya dimiliki oleh Negara dari kekayaan 

Negara yang dipisahkan. Modal tidak terbagi dalam bentuk saham. 

f. Status dan penghasilan pegawai diatur sendiri dengan peraturan 

pemerintah diluar ketentuan-ketentuan bagi pegawai negeri. 

g. Melayani kepentingan umum yang bergerak dibidang yang 

dianggap oleh pemerintah vital. 



 

 

 

h. Tidak diperkenankan memiliki anak perusahaan atau menyertakan 

kekayaan dalam permodalan perusahaan lain (sekarang 

diperbolehkan). 

i. Secara finansial harus dapat berdiri sendiri jika politik pemerintah 

menetapkan tarif tertentu untuk golongan tertentu maka pemerintah 

memberikan subsidi.    

9) Persero 

Persero adalah salah satu Badan Usaha yang dikelola oleh Negara 

atau Daerah. Berbeda dengan Perum atau Perjan, tujuan didirikannya 

Persero yang pertama adalah mencari keuntungan dan yang kedua 

memberi pelayanan kepada umum. Modal pendiriannya berasal sebagian 

atau seluruhnya dari kekayaan negara yang dipisahkan berupa saham–

saham.Adapun ciri-ciri persero antara lain: 

a. Pasal 2 ayat 3  Undang-Undang No. 9 Tahun 1969. Persero adalah 

perusahaan dalam bentuk PT, seperti diatur menurut ketentuan-

ketentuan KUHD Stb. 1847 No. 23 (setelah beberapa kali telah 

mengalami perubahan) baik dalam saham-sahamnya untuk sebagian 

maupun seluruhnya dimiliki Negara. 

b. Makna usahanya untuk memupuk keuntungan, pelayanan dan 

pembinaan organisasi yang baik, efektif, efisien, dan ekonomis. 

c. Dipimpin oleh direksi dibawah pengawasan dewan komisaris yang 

masing-masing bertanggung jawab kepada RUPS. 

d. Melakukan kegiatan perusahaan yang bisa dilakukan swasta dan 

bukan semata-mata menjadi tugas pemerintah. 

e. Modal usaha dipisahkan dalam bentuk saham dari kekayaan 

Negara yang dipisahkan. Modal campuran antara Negara dan swasta. 

f. Status pegawai perusahaan swasta biasa. 

g. Barang dan jasa yang dihasilkan bukan merupakan kewajiban 

Negara untuk menghasilkannya. 

h. Dapat melakukan penyertaan modal atau pemilikan saham pada 

perusahaan lain, termasuk menambah, mengurangi atau melepaskan 

kepemilikan saham. 



 

 

 

i. Harga tergantung mekanisnme pasar. 

 

 

B. Pelayanan Publik 

1. Pengertian  Pelayanan Publik 

Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, 

sekelompok dan atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk 

memenuhi kebutuhan. 

Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain 

secara langsung.(Moenir 1995:16-17)  Sedangkan menteri pendayagunaan 

aparatur Negara (1993) mengemukakan bahwa pelayanan adalah segala bentuk 

kegiatan pelayanan dalam bentuk atau jasa dalam rangka upaya pemenuhan 

kebutuhan masyarakat.  

Pelayanan juga dapat diberi makna dalam kata respek. Respek dalam 

kegiatan pelayanan dapat diartikan “menghormati atau menghargai orang lain”, 

dengan demikian, maka dalam menyajikan pelayanan hendaknya “menambahkan 

sesuatu yang tidak dapat dinilai dengan uang, dan itu adalah ketulusan dan 

integritas”. 

Pelayanan publik adalah pelayanan yang dilakukan oleh birokrasi atau 

lembaga lain yang tidak termasuk badan usaha swasta, dan tidak berorientasi pada 

laba (profit). (Boediono, 2003, h.59). 

Pelayanan publik  adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang 

menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan 

meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.(Sinambela dalam 

Pasolong 2007:28) 

Lonsdale dan Enyedi (Zauhar, 2001, h.4) mengartikan service 

sebagai assisting or benefiting individuals through making useful 

things available to them. Sedangkan public service diberi makna 

sebagai something made available to the whole of population, and 

it involves things which people can not normally provide for 

themselves i. e people must act collectively. 



 

 

 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelayanan publik merupakan suatu 

upaya membantu atau memberi manfaat kepada publik melalui penyediaan barang 

dan atau jasa yang diperlukan oleh mereka. 

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 

penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan.(KEPMENPAN NO. 63/KEP/M.PAN/72003) 

Sedangkan tujuan dari pelayanan publik adalah memuaskan dan atau sesuai 

dengan keinginan masyarakat atau pelanggan pada umumnya. Untuk mencapai 

hal ini diperlukan kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 

masyarakat. Kualitas atau mutu pelayanan adalah kesesuaian antara harapan dan 

keinginan dengan kenyataan. 

Pelayanan pelanggan adalah upaya suatu proses yang secara sadar dan 

terencana yang dilakukan oleh organisasi (birokrasi) yang ingin agar produk atau 

jasanya tetap dapat menang bersaing melalui pemberian atau penyajian pelayanan 

kepada pelanggan yang mampu memberikan kepuasan optimal kepada pelanggan 

dan dilakukannya sebagian integral dari proses menentukan visi, misi dan strategi 

serta system yang diterapkan dalam organisasi. (Boediono 2003:37). 

Pelayanan pelanggan yang baik adalah pelayanan yang dapat memberikan 

kepuasan secara optimal dan terus menerus bagi pelanggan yang menurut 

Boediono mencakup kesembilan aspek yang disebut dibawah ini yang menjadikan 

keinginan dan harapan para pelanggan. Keinginan dan harapan pelanggan tersebut 

antara lain: 

1) Bebas membuat keputusan  

2) Memperoleh hasil sesuai dengan keinginan  

3) Mempertahankan harga diri 

4) Diperlakukan secara adil 

5) Diterima dan disampbut dengan baik 

6) Diberitahu segala sesuatu yang terjadi 

7) Merasa aman dan dilindungi haknya 

8) Didudukkan sebagai orang penting 

9) Menuntut keadilan. (Boediono 2003:38) 



 

 

 

 

Dengan demikian mengacu pada pengertian pelayanan pelanggan diatas, 

pelayanan pelanggan secara prinsip adalah setiap upaya yang dilakukan oleh 

organisasi (birokrasi) produsen barang atau penjual jasa yang ditujukan kepada 

pelanggan dengan memberikan kepuasan secara optimal.    

Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara 

tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya 

kepuasan dan keberhasilan.(Boediono 2003:60). Setiap pelayanan menghasilkan 

produk. Baik berupa barang ataupun jasa. Hasil pelayanan berupa jasa tidak dapat 

diinventarisasi, tidak dapat ditumpuk atau digudangkan, melainkan hasil tersebut 

diserahkan secara langsung kepada pelanggan atau konsumen. Dalam hal ini 

secara sederhana pelayanan jasa publik adalah pelayanan jasa yang dapat 

memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar 

pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan. (Boediono, 2003, h.67). 

Pelayanan jasa publik berlangsung selamanya. Oleh karena itu, dengan 

memperhatikan kebutuhan dasar pelanggan, pengertian pelayanan harus dilakukan 

secara terus menerus, sehingga secara rinci dapat dikemukakan berbagai kriteria 

sebagai dasar penentuan pelayanan publik, dalam hal ini kriteria yang dimaksud 

dengan kriteria pelayanan publik yaitu pelayanan publik yang : 

1) Memiliki tingkat keterjangkauan yang tinggi 

2) Memiliki tingkat ketepatan yang tinggi 

3) Memberikan jaminan kesopanan sesuai dengan nilai yang berlaku 

4) Memberikan kenyamanan kepada pelanggan 

5) Menunjukkan kemampuan professional yang andal  

6) Memiliki kredibilitas kepada pelanggan 

7) Memiliki garansi yang tinggi 

8) Memiliki tingkat efisiensi yang tinggi 

9) Memiliki tingkat efektivitas yang tinggi 

10) Memiliki fleksibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan 

11) Memiliki garansi adanya kejujuran 

12) Memiliki tingkat keamanan yang tinggi 

13) Memberikan jaminan keamanan yang diperlukan 



 

 

 

14) Memiliki kemampuan merespon secara tepat dan cepat. 

 

Untuk itu, upaya yang stratejik dengan memberdayakan semua pihak untuk 

memiliki komitmen tinggi terhadap obsesi pelayanan harus tetap diperjuangkan 

dengan semangat kebersamaan dalam suasana siap berubah. 

2. Kualitas Pelayanan Publik 

Kualitas pada dasarnya merupakan kata yang menyandang arti relatif karena 

bersifat abstrak, kualitas dapat digunakan untuk menilai atau menentukan tingkat 

penyesuaian suatu hal terhadap persyaratan atau spesifikasinya. Bila persayaratan 

atau spesifikasi itu terpenuhi berarti kualitas suatu hal yang dimaksud dapat 

dikatakan baik. Dengan demikian, untuk menentukan kualitas diperlukan 

indikator. Karena spesifikasi yang merupakan indikator harus dirancang berarti 

kualitas secara tidak langsung merupakan hasil rancangan yang tidak tertutup 

kemungkinan untuk diperbaiki atau ditingkatkan. 

Kualitas menurut Fandy Tjiptono dalam Pasolong (2007, h.132) adalah 1) 

kesesuai dengan persyaratan atau tuntutan, 2) kecocokan pemakaian, 3) perbaikan 

atau penyempurnaan keberlanjutan, 4) bebas dari kerusakan, 5) pemenuhan 

kebutuhan pelanggan semenjak awal dan setiap saat, 6) melakukan segala sesuatu 

secara benar semenjak awal, 7) sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan.  

Pada dasarnya pelayanan (service) mendefinisikan pelayanan sebagai suatu 

perbuatan (deed), suatu kinerja (performance) atau suatu usaha (effort). (Warella 

dalam Pasolong 2007:133). 

Davidow yang dikutip Zauhar dalam (Jurnal Ilmu Administrasi Negara) 

menyebutkan bahwa pelayanan adalah hal-hal yang jika diterapkan terhadap suatu 

produk akan meningkatkan daya atau nilai terhadap pelanggan (service is those 

thing which when added to a product,increase its utility or value to the customer). 

Lebih lanjut Lovelock yang dikutip Zauhar dalam (jurnal ilmu administrasi 

negara) menyebutkan bahwa pelayanan yang baik membutuhkan instruktur 

pelayanan yang sangat baik pula. Hal yang paling penting adalah membuat setiap 

orang dalam organisasi pada kualitas. 

Pelayanan merupakan respons terhadap kebutuhan manajerial yang hanya 

akan terpenuhi kalau pengguna jasa itu mendapatkan produk yang mereka 



 

 

 

inginkan Lovelock yang dikutip Zauhar dalam (Jurnal Ilmu Administrasi Negara). 

Jika demikian halnya maka apa yang menjadi perumpamaan bahwa pembeli 

adalah raja (the customer is always right) menjadi sangat penting dan menjadi 

konsep yang mendasar bagi peningkatan manajemen pelayanan. Adapun 

karakteristik kualitas pelayanan jasa adalah sebagai berikut : 

1) Ketepatan waktu pelayanan 

2) Aksesibilitas dan kemudahan untuk mendapatkan jasa meliputi 

keterjangkauan lokasi, keterjamgkauan waktu operasi (waktu pelayanan yang 

cukup memadai), keberadaan pegawai pada saat konsumen memerlukan jasa 

publik. 

3) Akurasi pendampingan atau pelayanan jasa yang diberikan. 

4) Sikap sopan santun karyawan yang memberikan pelayanan. 

5) Kecukupan informasi yang diseminasikan kepada pengguna potensial. 

6) Kondisi dan keamanan fasilitas yang digunakan oleh konsumen. 

7) Kepuasan konsumen terhadap karakteristik atau aspek-aspek tertentu dari 

jasa public yang diberikan. 

8) Kepuasan konsumen terhadap jasa publik secara keseluruhan.    

 

Kualitas pelayanan (service quality) telah hampir menjadi faktor yang 

menentukan dalam menjaga keberlangsungan suatu organisasi birokrasi 

pemerintah maupun organisasi perusahaan. Pelayanan yang baik dan sesuai 

dengan kebutuhan pengguna jasa publik, sangat penting dalam upaya 

mewujudkan kekuasan pengguna jasa publik {customer satisfaction). 

Untuk mengetahui kualitas pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh 

konsumen, terdapat indikator ukuran kepuasan konsumen yang terletak pada lima 

dimensi kualitas pelayanan menurut apa yang dikatakan konsumen. Kelima 

dimensi tersebut adalah : 

1. Tangibles : kualitas pelayanan berupa sarana fisik perkantoran, 

komputerisasi administrasi, ruang tunggu, tempat informasi. 

2. Reliability : kemampuan dan keandalan untuk menyediakan pelayanan 

yang terpercaya. 



 

 

 

3. Responsivess : kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan 

secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan terhadap konsumen.  

4. Assurance : kemampuan dan keramahan serta sopan santun pegawai dalam 

meyakinkan kepercayaan konsumen. 

5. Empathy :  sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai terhadap 

konsumen.(Zeithhaml-Parasurman-Berry dalam Pasolong 2007:135). 

 

Pada dasarnya dimensi ini berasal dari dunia bisnis, akan tetapi dimensi ini 

dapat digunakan untuk mengukur kualitas kinerja pelayanan public yang 

diberikan pada instansi publik.  

 

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan 

Publik 

Jika berbicara mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas 

pelayanan suatu birokrasi pemerintah, maka akan muncul begitu banyak faktor 

yang mempengaruhinya, pelayanan publik yang bersifat internal organisasi 

maupun yang bersifat eksternal organisasi. Faktor-faktor tersebut antara lain :  

10) Profesionalisme  

Terpenuhinya kecocokan antara kemampuan pegawai dengan kebutuhan tugas 

merupakan syarat terbentuknya pegawai yang professional. Artinya keahlian 

dan kemampuan aparat merefleksikan arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh 

sebuah organisasi. Apabila suatu organisasi berupaya untuk memberikan 

pelayanan public secara prima, maka organisasi tersebut mendasarkan 

profesionalisme terhadap tujuan yang ingin dicapai.  

11) Kepemimpinan 

Kepemimpinan menunjuk kepada sekelompok orang yang secara aktif 

merumuskan doktrin dan program lembaga serta mengarahkan kegiatan dan 

hubungan lembaga dengan lingkungannya. 

12) Kewenangan Direksi 

Direksi secara konseptual merupakan suatu langkah yang ditempuh oleh 

administrator untuk menyelesaikan kasus tertentu yang tidak atau belum diatur 

dalam regulasi baku. Dalam konteks tersebut, direksi dapat berarti suatu 



 

 

 

bentuk kelonggaran pelayanan yang diberikan oelh administrator kepada 

pengguna jasa.  

 

4. Standar Pelayanan Publik  

Pelayanan publik yang berorientasi kepada kepentingan orang banyak 

haruslah dilaksanakan dengan sebaik mungkin sesuai norma-norma yang berlaku. 

Hal ini penting karena menyangkut kepuasan masyarakat atas pelayanan publik 

yang mereka terima dimana dapat memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi 

eksistensi instansi publik yang bersangkutan.  

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan 

dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. 

Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan.  

Begitu pentingnya profesionalitas pelayanan publik ini, Pemerintah melalui 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 

Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang perlu 

dipedomani oleh setiap birokrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat berdasarkan pada prinsip-prinsip pelayanan publik. 

1) Ada beberapa prinsip mengenai Standar Pelayanan Publik antara lain: 

a. Kesederhanaan, bahwa prosedur pelayanan publik tidak 

berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan;  

b. Kejelasan  

 Persyaratan teknis dan administratif pelayanan 

publik  

 Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung 

jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan 

atau persoalan sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik.  

 Rincian biaya pelayanan publik dan tatacara 

pembayaran  

c. Kepastian Waktu, pelaksanaan pelayanan publik dapat 

diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan;  



 

 

 

d. Akurasi, produk pelayanan publik diterima dengan benar, 

tepat dan sah;  

e. Keamanan, proses dan produk pelayanan publik memberikan 

rasa aman dan kepastian hukum;  

f. Tanggung jawab, pimpinan penyelenggara pelayanan publik 

atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan 

pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelayanan 

publik;  

g. Kelengkapan sarana dan prasarana, tersedianya sarana dan 

prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk 

penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika 

(telematika);  

h. Kemudahan akses, tempat dan lokasi serta sarana pelayanan 

yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat 

memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika;  

i. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan. Pemberi pelayanan 

harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan 

pelayanan dengan ikhlas;  

j. Kenyamanan, lingkungan pelayanan harus teliti, teratur, 

disediakan ruang tunggu yang nyaman, lingkungan pelayanan harus 

tetap, teratur dan bersih, rapi lingkungan yang indah dan sehat serta 

dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, 

tempat sampah dan lain-lain.  

 

Pengelola BUMN sebagai unsur aparatur pemerintah yang langsung melayani 

kebutuhan masyarakat harus memperhatikan prinsip pelayanan dan 

pertanggungjawaban yang ada sehingga pelayanan yang baik, cepat, akurat, dan 

memuaskan penerima jasa layanan dapat tercapai.  

2) Pola penyelenggaraan pelayanan publik 

a. Fungsional, pola pelayanan publik oleh 

penyelenggara pelayanan, sesuai dengan tugas, fungsi dan 

kewenangannya 



 

 

 

b. Terpusat, pola pelayanan publik diberikan secara 

tunggal oleh penyelenggara pelayanan berdasarkan pelimpahan 

wewenang dari penyelenggara pelayanan terkait lainnya yang 

bersangkutan. 

c. Terpadu, dapat dibagi menjadi terpadu satu atap 

yaitu dilaksanakan dalam satu tempat. Terpadu satu pintu 

diselenggarakan ada satu tempat yang meliputi berbagai jenis 

pelayanan yang memiliki keterkaitan dilayani melalui satu pintu. 

d. Gugus tugas, petugas pelayanan publik secara 

perorangan atau dalam bentuk gugus tugas ditempatkan pada instansi 

pemberi pelayanan dan lokasi pelayanan tertentu. 

3) Biaya Pelayanan Publik 

Penetapan besaran biaya pelayanan publik perlu memperhatikan  

a. Tingkat kemampuan daya beli masyarakat 

b. Nilai harga yang berlaku atas barang atau jasa 

c. Rincian biaya harus jelas 

d. Ditetapkan oleh pejabat berwenang dan memperhatikan 

prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

4) Pelayanan Bagi Penyandang Cacat, Lanjut Usia Wanita Hamil dan Balita 

Penyelenggara pelayanan wajib mengupayakan tersediannya sarana dan 

prasrana serta memberikan akses khusus berupa kemudahan pelayanan 

bagi penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil, dan balita. 

5) Pelayanan Khusus 

Penyelenggaraan jenis pelayanan publik tertentu seperti pelayanan 

transportasi, kesehatan, dimungkinkan dan untuk memberikan 

penyelenggaraan dengan ketentuan seimbang dengan biaya yang 

dikeluarkan sepanjang tidak bertentangan  dengan peraturan  yang berlaku 

seperti perawatan VIP di rumah sakit dan gerbong eksekutif kereta api. 

6) Biro Jasa Pelayanan 

Pengurusan pelayanan publik  pada dasarnya dilakukan sendiri oleh 

masyarakat. Namun dengan pertimbangan tertentu sebagai wujud 



 

 

 

parisipasi masyarakat dimungkinkan adanya biro jasa membantu 

penyelenggaraan pelayanan publik. 

7) Tingkat Kepuasan Masyarakat 

Ukuran Keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat 

kepuasan masyarakat. Kepuasan penerima dicapai jika pelayanan sesuai 

dengan yang dibutuhkan dan diharapkan. 

8) Pengawasan Penyelenggaran Pelayanan Publik 

Pengawasan dilakukan : 

a. Pengawasan melekat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh 

atasan langsung, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undnagan 

b. Pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh 

pegawai sesuai dengan perundang undangan. 

c. Pengawasan masyarakat pengawasan yang dilakukan oleh 

masyarakat, berupa laporan atas pengaduan. 

9) Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa 

a. Pengaduan, untuk menampung pengaduan unit pelayanan menyediakan 

loket/ kotak pengaduan. Untuk kemudian diproses sesuai dengan alur 

proses pengaduan. 

b. Sengketa, dalam hal ini pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh unit 

penyelenggara pelayanan publik yang bersangkutan dan terjadi 

sengketa, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui jalur hukum. 

10) Evaluasi Kinerja Penyelenggraan Pelayanan Publik 

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik wajib secara berkala 

mengadakan evaluasi  di lingkungan instansinya masing-masing. Kegiatan 

ini dialakukan secara berkala dilaporkan kepada pimpinan tertinggi 

penyelenggara pelayanan publik. 

 

Sebagai penyelenggara pelayanan publik yang langsung melayani kebutuhan 

masyarakat, BUMN diharapkan dapat memenuhi standar pelayanan sehingga 

pelayanan yang baik, cepat, akurat, dan memuaskan penerima jasa layanan dapat 

tercapai.  



 

 

 

 

C. Pelayanan Prima Dalam Instansi Publik/BUMN 

1. Pengertian Pelayanan Prima  

Menurut Sahirudin (2000:2) pengertian pelayanan prima adalah 

“peningkatan mutu dari pelayanan masyarakat yang menuntut adanya peningkatan 

kemampuan dan profesionalisme aparat sehingga rasa kepuasan pada masyarakat 

semakin meningkat (tinggi)”.  

Lebih lanjut, manfaat pelayanan prima menurut Sahirudin (2000:4) adalah:  

22. Bagi aparat pemerintah, manfaat pelayanan prima meliputi: (a) 

semakin percaya diri, (b) kepuasan pribadi, rasa kebanggaan dapat 

menolong orang lain dalam memenuhi keperluan, kebutuhan tertentu, (c) 

ketenangan kerja semakin mantap, (d) semangat kerja semakin meningkat, 

(e) aktualisasi diri semakin meningkat, (f) pengembangan karier semakin 

terbuka, (g) kesejahteraan meningkat melalui perkembangan karier, 

kenaikan pangkat, dan (h) citra aparat pemerintah semakin meningkat.  

23. Bagi masyarakat, meliputi: (a) kebutuhan semakin terpenuhi, (b) 

partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan semakin meningkat, 

(c) efektivitas kegiatan masyarakat semakin meningkat, (d) efisiensi 

operasional kegiatan masyarakat semakin meningkat, dan (e) 

kesejahteraan masyarakat semakin bertambah.  

24. Bagi pemerintah, meliputi: (a) citra pemerintah semakin 

meningkat, dan (b) kepercayaan dan dukungan masyarakat kepada 

pemerintah semakin meningkat.  

  

2. Tujuan Pelayanan Prima  

Tujuan pelayanan prima menurut Sahirudin (2000:5) adalah sebagai berikut:  

1) Memenuhi kebutuhan/aspirasi masyarakat dengan menerapkan prinsip-

prinsip manajemen yang tepat.  

2) Tujuan akhir manajemen pelayanan prima adalah kepuasan masyarakat.  

3) Masyarakat baru akan puas apabila pelayanan tersebut dilakukan dengan 

proses dan etika pelayanan yang tepat, pasti dan aman merangsang 

perkembangan atau belajar.  

 

Menurut Sahirudin (2000:6) tujuan manajemen pelayanan prima dapat 

dicapai apabila organisasi pelayanan tersebut:  

1. Bekerja dengan menggunakan prinsip-prinsip yang efisien dan 

efektif  
2. Memperhatikan aspek sosiologis dan psikologis  

3. Memanfaatkan IPTEK  

4. Menggunakan kerangka berpikir sistem  

5. Mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi dan situasi  

6. Menggunakan pemikiran strategis  



 

 

 

7. Selalu melihat pada pasar/kebutuhan masyarakat yang dilayani, 

dan memberikan kesempatan pada masyarakat untuk berpartisipasi  

8. Terus memperhatikan kualitas pelayanan.  

 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan tujuan dari pelayanan 

prima adalah memuaskan dan atau sesuai dengan keinginan masyarakat, untuk 

mencapai hal itu diperlukan kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan 

atau keinginan masyarakat.  

 

3. Jenis-jenis Pelayanan Masyarakat  

Menurut Sahirudin (2000:17-19) pelayanan pada masyarakat dapat 

dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu:  

 

1) Pelayanan yang merupakan kewajiban masyarakat seperti: KTP, catatan 

sipil (akte-akte), pajak (PBB, Ppn, dll), sertifikat tanah, paspor, perijinan 

di tingkat Kabupaten/Kota (IMB, ijin usaha, ijin 

pertunjukan/tontonan/keramaian, ijin pemasangan reklame, ijin layak huni, 

ijin usaha peternakan, ijin usaha trayek, ijin pemasangan rambu-rambu dan 

markah jalan, ijin penggunaan dan pengelolaan pemakaman, ijin 

penggunaan tanah, perijinan di tingkat kecamatan (bersifat legalitas 

terhadap rekomendasi yang diberikan oleh desa/kelurahan untuk diproses 

di tingkat kabupaten/kota).  

2) Pelayanan yang merupakan kebutuhan masyarakat antara lain (yang 

bersifat kompetitif) meliputi: (a) kesehatan (RS, Puskesmas, Polindes, 

pelayanan PMI), (b) pendidikan (sekolah, kursus) dan (c) konsumtif 

(air/PDAM, PLN/listrik, telepon, asuransi)  

 

D. Kinerja Pegawai 

6. Pengertian Kinerja dan Kinerja Pegawai 

Kinerja disamakan dengan kata dalam bahasa inggris yaitu “performance”, 

yang artinya daya guna, prestasi atau hasil. Kinerja adalah melakukan suatu 

kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dan dengan 

hasil seperti yang diharapkan.(Widodo dalam Pasolong 2007:175)  Kinerja 

sebagai kata benda mengandung arti “thing done” yaitu suatu hasil yang telah 

dikerjakan. 

Kinerja dalah penampilan cara-cara untuk menghasilkan sesuatu hasil yang 

diperoleh dengan aktivitas yang dicapai dengan suatu unjuk kerja. Dengan 

demikian dari konsep yang ditawarkan tersebut dapat dipahami bahwa kinerja 

adalah konsep utama organisasi yang menunkan seberapa jauh tingkat 



 

 

 

kemampuan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dalam rangka pencapaian 

tujuan.(Juliantara 2005:38-39) 

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

oleh seseorang dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya. (Mangkunegara dalam Pasolong 2002:67) 

Lembaga administrasi Negara Republik Indonesia yang disingkat LAN-RI, 

merumuskan kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan 

suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi 

dan visi organisasi. Konsep kinerja yang dikemukakan LAN-RI lebih mengarah 

pada acuan kinerja suatu organisasi public yang cukup relevan sesuai dengan 

strategi suatu organisasi yakni dengan misi dan visi yang ingin dicapai. 

Sedangkan kinerja pegawai dapat diartikan sebagai suatu bentuk ukuran 

efisiensi dan efektifitas atau tidaknya suatu organisasi itu dijalankan. kinerja 

adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau sekelompok pegawai 

dalam organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, 

dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak 

melanggar hokum dan sesuai dengan moral dan etika. (Prawirosentono dalam 

Pasolong 2007:176)  

Dalam hal ini, kinerja pegawai adalah tidak lain dari hasil kerja seorang 

pegawai. Pengertian pegawai disini dalam kamus besar Indonesia adalah orang 

yang bekerja pada suatu instansi atau perusahaan. Pegawai dituntut untuk 

mempunyai peranan penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu 

seorang pegawai harus berada pada posisi yang unggul, artinya mereka mampu 

melaksanakan pekerjaannya yang sesuai dengan bidangnya dengan baik dan 

penuh tanggung jawab demi tercapainya tujuan yang efektif dan efisien. 

Dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai merupakan suatu hasil kerja 

seseorang yang bekerja pada suatu instansi atau perusahaan yang bekerja untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam organisasi yang bersangkutan. 

Selaian itu kinerja mempunyai beberapa elemen, antara lain: 

1) Hasil kerja yang dicapai secara individual atau secara institusi, yang 

berarti kinerja tersebut adalah hasil akhir yang diperoleh secara sendiri-

sendiri atau kelompok. 



 

 

 

2) Dalam melaksanakan tugas, orang atau lembaga diberikan wewenang dan 

tanggung jawab, yang berarti orang atau lembaga diberikan hak dan 

kekuasaan yang untuk ditindaklanjuti, sehingga pekerjaannya dapat 

dilakukan dengan baik. 

3) Pekerjaan haruslah dilakukan secara legal, yang berarti dalam 

melaksanakan tugas individu atau lembaga tentu saja harus mengikuti 

aturan yang telah ditetapkan.  

4) Pekerjaan tidaklah bertentang dengan moral atau etika, artinya selain 

mengikuti aturan yang telah ditetapkan, tentu saja pekerjaan tersebut 

haruslah sesuai moral dan etika artinya selain mengikuti aturan yang telah 

ditetapkan, tentu saja pekerjaan tersebut haruslah sesuai moral dan etika 

yang berlaku umum. 

 

7. Pegawai BUMN 

Pegawai adalah kata benda berupa orang-orang atau sekelompok orang yang 

mempunyai status tertentu karena pekerjaannya.(Zainun 2004:13). Pegawai pun 

dalam bahasa jawa berasal dari kata “gawe” atau “kerja”. Sedangkan kepegawaian 

yang berasal dari kata itu berubah maknanya menjadi segala sesuatu yang terkait 

dengan sumber daya manusia yang oleh suatu organisasi dipertimbangkan dan 

mungkin untuk menjadi urusan organisasi. 

Menurut PP No. 6 Tahun 1974, Pegawai Negeri adalah setiap warga negara 

Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh 

pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau 

diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Pegawai BUMN pada hakikatnya merupakan pegawai negeri yang sudah 

mengecil jumlahnya dan kemungkinan besar lebih tepat digolongkan kepada PNS. 

Termasuk dan digolongkan PNS bukan berarti segala-galanya sama persis dengan 

PNS. Yang termasuk golongan ini adalah sumber daya manusia perusahaan 

jawatan (perjan) yang sekarang ini sudah tidak ada lagi. Hal ini sesuai dengan 

Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 yang mengenalkan tiga bentuk badan usaha 

Negara. Sedangkan yang lain kemungkinan ada sejenis dengan sumber daya 



 

 

 

manusia perum ini, namun belum ditentukan pengalihan bentuk dan statusnya. 

Pegawai yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri, yakni :  

1) Pegawai Perusahaan Perseroan (PERSERO);  

2) Pegawai Perseroan Terbatas (PT) Milik Negara yang belum 

digolongkan ke dalam salah satu Usaha Negara  

3) Pegawai Perusahaan Daerah; (PP No.06 Tahun 1974) 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pegawai BUMN adalah 

sekelompok orang yang bekerja pada suatu organisasi milik Negara atau suatu 

badan usaha  milik Negara (BUMN) yang statusnya disamakan dengan pegawai 

negeri. 

 

8. Kinerja Pegawai BUMN 

Kinerja selalu berbicara pada proses dan hasil akhir kualitas kerja yang 

optimal, setiap tahapan perlu dikaji dan disempurnakan sehingga pegawai 

memahami tugas dan tanggung jawabnya. Dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab tersebut pegawai haruslah diberikan wewenang, dimotivasi dan 

diarahkan. 

Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa kinerja pegawai BUMN adalah 

profesionalisme pegawai BUMN melaksanakan pekerjaan dengan memperjelas 

tugas dan tanggung jawab pegawai, serta peningkatan kualitas kerja dalam rangka 

pencapaian hasil kerja BUMN yang optimal. 

Peningkatan kinerja pegawai dituntut untuk menghasilkan pegawai-pegawai 

birokrasi yang memiliki kemampuan yang memadai dalam perumusan dan dan 

pelakasana kebijakan pemerintah termasuk dalam hal memberikan pelayanan 

kepada masyarakat. 

Untuk dapat menciptakan pegawai yang berkualitas dalam memberikan 

pelayanan publik juga harus diperkuat dengan mekanisme kerja yang adail dan 

memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk berkompetisi dalam 

memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Mekanisme reward dan 

punishement mungkin bisa jadi suatu alternative sehingga memang pegawai yang 

berprestasi dan penuh inisiatif dalam memberikan pelayanan tentu akan mendapat 

reward yang lebih baik dibanding dengan pegawai yang tidak berprestasi. 

 



 

 

 

9. Jenis-Jenis Kinerja 

Terdapat  tiga jenis kinerja, antara lain: 

1) Kinerja organisasi  

yaitu hasil konkrit yang dapat diukur dari organisasi dan dapat 

dipengaruhi oleh proses atau kinerja individu yang membutuhkan 

standar kinerja tersebut dapat bersifat kuantitatif dan tidak selalu 

mencerminkan potensi organisasi. 

2) Kinerja proses 

Yaitu hasil kerja konkrit dan dapat diukur dari pekerjaannya 

mekanisme kerja organisasi, dipengaruhi oleh kinerja individu dan 

membutuhkan standart kinerja lebih bersifat kualitatif dan tidak selalu 

mencerminkan potensi organisasi. 

3) Kinerja individu  

Yaitu hasil kerja konkrit dan dapat diukur dari kerja individu 

(produktivitas kerja) dipengaruhi oleh berbagai faktor dan dari 

individu yang membutuhkan standar kerja sebagai alat ukur sehingga 

ukuran kerja bersifat kualitatif dan tidak selalu mencerminkan potensi 

individu.(Sudarto dalam Wibawa 2007: 23) 

 

Dengan adanya beberapa jenis kinerja yang telah disebutkan diatas, kinerja 

perseorangan harus lebih diperhatikan karena kinerja organisasi merupakan hasil 

dari kumpulan kinerja perseorangan/individu. Hal ini menunjukkan bahwa 

pegawai mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam suatu organisai, oleh 

karena itu Pegawai perlu berada pada kondisi yang unggul. Artinya mampu 

mewujudkan perubahan secara inovatif dan proaktif.  

Terdapat  tiga titik tolak pemikiran mengapa efisiensi dan efektivitas kerja 

mutlak perlu ditingkatkan apabila dikaitkan dengan kemampuan pegawai (sumber 

daya manusia) yaitu sebagai berikut: 

1) Sumber daya manusia yang tersedia selalu terbatas sedangkan tujuan 

individu dan organisasional tidak terbatas. 

2) Meskipun sumber daya, sarana dan prasarana kerja mutlak, hal-hal 

tersebut pada dasarnya tidak meningkatkan efisiensi, efektivitas dan 

produktivitas organisasi. 

3) Manusia merupakan unsure-unsur tepenting dalam organisasi, 

sekaligus merupakan unsure yang paling berharga dalam organisasi. 

(Siagian 2000, h.20) 

 

Administrasi kepegawaian kaitannya dengan kinerja adalah sumber daya 

manusia mutlak menjadi sasaran utama dalam rangka pencapaian tujuan 

organisasi. Dalam hal ini, yang mengelola sumber daya manusia yang 



 

 

 

dimaksudkan bukan sebagai tujuan akan tetapi sebagai alat untuk meningkatkan 

efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja organisasi.  

 

10. Pengukuran Kinerja 

Setelah seseorang bekerja guna mencapai tujuan dan targetnya, maka 

diperlukan suatu analisis bagi kinerja tersebut yang berguna untuk mengetahui 

sejauh mana kualitas kinerja tersebut dilakukan. Tanpa adanya pengukuran kinerja 

berarti seorang atasan telah bersikap acuh tak acuh kepada tujuan dan target yang 

diharapkan dan berarti pula sistem kinerjanya bersifat acak dan tidak sistemik. 

Pengukuran kinerja akan memberikan layanan kepada kebutuhan individu dan 

kebutuhan organisasi. Dengan adanya pengukuran  kinerja, maka akan 

menyadarkan kepada pegawai tentang kualitas pegawai itu sendiri sehingga dapat 

diketahui apakah kinerja yang dilakukan oleh seorang pegawai sudah sesuai atau 

belum dengan apa yang diharapkan. Jika sudah sesuai, dimungkinkan bagi 

pegawai tersebut untuk terus melakukan peningkatan. Sedangkan jika belum 

sesuai maka sebaiknya pegawai tersebut melakukan koreksi diri apakah kinerja 

tersebut dapat diperbaiki atau tidak. 

Pengukuran kinerja pada dasarnya digunakan untuk penilaian atas 

keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan, kegiatan, program dan atau 

kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran 

kinerja mencakup penetapan indicator kinerja . 

Penilaian kinerja merupakan evaluasi keberhasilan atau kegagalan seseorang 

dalam menjalankan tugasnya. Jika penilaian kinerja terhadap birokrasi, berarti 

evaluasi keberhasilan atau kegagalan birokrasi dalam menjalankan tugasnya 

sebagai pelayan masyarakat.  

Sistem penilaian kinerja merupakan kegiatan yang sangat penting sebagai 

ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. Dwiyanto 

(Pasolong, 2007,  h.182). Untuk birokrasi publik, informasi mengenai kinerja 

tentu sangat berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh 

birokrasi itu memenuhi harapan dan memuaskan masyarakat. 

 Adapun tujuan dari pengukuran kinerja antara lain: 

1) Sebagai dasar untuk memberikan kompensasi kepada pegawai 

yang setimpal dengan kinerjanya. 



 

 

 

2) Sebagai dasar untuk melakukan promosi bagi pegawai yang 

memiliki kinerja yang baik. 

3) Sebagai dasar untuk melakukan mutasi terhadap pegawai yang 

kurang cocok dengan pekerjaannya. 

4) Sebagai dasar untuk melakukan demosi terhadap pegawai yang 

kurang atau tidak memiliki kinerja yang baik. 

5) Sebagai dasar untuk melakukan pemberhentian pegawai yang 

tidak lagi mampu melakukan pekerjaan. 

6) Sebagai dasar memberika diklat terhadap pegawai, agar dapat 

meningktkan kinerjanya. 

7) Sebagai dasar untuk menerima pegawai baru yang sesuai 

dengan pekerjaan yang tersedia. 

8) Sebagai dasar untuk mengetahui berhasil tidaknya suatu 

organisasi.(Pasolong 2007:186) 

 

Dengan adanya penilaian kinerja ini dapat dijadikan landasan dalam 

menentukan suatu kebijaksanaan dalam mengembangkan sumber daya manusia 

atau pegawai yang ada. Penialaian kinerja hendaknya dilakukan penilaian yang 

objektif. Penilaian yang objektif dapat meningkatkan motivasi pegawai dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya. Selanjutnya motivasi pegawai yang tinggi akan 

mengahasilkan kinerja yang baik, dan pada akhirnya kinerja yang baik akan 

memberikan kepuasan kepada masyarakat yang dilayaninya. 

 

11. Indikator Kinerja   

Indikator kinerja yang dimaksud oleh LAN RI, setelah ada ukuran 

kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran 

atau tujuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan indikator masukan 

(inputs) keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak 

(impacts). (Pasolong 2007:177) 

Indicator kinerja mencakup semua unsur yang akan di evaluasi dalam 

pekerjaan masing-masing pegawai. Dimensi ini mencakup beberapa kriteria yang 

sesuai digunakan dalam mengukur hasil pekerjaan yang telah disesuaikan.  

Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja, yaitu : 

5) Produktivitas 
yaitu tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur 

efektifitas pelayanan.  

6) Kualitas layanan 

Yaitu cenderung menjadi penting dalam menjelaskan kinerha organisasi 

pelayanan public. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai 



 

 

 

organisasi publik muncul karena ketidakpuasan publik terhadap kualitas. 

Dengan demikian menurut Dwiyanto kepuasan masyarakat terhadap 

layanan dapat dijadikan indikator kinerja birokrasi publik.  

7) Responsivitas 

Yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, 

menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program-

program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan 

aspirasi masyarakat. 

8) Responsibilitas 

Yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu 

dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan 

kebijakan birokrasi baik yang eksplisit mauapun implisit, Lenvine dalam 

Pasolong (2007, h. 179). Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja dalam 

suatu ketika berbenturan dengan responsivitas. 

9) Akuntabilitas 

Yaitu menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi 

publik tunduk kepada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. 

Asumsinya ialah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh 

rakyat, dengan sendirinya akan selalu memprioritaskan kepentingan 

publik. (Dwiyanto dalam Pasolong 2007:178-179),   

 

Selain itu, Dimensi kinerja mencakup semua unsur yang akan di evaluasi 

dalam pekerjaan masing-masing pegawai. Dimensi ini mencakup berbagai kriteria 

yang sesuai untuk digunakan dalam mengukur hasil pekerjaan yang telah 

disesuaikan. Dharma (1985:55) mengemukakan bahwa hampir seluruh cara untuk 

menilai kinerja atau prestasi kerja seseorang dalam melaksanakan kerja 

mempertimbangkan tiga hal, yaitu:  

1 1. Kuantitas (jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh pegawai),  

2 2. Kualitas (mutu yang dihasilkan dalam menyelesaikan pekerjaan),  

3 3. Ketepatan waktu (sesuai tindakan dengan waktu yang direncanakan).  

Dharma (1985:64), menambahkan:  

“Tidak semua kriteria pengukuran kinerja dipakai dalam suatu penilaian 

kinerja pegawai, sebab hal tersebut harus disesuaikan dengan jenis 

pekerjaan yang akan dinilai. Penetapan standar diperlukan untuk 

mengetahui apakah kinerja pegawai telah sesuai dengan sasaran yang 

diharapkan sekaligus melihat besarnya penyimpangan dengan cara 

membandingkan antara hasil pekerjaan secara aktual dengan hasil yang 

diharapkan”.  

 

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dalam penelitian ini kriteria 

pengukuran kinerja yang digunakan adalah:  

1. Kualitas Pegawai  



 

 

 

Menurut Yuwono (1991:19) “Kualitas pegawai menyangkut sifat-sifat yang 

melekat pada diri personil yang berupa kemampuan melaksanakan tugas-tugas”. 

Maka dapat dikatakan bahwa pegawai yang berkualitas adalah pegawai yang 

mempunyai kemampuan dalam melaksanakan tugas sehingga menjadi tauladan 

bagi pegawai yang lainnya.  

Selanjutnya Thoha (1981:230) menyatakan bahwa:  

“Kemampuan merupakan salah satu unsur kematangan berkaitan dengan 

pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pendidikan. Maka 

dapat dikatakan bahwa kualitas kemampuan ini berkaitan erat dengan 

kecakapan dan ketangkasan aparat dalam melaksanakan tugas-tugasnya 

berupa pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan”.  

 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas pegawai 

dapat dilihat dari aspek kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas-

tugasnya.  

2. Mentalitas atau Kedisiplinan Pegawai 

Faktor kualitas mental bagi setiap pegawai merupakan unsur yang sangat 

mempengaruhi kepribadian seorang pegawai, karena ia dapat menentukan baik 

buruknya sikap, tingkah laku dan tindakan pegawai. Hal ini seperti yang 

ditegaskan oleh Yuwono (1983:86) bahwa “Mentalitas adalah sikap jiwa dan 

tingkah laku seseorang yang selalu menjadikan berhubungan atau serasi dengan 

nilai-nilai yang berlaku yang mengandung nilai-nilai kebaikan”.  

Sedangkan salah satu bentuk perwujudan sikap mental yang berhubungan 

dengan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan atau norma-norma yang 

mengandung nilai-nilai kebenaran yang telah ditetapkan antara lain berupa 

disiplin. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dijelaskan oleh Sinungan 

(1987:146)  

“Disiplin adalah sikap mental yang tercermin dalam perbuatan atau 

tingkah laku seseorang atau masyarakat berupa kepatuhan atau ketaatan 

terhadap peraturan yang ditetapkan baik oleh pemerintah atau etika, norma 

dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat untuk tujuan tertentu”.  

 

Sedangkan Atmosudirdjo (1987:64-65) menyatakan bahwa disiplin 

mempunyai tiga aspek yaitu sebagai berikut:  



 

 

 

1. Suatu sikap mental tertentu yang merupakan sikap taat dan 

tertib sebagai hasil latihan pengendalian watak oleh pimpinan secara 

tertentu;  

2. Suatu pengetahuan tingkat tinggi tentang sistem aturan-aturan perilaku 

sistem atau sistem norma-norma, kriteria dan standar sedemikian rupa 

sehingga pengetahuan tersebut menimbulkan kesadaran bahwa 

ketaatan akan aturan, norma, kriteria, standar, struktur dan sistem 

organisasi dan sebagainya itu adalah syarat mutlak untuk mencapai 

keberhasilan;  

3. Suatu sikap kelakuan yang secara sadar menunjukkan kesungguhan 

hati, pengertian dan kesadaran untuk mentaati segalanya.  

 

Dari beberapa pendapat diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa disiplin 

adalah suatu sikap mental yang merupakan sikap taat atau patuh dan tertib 

terhadap peraturan-peraturan yang berlaku maupun yang ditetapkan.  

 

 

 

E. Faktor yang Mendukung Dan  Menghambat Kinerja Pegawai BUMN 

dalam Pelayanan Publik 

Dalam suatu organisasi atau perusahaan seringkali memperhatikan adanya 

kinerja dalam diri masing-masing pegawai. Untuk itu perlu ditinjau faktor apa 

sajakah yang mempengarui kinerja pada pegawai. Hampir semua pegawai ingin 

maju, akan tetapi banyak yang tidak mengetahui bagaimana caranya. Setiap 

pegawai mengharapkan keberhasilan dalam tugas yang diembannya. Meskipun 

demikian bagaimana tugas dan aktivitas yang dilakukan tersebut belum tentu 

mencapai keberhasilan yang sesuai dengan apa yang diinginkan. 

 

1. Pendidikan  

Bahwa yang dimaksud dengan pendidikan sebagaimana yang dikemukakan 

oleh Siagian (1985:57) bahwa:  

“Pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis yang berlangsung seumur 

hidup dalam rangka mengalikan pengetahuan oleh seseorang kepada orang 

lain. Dengan pengertian diatas jelas tampak bahwa pendidikan dapat 
bersifat formal, akan tetapi dapat pula bersifat non formal, pendidikan 

yang bersifat formal dapat ditempuh dengan melalui sekolah tingkat 

pendidikan, sekolah taman kanak-kanak hingga pendidikan di lembaga 

pendidikan tinggi terjadi di ruang kelas dengan program yang umumnya 

bersifat struktural. Di pihak lain pendidikan yang bersifat non formal dapat 



 

 

 

terjadi dimana saja, karena sifatnya unstruktural, dalam kedua sistem 

pendidikan tersebut pengalihan pengetahuan dan keterampilan tetap 

terjadi.”  

 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan suatu usaha 

yang dilakukan oleh seseorang secara sadar dan berencana dengan menggunakan 

metode-metode tertentu untuk meningkatkan kualitas manusia baik jasmani 

maupun rohani yang diperoleh dari dalam sekolah maupun di luar sekolah.  

Sesuai dengan ketentuan zaman maka tingkat pendidikan pegawai sudah 

jelas sangat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat.  

Berdasarkan pendapat diatas dapat dikatakan bahwa untuk memperoleh 

kualitas kemampuan dan keterampilan pegawai dapat dilakukan melalui tiga 

macam bentuk pendidikan, yaitu:  

a. Pendidikan Formal, yaitu pendidikan terakhir yang ditempuh seseorang 

sebelum atau sesudah menjadi Pegawai masih dilaksanakan dalam rangka 

untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dan kepribadian.  

b. Pendidikan Non formal, yaitu pendidikan bagi para pegawai yang 

dilakukan melalui pelatihan, penataran dan kursus-kursus yang 

berhubungan dengan tugas-tugas pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai 

guna lebih meningkatkan kemampuan dan keterampilan.  

c. Pendidikan Informal, yaitu pendidikan yang dapat diperoleh melalui 

pengalaman bergaul dengan sesama teman baik dikantor maupun dalam 

kehidupan masyarakat sehari-hari dan sebagainya. Sedangkan yang 

dimaksud dengan pengalaman kerja adalah apa saja yang dialami, 

diketahui dan dikerjakan selama dalam pelaksanaan tugas pekerjaan.  

 

Untuk mengukur tingkat kualitas pendidikan pegawai dapat dilihat 

berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut:  

a. Pendidikan formal yang diukur dari:  

1) Tingkat penyelesaian pendidikan formal pegawai  

2) Tingkat kesesuaian pendidikan formal yang telah dicapai dengan 

bidang pekerjaannya.  

b. Pendidikan non formal yang diukur dari:  

1) Frekuensi kursus, latihan dan penataran yang telah 

di ikuti pegawai  

2) Dampak kursus, latihan dan penataran yang telah di 

ikuti terhadap kemanfaatan dan tugas pekerjaannya  



 

 

 

c. Pendidikan informal yang diukur dari:  

2) Tingkat masa kerja  

3) Tingkat kemanfaatan masa kerja dalam pelaksanaan 

pekerjaannya  

 

2. Masa Kerja  

Masa kerja pegawai disini adalah masa yang telah ditempuh oleh pegawai 

dalam melaksanakan tugasnya selama tercatat sebagai pegawai pada suatu 

perusahaan. Pengertian masa kerja menurut Djatmika dalam Moenir (1995:78) 

adalah “lamanya waktu yang dihabiskan oleh seorang pekerja atau pegawai 

selama bekerja pada suatu kantor atau perusahaan dan selama itu pula seseorang 

mendapat pengalaman dalam bidang tugas pekerjaannya”.  

Jadi masa kerja merupakan waktu yang ditempuh seorang pegawai mulai 

dari pertama kali ia bekerja di suatu instansi sampai dengan pensiun dan selama ia 

bekerja dalam suatu instansi tersebut ia mendapatkan pengalaman dalam 

pekerjaan tersebut. 

  

3. Disiplin  

Disiplin adalah suatu bentuk ketaatan terhadap aturan, baik tertulis maupun 

tidak tertulis yang telah ditetapkan. Maksud ditumbuhkannya disiplin kecuali 

kepatuhan terhadap aturan juga tumbuhnya ketertiban dan efisiensi. Menurut 

Gordon, dkk yang dikutip oleh Moenir (1995:94) disiplin dalam pengertian yang 

utuh ialah “Suatu kondisi atau sikap yang ada pada semua anggota organisasi 

yang tunduk dan taat pada aturan organisasi”. Salah satu syarat agar dapat 

ditumbuhkan disiplin dalam lingkungan kerja ialah adanya pembagian pekerjaan 

yang tuntas sampai kepada pegawai atau petugas pelayanan yang paling bawah, 

sehingga setiap orang tahu dengan sadar apa tugasnya, bagaimana melakukan 

kapan pekerjaan dimulai dan kapan selesai, seperti apa hasil kerja yang 

disyaratkan dan kepada siapa ia mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan itu. 

Adapun yang dimaksud dengan disiplin terbatas pada pengertian ketaatan 

terhadap aturan tertulis dan lebih ditekankan pada pelaksanaan aturan oleh pejabat 

atau petugas secara langsung bertanggungjawab atas pelaksanaan aturan itu.  



 

 

 

Mengenai disiplin ada dua jenis disiplin yaitu dalam hal waktu dan dalam 

hal kerja atau perbuatan. Kedua jenis disiplin tersebut merupakan kesatuan yang 

tidak dapat dipisahkan serta saling mempengaruhi. Disiplin waktu tanpa disertai 

disiplin kerja tidak ada artinya dengan kata lain tidak ada hasil sesuai dengan 

ketentuan organisasi, sebaliknya disiplin kerja tanpa didasari dengan disiplin 

waktu tidak ada manfaatnya.  

 

4. Sarana dan Prasarana  

Menurut Moenir (1995:119) mengungkapkan bahwa: “Sarana pelayanan 

adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas lain yang 

berhubungan dengan organisasi kerja itu”. Fungsi sarana pelayanan tersebut 

antara lain:  

a) Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan, sehingga dapat menghemat 

waktu  

b) Meningkatkan produktivitas, baik barang atau jasa  

c) Kualitas produk yang lebih baik dan terjamin  

d) Ketepatan susunan dan stabilitas ukuran terjamin  

e) Lebih mudah atau sederhana dalam gerak para pelakunya  

f) Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan 

sehingga dapat mengurangi sifat emosional mereka.  

 

Oleh karena itu peranan sarana pelayanan sangat penting disamping sudah 

tentu peranan unsur manusianya sendiri.  

Lebih lanjut, menurut Moenir (1995:120) sarana kerja tersebut ditinjau dari 

segi kegunaannya terdiri atas tiga golongan, yakni:  

a. Peralatan kerja, yaitu semua jenis benda yang berfungsi sebagai alat 

produksi untuk menghasilkan barang atau berfungsi memproses suatu 

barang menjadi barang lain yang berlainan fungsi dan kegunaannya.  

b. Perlengkapan kerja, yaitu semua jenis benda yang berfungsi sebagai alat 

bantu tidak langsung dalam produksi, mempercepat proses, 

membangkitkan dan menambah kenyamanan dalam pekerjaan. Contoh: 

perlengkapan komunikasi, perlengkapan pengolahan data.  

c. Perlengkapan bantu atau fasilitas, yaitu semua jenis benda yang berfungsi 

membantu kelancaran gerak dalam pekerjaan. Contoh: AC, sarana 

pembangkit tenaga.  
 

Sementara itu, yang dimaksud dengan prasarana fisik kantor adalah meliputi 

keseluruhan bangunan fisik, termasuk ruangan-ruangan yang ada. Berkenaan 

dengan hal tersebut Sugandha dalam Moenir (1995:56) menyatakan bahwa:  



 

 

 

a. Ruangan yang lebar dan terbuka lebih disukai daripada serangkaian kamar 

yang walaupun banyak jumlahnya tetapi sempit;  

b. Dalam mengatur tata susunan meja kerja, lemari dan peralatan yang 

lainnya perlu diperhitungkan lokasi jendela-jendela guna memanfaatkan 

sebesar-besarnya cahaya matahari;  

c. Hal lain yang perlu diperhatikan sebagai bagian penataan ruangan ialah 

pengaturan mengenai penyegar udara, lampu-lampu, pemanas, akustik, 

dan tata ruang.  

 

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa sarana dan prasarana kantor yang 

memadai dan representatif mutlak diperlukan oleh suatu organisasi dalam 

menunjang kelancaran pelaksanaan tugasnya. Walaupun suatu instansi memiliki 

personil dan organisasi yang baik, belum tentu akan dapat mencapai tujuan 

organisasi apabila tidak didukung oleh sarana prasarana yang memadai.  

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Suatu metode dipilih dengan memperhatikan kesesuaian dengan obyek studi 

atau dengan kata lain dengan suatu penelitian sangat diperlukan metode yang 

sesuai dengan pokok permasalahan dan tujuan penelitian dengan maksud dengan 

diperoleh data yang relevan dengan permasalahan penelitian. 

Metodologi bermaksud menerangkan proses pengembangan ilmu 

pengetahuan. Guna menghasilkan pengetahuan ilmiah yang memungkinkan 

pemecahan masalah praktis tertentu, teori ilmu pengetahuan perlu diterapkan 

dalam bentuk proses penelitian empiris. Proses penelitian empiris meliputi 

bermacam-macam metode dan teknik yang dikerjakan dalam urutan waktu 

tertentu. (Zuriah 2006:6) 

 

Suatu penelitian dirancang dan diarahkan guna memecahkan suatu masalah 

atau problem statement tertentu.(Zuriah 2006:1) pemecahan dapat berupa jawaban 

atas suatu masalah, atau untuk melihat hubungan antara dua atau lebih variabel 

yang menjadi fokus suatu penelitian. Dalam konteks ini penelitian berfungsi 

sebagai alat untuk memecahkan suatu masalah.  

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

diskriptif dengan pendekatan kualitatif karena dalam penelitiannya nanti, peneliti 



 

 

 

berusaha untuk mendiskripsikan proses dan kejadian yang sesungguhnya yaitu ” 

Kinerja Pegawai BUMN dalam Pelayanan Publik”. 

Penelitian deskriptif berusaha memberikan gambaran secara sistematis dan 

cermat fakta-fakta aktual dan sifat-sifat populasi tertentu.(Zuriah, 2006, h.14) 

Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar ilmiah, dengan 

menggunakan metode ilmiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik 

secara ilmiah. Jelas definisi ini memberikan gambaran bahwa penelitian kualitatif 

mengutamakan latar ilmiah, metode ilmiah yang dilakukan oleh orang yang 

mempunyai perhatian alamiah.(David William dalam Moleong 2006:5) 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, 

dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan 

melibatkan berbagai metode yang ada.(Denzin dan Lincoln dalam Moleong 

2006:5) 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subyek penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa 

yang dialami oleh subyek penelitian misalnya kinerja, pengembangan pegawai 

dan lain-lain. 

Pengertian metode diskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status 

kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran / suatu 

kelas peristiwa pada masa sekarang. 

Dari pengertian diatas sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian 

ini yakni ” bagaimanakah kinerja pegawai Badan Usaha Milik Negara serta faktor 

pendukung dan penghambatnya dalam pelayanan publik?” maka peneliti akan 

menggunakan metodologi penelitian kualitatif dalam mencari jawaban 

permasalahan dalam penelitian. 

 

B. Fokus Penelitian 

Penetapan fokus penelitian secara jelas dan mantap akan mempermudah 

penulis membuat keputusan yang tepat data mana yang tidak perlu dikaji ataupun 

data mana yang perlu dibuang atau dikeluarkan.  

Maksud penetapan dari fokus yaitu : 

40 



 

 

 

3) Penetapan fokus dapat membatasi studi. Jadi dalam hal ini fokus akan 

membatasi bidang inkuiri. Peneliti tidak perlu kesana kemari untuk 

mencari subyek penelitian, sudah dengan sendirinya dibatasi oleh 

fokusnya. 

4) Penetapan fokus itu berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi 

atau kriteria masuk-keluar suatu informasi yang baru diperoleh 

dilapangan. (Moleong 2006:94) 

 

Adapun fokus dari penelitian ini adalah : 

1) Kinerja pegawai PT. Asuaransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang 

Malang dalam memberikan pelayanan publik mengenai klaim meliputi:  

a. Proses pelaksanaan pelayanan.  

b.  Hasil kerja pelayanan, meliputi:  

1) Kuantitas, yakni jumlah hasil pekerjaan yang dapat 

diselesaikan pegawai 

2) Kualitas, yakni mutu yang dihasilkan dalam menyelesaikan 

pekerjaan  

3) Ketepatan waktu dalam penyelesaian pekerjaan  

2) Faktor pendukung dan  penghambat kinerja pegawai BUMN dalam 

pelayanan publik PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang 

Malang. 

a. Pendidikan dan pelatihan. 

b. motivasi. 

c. Disiplin. 

d. Sarana dan Prasarana. 

 

C. Lokasi dan Situs Penelitian  

Upaya untuk menentukan lokasi dan situs penelitian merupakan kegiatan 

yang sangat berpengaruh dalam melakukan penelitian. Lokasi penelitian yang 

dimaksud adalah lokasi peneliti melakukan penelitian yakni di PT. Asuransi Jasa 

Indonesia (Persero) Kantor Cabang Malang. 

Sedangkan untuk menangkap keadaan/fenomena yang sebenarnya dari 

obyek yang diteliti, merupakan situs penelitian. Jadi yang dimaksud situs 

penelitian adalah lokasi atau tempat dimana peneliti melakukan penelitian untuk 



 

 

 

memperoleh data maupun informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan 

diteliti. 

Adapun yang menjadi situs penelitian ini adalah Kantor PT. Asuransi Jasa 

Indonesia (Persero) Kantor Cabang Malang, yang mencakup segenap ruang-ruang 

kerja pada kantor tersebut. Penelitian situs ini didasarkan pada pertimbangan 

bahwa lokasi/ tempat tersebut memungkinkan untuk memperoleh data atau 

informasi yang akurat dan relevan dengan permasalahan penelitian. 

 

D. Sumber Data 

Untuk memperoleh hasil yang baik tentunya harus ditunjang oleh data yang 

akurat sesuai dengan apa yang dikehendaki. Data tersebut harus digali dari 

sumber-sumber yang berkaitan atau terlibat dalam masalah yang diteliti. Sumber 

data sendiri merupakan seseorang yang bertindak sebagai informan yang sesuai 

untuk dijadikan atau dipilih sebagai sumber guna memperoleh data yang relevan 

dengan penelitian. Sedangkan data-data tersebut harus digali dan diperoleh dari 

berbagai sumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.  

Sesuai dengan jenisnya data yang diperoleh dapat digolongkan menjadi : 

1) Data primer 

Yaitu data yang diperoleh langsung dilapangan, dari nara sumber yang 

terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti. 

2) Data sekunder 

Yaitu data lengkap/penunjang data primer yang dikumpulkan dari data 

yang sesuai. Data ini dapat berupa dokumentasi, majalah dan arsip-arsip 

yang sesuai dengan keperluan peneliti. 

Sedangkan yang menjadi sumber data dari penelitian ini adalah: 

2) Informan 

Informan adalah orang dalam yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan 

dalam penelitian ini adalah Kepala Cabang dan pegawai PT. Asuransi Jasa 

Indonesia (Persero) Kantor Cabang Malang dan beberapa nasabah yang 

mengalami klaim. 

3) Dokumen 



 

 

 

Dokumen yang digunakan adalah yang relevan dengan masalah dan 

fokus penelitian. Dokumen ini diperoleh dari PT. Asuransi Jasa Indonesia 

(Persero) Kantor Cabang Malang. 

4) Peristiwa 

Peristiwa yang dimaksud dari penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang 

Malang dalam proses pelayanan klaim kendaraan bermotor. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Kegiatan pengumpulan data adalah usaha secara operasional dalam 

melakukan penelitian yang dapat memberikan pengaruh positif bagi pelaksanaan 

analisa dan interprestasi data. Berkaitan dengan hal tersebut maka teknik yang 

digunakan dalam pengumpulan data yang relevan dengan permasalahan penelitian 

ini adalah : 

1) Wawancara (interview) 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara juga dapat diartikan 

sebagai teknik pengumpulan data dengan tanya jawab atau wawancara 

langsung dengan responden/informan yang telah dipilih secara sengaja.  

Melalui wawancara kepada masyarakat mengenai suatu kondisi aktual 

di lapangan dapat ditemukan masalah apa yang sedang dihadapi 

masyarakat tersebut. (Zuriah, 2006, h.30) 

2) Pengamatan (observasi) 

Pengamatan adalah teknik pengumpulan data dengan cara 

melihat/mengamati secara langsung fenomena obyek yang diteliti, 

sehingga memungkinkan untuk memperoleh gambaran dari fenomena 

yang sulit diperoleh dari wawancara. Ada beberapa alasan mengapa dalam 

penelitian kualitatif, pengamatan dimanfaatkan sebesar-besarnya adalah 

sebagai berikut : 

a. Teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara 

langsung. 



 

 

 

b. Teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati 

sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang 

terjadi pada keadaan sebenarnya 

c. Pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalah 

situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun 

pengetahuan yang langsung diperoleh dari data. 

d. Sering terjadi data keraguan pada peneliti, jangan-jangan pada data 

yang dijaringnya ada yang keliru. 

e. Teknik pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami 

situasi-situasi yang rumit. 

b. Dalam kasus-kasus tertentu dimana teknik komunikasi lainnya 

tidak dimungkinkan, pengamatan dapat menjadi alat yang sangat 

bermanfaat. (Guba dan Lincoln dalam Moleong 2006:174) 

 

Alasan secara metodologis bagi penggunaan pengamatan ialah : 

pengamatan mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, 

kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan dan sebagainya. 

Pengamatan memungkinkan pengamat untuk melihat dunia sebagaimana 

dilihat oleh subyek penelitian, hidup pada saat itu, menangkap fenomena 

dari segi pengertian subyek, menangkap kehidupan budaya dari segi 

pandangan dan panutan para peneliti merasakan apa yang dirasakan dan 

dihayati oleh subyek sehingga memungkinkan pula peneliti sebagai 

sumber data. Pengamatan memungkinkan pembentukan pengetahuan yang 

diketahui bersama, baik dari pihaknya maupun dari pihak subyek. 

3) Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang relevan dengan 

permasalahan penelitian. Dokumen sudah lama digunakan dalam 

penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai 

sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk 

meramalkan. 

 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu 

penelitian sebagai alat dan teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam 

suatu penelitian. 



 

 

 

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka yang menjadi instrumen atau alat 

yang digunakan dalam penelitian disamping peneliti sebagai instrumen yang 

lainnya adalah : 

1) Pedoman wawancara (interview guide), merupakan suatu 

petunjuk/pedoman yang dipergunakan oleh peneliti untuk mengadakan 

wawancara langsung dengan responden. 

2) Catatan lapangan  (field notes), merupakan catatan yang berisi pokok-

pokok informasi yang diperoleh peneliti selama melakukan wawancara 

maupun pengamatan dilapangan. 

 

G. Analisis Data 

Analisis data diawali dengan pembuatan rencana analisis data.(Zuriah 

2006:7). Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan 

yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang 

dapat diceritakan kepada orang lain.  

Adapun langkah untuk analisis data sebagaimana yang dinyatakan Miles 

dan Hubberman (1992:16) diantaranya sebagai berikut : 

14. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses pemulihan, pemusatan, perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data ”kasar” yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis pada saat penelitian. 

15. Penyajian Data 

Berupa sekumpulan informasi tersusun yang memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan 

dengan melihat penyajian data kita dapat memahami apa yang sedang 

terjadi dan apa yang harus dilakukan. 

16. Menarik Kesimpulan / Verifikasi 

Merupakan sebagian dari kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan 

yang diverifikasi selama penelitian berlangsung, makna yang muncul 

dari data akan diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecerdasannya 

yaitu yang merupakan validitasnya. 

 

Dari definisi-definisi tersebut dapatlah kita pahami bahwa ada yang 

mengemukakan proses, ada pula yang menjelaskan tentang komponen-komponen 

yang perlu ada dalam sesuatu analisa data. 



 

 

 

Secara umum proses analisis datanya mencakup : 

1) Reduksi data 

a. Identifikasi satuan (unit) 

b. Sesudah satuan diperoleh langkah berikutnya adalah 

membuat koding. 

2) Katagorisasi 

a. Menyusun kategori. Kategori adalah upaya memilah-milah setiap 

satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan. 

b. Setiap kategari diberi nama yang disebut ”label” 

3) Sintesiasi 

a. Mensintesiskan berarti mencari kaiatan antara satu kategori 

dengan kategori lainnya. 

b. Kaitan satu kategoridengan kategori lainnya diberi 

nama/label lagi. 

Dengan uraian diatas, maka dalam penyajian data dan analisa nantinya 

peneliti merujuk pada poin-poin diatas, sehingga skripsi yang berjudul ”Kinerja 

Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Pelayanan Publik” dapat 

terarah dalam pembahasan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

C. Penyajian Data Umum 

1. Gambaran Umum Perusahaan 

a. Sejarah Perusahaan  

Keberadaan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) disingkat Asuransi 

Jasindo dimulai sejak tahun 1845 melalui nasionalisasi sejumlah maskapai 

asuransi milik colonial Belanda antaralain “NV Assurantie Maatshsppij de 

Nederlader” dan Bloomvander” yang berkedudukan di Jakarta. 

Setelah memasuki era kemerdekaan, pemerintah melalui Keputusan 

Menteri Keuangan No. 764/MK/IV/12/1972 tanggal 9 Desember 1972 

nmelakukan merger antara PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero). Penggabungan 

tersebut dikukuhkan dengan Akta Notaris Mohammad Ali Nomor 1 tanggal 2 Juni 

1973. 

Asuransi Jasa Indonesia bergerak di bidang asuransi kerugian, keseluruhan 

sahamnya dimilki oleh Negara Republik Indonesia. Dengan pengalaman sejak era 

kolonial memberikan nilai kepeloporan bagi keberadaan dan pertumbuhan 

Asuransi Jasindo serta mampu meraih kepercayaan dari dalam dan luar negeri. 



 

 

 

Dalam memberikan layanan professional, Asuransi Jasindo mendapat dukungan 

reasuradur terkemuka di dunia seperti Swiss RE dari Partner-Re. Saat ini jaringan 

operasional Asuransi Jasindo didukung oleh 88 kantor cabang di seluruh 

Indonesia, 1 kantor cabang di luar negeri. 

Di Malang, PT. Asuransi Jasindo yang sebelumnya bernama PT. 

Bendasraya sudah terbentuk sebelum tahun 1973. sebelum PT. Bendasraya 

Cabang Malang berdiri, pelaksanaan operasi untuk wilayah Malang dan 

sekitarnya dilakukan oleh Kantor Cabang Surabaya. Karena pertimbangan untuk 

meningkatkan efisiensi volume, maka pada tahun 1968 didirikan PT. Bendasraya 

Cabang Malang yang akhirnya bernama PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 

Kantor Cabang Malang. 

 

 

 

b.  Bentuk Hukum Perusahaan 

 PT. Asuransi Jasa Indoneisa (Persero) merupakan perusahaan milik negara 

dengan bentuk badan hukum perseroan terbatas (PT). Berdasarkan SK Menteri 

Keuangan No. 764 tahun 1973 PT. Bendasraya dan PT. Umum Internasional 

Underwriters (UIU) digabung menjadi PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero). 

Dasar hukum diperkuat oleh akte Notaris Mohammad Ali No.1 Tanggal 2 Juni 

1973, dan terakhir dengan akte Notaris Imas Fatimah SH No. 42 Tanggal 10 

Maret 1998. 

 

c. Lokasi PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang 

Malang  

  PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) mempunyai kantor pusat di Jakarta 

dengan alamat Jalan MT. Haryono Kav. 61, Jakarta Selatan. Dalam melaksanakan 

operasinya, PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) didukung oleh 89 kantor 

cabang yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia beserta kantor penjualannya, 1 

kantor cabang Jasindo Takaful Branch, dan 1 kantor cabang di luar negeri yaitu di 

kota Labuan, Malaysia. Sedangkan kantor cabang PT. Asuransi Jasa Indonesia di 

Malang terletak di jalan Letjen Sutoyo No. 89 Malang. 
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d. Visi dan Misi Perusahaan 

Visi perusahaan adalah menjadi perusahaan asuransi yang tangguh dalam 

persaingan global dan menjadi market leader di pasar domestik. 

Sedangkan misi perusahaan adalah menyelenggarakan usaha asuransi 

kerugian dengan reputasi internasional melalui peningkatan pangsa pasar, 

pelayanan prima, dan tetap menjaga tingkat profitabilitas serta memenuhi harapan 

stakeholder.  

 

e. Tujuan Perusahaan 

 Tujuan umum perusahan yakni : 

a. Membantu pemerintah dan rakyat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan 

nasabah dalam pemberian jasa. 

b. Usaha memperkuat kestabilan perekonomian nasional. 

c. Membantu meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia. 

Adapun tujuan khsusus perusahaan merupakan tahapan untuk mencapai 

tujuan umum, dimana tujuan khusus dapat dibedakan menjadi : 

f. Tujuan Jangka Pendek 

1) Meningkatkan pendapatan premi dan menekan seminimal mungkin 

jumlah klaim yang terjadi 

2) Mempertahankan serta meningkatkan tingkat likuiditas perusahaan. 

3) Meningkatkan tingkat rentabilitas perusahaan. 

g. Tujuan Jangka Panjang 

1) Memaksimalkan profit. 

2) Mengadakan ekspansi perusahaan serta mempertahankan posisi 

perusahaan baik dalam bentuk kemampuan bersaing maupun 

kemampuan keuangan. 

3) Memperluas kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia 

 

f. Budaya Kerja Perusahaan 

Budaya kerja Asuransi Jasindo merupakan ungkapan kepedulian dan 

semangat pelayanan professional dengan karakteristik pokok yang disingkat 



 

 

 

“CARE” yaitu: 

“C” (Cepat) adalah kecepatan pelayanan yang akan memberikan kepastian 

dan ketenangan kepada tertanggung. 

“A” (Akurat) adalah kecermatan dalam menjamin kepuasan tertanggung 

dalam memperoleh kepastian berasuransi. 

“R” (Ramah) adalah keramahan dalam memberikan pelayanan, kenyamanan 

dan keakraban dalam kemitraan. 

“E” (Efisien) adalah efisien yang menjamin nilai produk yang ditawarkan 

serta layanan yang diberikan setara dengan kualitas yang diharapkan. 

  

g. Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi yang ditetapkan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 

Kantor Cabang Malang adalah struktur organisasi line (garis), yakni terdiri dari 

Kepala Cabang, Kepala Unit Pemasaran, Kepala Unit Teknik, dan Kepala Unit 

Keuangan. Dalam operasional sehari-hari, masing-masing kepala dibantu 

karyawan yang ahli di bidangnya masing-masing. Dalam struktur organisasi juga 

terdapat beberapa agen yang berperan dalam hubungan langsung dengan nasabah. 

  

 Gambar 4.1 

Struktur Organisasi PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 

 Kantor Cabang Malang 

  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: PT. Asuransi Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Malang 
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Adapun tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian dalam 

struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut: 

 

1) Kepala Kantor Cabang 

Merupakan pimpinan tertinggi di kantor cabang, bertanggungjawab 

kepada direksi perusahaan dan membawahi unit pemasaran, unit teknis, 

serta unit keuangan. 

Tugas dan tanggung jawabnya adalah: 

a. Memimpin staff dan bawahan 

b. Secara umum bertanggungjawab atas pencapaian produksi dengan hak 

menggerakkan seluruh bagian yang ada 

c. Mengawasi penyelenggaraan survey resiko 

d.  Meneliti seluruh klaim dengan hak mengerahkan seluruh klaim cabang 

sedemikian rupa sehingga status suatu klaim dapat diuraikan secara 

jelas sesuai manual klaim yang berlaku 

e. Mengenai penyelenggaraan pembukuan, Kepala Cabang mengawasi 

sedemikian rupa sehingga setiap saat dapat mengetahui hasil usaha 

cabang serta kekayaan atau hak dan kewajiban cabang 

f. Menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan bank bersama 

pejabat cabang lainnya 

g. Bertanggungjawab atas penagihan premi serat tagihan-tagihan 

cabang lainnya. 

  

2) Unit Pemasaran 

Kepala unit pemasaran bertanggungjawab kepada kepala kantor 

cabang atas semua kegiatan yang telah dilakukannya. Adapun tugas dan 

tanggungjawabnya adalah: 

a. Membantu kepala cabang dalam melaksanakan penjualan asuransi 

kerugian yang meliputi kegiatan pemasaran, pembinaan relasi dll dan 

bertanggungjawab atas keberhasilan sesuai dengan target yang 

diharapkan 



 

 

 

b. Meneruskan setiap berkas permohonan atau perpanjangan asuransi 

yang berada di atas wewenangnya kepada kepala cabang. 

c. Membuat laporan kegiatan pemasaran secara bulanan yang meliputi 

kegiatan pembinaan relasi, agen dan broker. 

d. Melaksanakan korespondensi untuk unit operasi. 

e. Dengan persetujuan kepala cabang mengatur uraian tugas karyawan 

yang berada dibawahnya. 

  

3) Unit Teknik 

Kepala unit teknik bertanggung jawab kepada kepala kantor cabang 

atas semua kegiatan yang telah dilakukannya. Adapun tugas dan tanggung 

jawabnya adalah: 

a. Membantu kepala cabang dalam upaya pencapaian produksi yang 

meliputi kegiatan administrasi teknik yang berkaitan dengan produksi. 

b. Membantu kepala cabang dalam menangani klaim sedemikian rupa, 

sehingga klaim dapat diselesaikan secara benar, tepat dan akurat. 

c. Membuat laporan bulanan kepada kepala cabang mengenai kegiatan 

produksi, laporan klaim, dan akseptasi. 

d. Meneruskan setiap berkas permohonan atau perpanjangan asuransi 

yang berada dalam wewenangnya kepada kepala cabang. 

e. Mengawasi pelaksanaan survey resiko atas obyek yang 

dipertanggungjawabkan dan mencocokkan kebenaran data 

tertanggung. 

f. Mengawasi kelengkapan, kerapian serta keamanan berkas-berkas 

penanggungan yang menjadi arsip kantor cabang. 

g. Menetapkan akseptasi apabila dianggap memenuhi syarat-syarat 

underwriting yang berlaku atas permohonan-permohonan penutupan 

atau perpanjangan asuransi untuk jumlah sampai batas waktu yang 

ditentukan. 

h. Dengan persetujuan kepala cabang mengatur uraian tugas karyawan 

yang berada dibawahnya. 

  



 

 

 

4) Unit Keuangan 

Kepala unit keuangan bertanggung jawab kepada kepala kantor cabang 

atas semua kegiatan yang telah dilakukannya. Adapun tugas dan 

tanggungjawabnya adalah: 

a. Membantu kepala cabang menyelenggarakan administrasi keuangan 

kantor cabang. 

b. Menyelenggarakan administrasi pembukuan, SIM dan administrasi 

SDM. 

c. Menyelenggarakan admisistrasi yang menyangkut personalia kantor 

cabang, seperti masalah gaji, bonus dan komisi. 

d. Memberikan flat bayar. 

e. Mengatur dana kantor cabang agar penggunaannya sesuai dengan 

tujuan. 

f. Melaksanakan dan mengkoordinasi kegiatan inkaso kantor cabang 

serta mengelola kas perusahaan di bank. 

g. Mengkoreksi setiap kesalahan pencatatan akuntansi, baik yang terjadi 

di kantor cabang maupun kantor pusat. 

  

h. Personalia 

Seperti diketahui sebelumnya bahwa produk yang dihasilkan PT. Asuransi 

Jasindo (Persero) adalah berupa jasa, maka peran SDM sangatlah penting. Orang-

orang yang terlibat dalam perusahaan akan berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan. Karyawan atau tenaga kerja merupakan faktor penting bagi 

perusahaan dalam menjalankan operasional perusahaan.  

1) Jumlah Pegawai 

Pegawai merupakan sumber daya utama yang harus dimiliki oleh setiap 

perusahaan. Pegawai memilki peranan yang penting dalam operasional dalam 

operasional perusahaan dan menentukan keberhasilan perusahaan. Kualitas 

pegawai tidak didasarkan atas seberapa banyak pegawai yang ada melainkan 

bagaimana pengetahuan dan skil yang dimiliki oleh setiap pegawai. 

Tugas dan tanggung jawab pegawai adalah untuk membantu kelancaran 

pelaksanaan tugas rutin masing-masing unit seperti, administrasi, pembuatan 



 

 

 

polis, dan lain-lain. Para pegawai berhak mendapatkan gaji, kompensasi dan 

fasilitas perusahaan, misalnya jaminan sosial tenaga kerja, jaminan kecelakaan 

kerja dan jaminan kematian. Gaji pegawai dibayarkan setiap akhir bulan. 

  

 Tabel 4.1 

Daftar Jumlah Pegawai  

 PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Malang Tahun 

2009 

No. Jabatan Jumlah 

1. Kepala Cabang 1 orang 

2. Kepala Unit 2 orang 

3. Karyawan 8 orang 

4. Agen 6 orang  

  Jumlah  17 Orang 

Sumber: PT. Asuransi Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Malang 

 

Pada saat ini, jumlah pegawai yang bekerja di PT. Asuransi Jasa Indonesia 

(Persero) Kantor Cabang Malang sebanyak 17 orang, dengan rincian seorang 

Kepala Cabang, 2 orang Kepala Unit, 8 orang karyawan, dan 6 orang agen. 

Adapun keadaan latar belakang pendidikan pegawai dan masa kerjanya adalah 

sebagai berikut : 

 

Tabel 4.2 

Keadaan Latar Belakang Pendidikan Pegawai  

PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero)  

Kantor Cabang Malang Tahun 2009 

 

No  Tingkat Pendidikan  Jumlah 

(pegawai)  

1 SMA 6 

2 Diploma (Sarjana Muda)  1  

3 S1 (Sarjana)  8 

4  S2 (Magister) 2  

Jumlah  17 

Sumber: Data Sekunder PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Malang 



 

 

 

 

 Tabel 4.3 

Keadaan Masa Kerja Pegawai  

PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero)  

Kantor Cabang Malang Tahun 2009 

 

No.  Masa Kerja (Tahun)  Jumlah Pegawai  

1.  1-6  2 orang                                                                                                                              

2. 7-10 11 orang 

3. 11-15 3 orang 

4. 20 1 orang 

Jumlah 17 orang 

 Sumber: Data Sekunder PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Malang   

 

Pegawai pada PT. Asuransi Jasa Indonesia memiliki latar belakang pendidikan 

yang beragam mulai dari tingkat Sekolah Menengah Atas sampai dengan 

Perguruan Tinggi. Latar belakang ini sangat penting dalam usaha untuk 

memahami dan melaksanakan tugas yang dibebankan kepada masing-masing 

pegawai. Mengenai masa kerja pegawai pada PT. Asuransi Jasa Indonesia 

(Persero) Kantor Cabang Malang mempunyai masa kerja yang cukup lama yakni 

dimulai dari satu tahun hingga yang paling lama yakni dua puluh tahun, yang 

mana pegawai PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Malang 

memiliki pengalaman kerja dengan jam terbang yang tinggi. Hal ini membuktikan 

bahwa di PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Malang  diketahui 

bahwa sebagian besar pegawainya memliki pendidikan formal dan masa kerja 

yang memadai.  

i. Jam Kerja 

Dalam menciptakan suasana kerja yang teratur maka PT. Asuransi Jasindo 

(Persero) Cabang Malang mengatur waktu kerja dengan kebijakan lima hari kerja. 

Jam kerja dimulai pukul 08.00 sampai 17.00 dengan waktu istirahat 1 jam mulai 

pukul 12.00 sampai 13.00. 

j. Sistem Pengembangan Pegawai 

Dalam menghadapi persaingan yang kompetitif, maka perusahaan harus 

senantiasa  meningkatkan profesionalisme dan dedikasi seluruh karyawan di 



 

 

 

semua level dan lini. Karyawan merupakan aset perusahaan yang paling berharga, 

karena prestasi perusahaan ditentukan oleh kinerja karyawan. Untuk 

pengembangan potensi dan kemampuan karyawan, perusahaan mencoba 

melakukan inisiatif dengan melakukan pendidikan dan pelatihan kepada karyawan 

melalui Ajun Ahli Asuransi Indonesia (AAAI), dengan adanya program ini 

diharapkan dapat menghasilkan tenaga ahli di bidang asuransi. 

Selain itu, perusahaan juga menggalang kerjasama dengan Malaysia Insurance 

Institute (MII), serta bekerjasama dengan Universitas Indonesia dalam program 

MII Graduate Diploma In Insurance (GDMII). Perusahaan mengadakan seminar 

dan pertemuan untuk para agen yang dilakukan secara rutin dengan maksud 

meningkatkan kemapuan agen dalam memasarkan produk-produk perusahaan. 

(Annual Report Jasindo:2002). 

Untuk memotivasi semangat dan produktivitas kerja karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya, PT. Asuransi Jasindo (PERSERO) Cabang Malang juga 

memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Selain memperoleh gaji pokok, 

karyawan PT. Asuransi Jasindo (PERSERO) Cabang Malang juga mendapatkan 

bonus dan tunjangan. Hal ini dimaksudkan agar karyawan mempunyai loyalitas 

yang tinggi terhadap perusahaan.  

 

k. Pelayanan 

Pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa, pelayanan kepada konsumen 

merupakan hal yang sangat penting, PT. Asuransi Jasindo (Persero) Kantor 

Cabang Malang telah melakukan berbagai upaya dalam memberikan pelayanan 

yang terbaik kepada nasabahnya yaitu dengan: 

1. Surat secara langsung (direct mail) 

2. Komunikasi lewat telepon 

3. Website di internet, dan 

4. Fax 

Selain itu, apabila ada masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut 

mengenai produk-produk PT. Asuransi Jasindo (Persero) Kantor Cabang Malang 

maka perusahaan akan mengirimkan petugasnya untuk menjelaskan hal-hal yang 

ingin diketahui oleh masyarakat tersebut. 



 

 

 

Didukung oleh SDM yang berpengalaman, ahli, dan terampil di bidangnya 

serta ditunjang oleh teknologi terkini, Asuransi Jasindo terus meningkatkan 

kualitas pelayanan dan ketepatan waktu operasional. 

 

l. Keberhasilan yang Dicapai 

Asuransi Jasindo bertekad untuk selalu memberikan pelayanan terbaik dan 

profesional kepada seluruh tertanggungnya. Hal ini telah dibuktikan dengan telah 

didapatkannya Sertifikat ISO 9001:2000 (semula ISO 9002 :1994) sejak tahun 

1997. pada bulan Januari 2002 Asuransi Jasindo berhasil mendapatkan Sertifikat 

ISO-9001:2000 menyangkut keputusan Akseptasi, Penyelesaian dan Pembayaran 

Klaim. Tiga tahun kemudian, yakni pada bulan Februari 2005, Asuransi Jasindo 

melaksanakan Compliance Audit dan perpanjangan Sertifikat ISO-9001:2000, 

periode 2005 s/d 2008. 

Penghargaan dalam The Best Insurance Companies Rating tahun 2007 diraih 

oleh Asuransi Jasindo untik kategori Asuransi Umum Beraset di atas Rp. 1 Triliun 

dan berdasarkan premi netto. 

Pada tahun 2005 & 2006 Asuransi Jasindo juga mendapat penghargaan 

sebagai perusahaan asuransi umum yang memenuhi predikat kinerja keuangan 

sangat bagus dari Biro Riset Majalah Info Bank. Pada bulan Agustus 2006 

Asuransi Jasindo untuk ketiga kalinya kembali memperoleh penghargaan sabagai 

Pemenang I Annual Report Award 2005 untuk Kategori Keuangan BUMN Non 

Listed, setelah sebelumnya meraih Annual Report Award 2003 & 2004 pada tahun 

2004 & 2005. 

Pada bulan Oktober 2006, Direktur Utama PT. Asuransi Jasindo (Persero), Edi 

subekti menerima pengahargaan dengan predikat “One of The Best CEO’s 2006” 

berdasarkan survey majalah SWA, Synnovate & Dunamis/Kementrian BUMN 

juga memberikan penghargaan kepada Asuransi Jasindo sebagai Pemenang I, 

penghargaan Situs Web BUMN Kategori Pelayanan Publik Dengan Respon 

Tercepat dari 116 website BUMN. 

Didalam memenuhi visinya, PT. Asuransi Jasindo juga berhasil 

mengembangkan usahanya di pasar regional, melalui peningkatan pendapatan dari 

kantor cabangnya di Labuan, Malaysia. Posisi Leading di segmen BUMN dan 



 

 

 

Korporasi menjadikan Asuransi Jasindo tumbuh berkembang sampai saat ini.  

 

m. Produk Perusahaan 

 Menurut buku panduan keagenan PT. Asuransi Jasa Indonesia (2003), 

produk asuransi ini yang ditawarkan ada dua, yaitu produk ritel asuransi jasindo 

dan produk korporasi asuransi jasindo. 

 Produk korporasi asuransi jasindo meng-ceverred obyek yang mempunyai 

nilai pertanggungan yang nilainya sangat besar dan mempunyai beberapa jenis 

asuransi di dalamnya. Diantaranya yaitu: 

1. Asuransi Kebakaran  

Meliputi asuransi kebakaran dan perluasan jaminannya terhadap bencana 

alam. 

2. Asuransi Kecelakaan Diri 

Yang termasuk didalamnya adalah asuransi keluarga, kecelakaan diri anak 

sekolah, lintasan, dll. 

3. Asuransi Rangka Kapal 

Meliputi Hull and machinery dari berbagai jenis kapal berkonstruksi besi, 

baja, alumunium, dan fiberglass. Termasuk juga asuransi untuk resiko 

pembangunan kapal. 

4. Asuransi Oil dan Gas 

Meng-covered seluruh kegiatan pertambangan oil dan gas. 

5. Asuransi Pengangkutan 

Meliputi pengangkutan darat, laut dan udara termasuk didalamnya 

pengangkutan antar pulau maupun antar Negara. 

6. Asuransi Keuangan 

Meliputi custom bond, big bond maintenance bond, dll. 

7. Asuransi Aneka 

Produk yang didalamnya adalah asuransi cash in transit, asuransi cash in 

save, asuransi kebongkaran, asuransi advertising sign, dll. 

8. Asuransi Engineering 

Meliputi electrical equipment insurance, machinery breakdown, asuransi 

perlengkapan berat, dll. 



 

 

 

  

Produk ritel asuransi jasindo ditujukan untuk pertanggungan nilai kerugian 

yang tidak dalam jumlah rupiah yang sangat besar. Yang termasuk dalam jenis 

produk ini adalah : 

1. Asuransi Jasindo OTO 

Asuransi ini menangani masalah pertanggungan terhadap kendaraan 

bermotor yang diakibatkan tabrakan, benturan, pencurian, tindak kejahatan 

manusia, dan lainnya. Asuransi ini dikhususkan untuk kendaraan roda 

empat atau lebih dan jenisnya dibagi lagi menjadi classic, silver dan gold. 

Sedangkan untuk jenis kerugian bisa berupa partial loss (kerugian 

sebagian) atau total loss (kerugian seluruhnya). Untuk asuransi kendaraan 

bermotor roda dua disebut dengan Jasindo OTO plus. Namun, jenis 

kerugian yang ditawarkan hanya berupa total loss only (hanya untuk 

kerugian seluruhnya). 

 

2. Asuransi Jasindo GRAHA 

Merupakan asuransi gabungan antara asuransi kebakaran, kecelakaan diri, 

dan asuransi meninggal dunia biasa yang ditujukan untuk segmen debitur 

KPR perbankan baik secara perorangan maupun perkumpulan. 

3. Asuransi Keluarga 

Dalam asuransi ini dibedakan menjadi tiga paket : 

a. Paket I, merupakan paket dasar, menjamin berbagai resiko 

kerusakan bangunan beserta intarisnya dan kerusakan atau 

kehilangan kendaraan bermotor. 

b. Paket II, mencakup jaminan paket I dan disertai dengan jaminan 

resiko kerusuhan. 

c. Paket III, merupakan paket lengkap, mencakup jaminan paket II 

dan disertai jaminan resiko gempa bumi, kebongkaran, angin 

topan, badai dan banjir.  

4. Asuransi Kharisma 

Obyek dari asuransi ini adalah rumah, kantor, took dan apartemen. 

Inventaris rumah dan kantor, keluarga sampai dengan tanggung jawab 



 

 

 

terhadap pihak ketiga. 

5. Asuransi Lintasan 

Adalah asuransi perjalanan yang memberikan proteksi dalam seluruh 

perjalanan, baik melalui darat, laut dan udara selama masa pertanggungan 

sesuai tertera dalam kartu peserta lintas.  

6. Asuransi Aviation 

Memberikan proteksi asuransi terhadap operator atau pemilik pesawat 

udara dari kerugian financial yang diakibatkan dari kecelakaan atau hal 

lain sesuai tertera dalam kesepakatan. 

7. Asuransi Pelangi 

Asuransi ini merupaka asuransi penerbangan dan pelayaran, yang 

memberikan proteksi dalam penerbangan dan pelayaran. Dimulai sejak 

penumpang tiba di ruang tunggu pemberangkatan, selama dalam 

perjalanan dan berakhir di tempat tujuan. 

 

8. Asuransi Anak Sekolah 

Merupakan jaminan  yang diberikan pada siswa atas kemungkinan adanya 

kecelakaan. 

9. Asuransi Jasindo Takaful 

Asuransi ini agak berbeda dengan asuransi lainnya, karena dalam 

penerapannya berlandaskan kaedah islam dengan system pengelolaan 

premi yang dipisahkan dengan asuransi jasindo secara konvensional. 

Peserta memperoleh bagi hasil sisa dana pada masa pertanggungan. 

Besarnya rasio bagi hasil untuk peserta dan pengelolaan adalah 30 % : 70 

%. 

10. Ibound Travel Insurance 

Asuransi ini ditujukan bagi wisatawan asing yang berlibur di Indonesia. 

Produk ini akan menjamin musibah kematian, luka permanent, obat dll. 

11. Asuransi Haji dan Umroh 

Asuransi ini menawarkan jaminan bagi jamaah haji Indonesia yang sedang 

menjalankan ibadah haji. 

  



 

 

 

D. Penyajian Data Fokus Penelitian 

1. Kinerja Pegawai BUMN Dalam Memberikan Pelayanan Klaim 

kendaraan Bermotor Kepada Masyarakat Pada PT. Asuransi Jasa 

Indonesia (Persero) Kantor Cabang Malang  

a. Proses Pelaksanaan Pelayanan 

Untuk memperlancar dan mempercepat proses pelayanan diperlukan 

adanya prosedur pelaksanaan tugas yang jelas, yang didalamnya mengatur dan 

memuat persyaratan, prosedur pelayanan, biaya atau tarif yang jelas serta 

batas waktu penyelesaian pelayanan itu yang dituangkan dalam bentuk buku 

panduan atau papan pengumuman maupun media informasi lainnya.  

Pengajuan klaim merupakan pengajuan tuntutan ganti rugi kerugian dari 

pihak tertanggung kepada pihak penanggung atas kerugian yang akan diderita 

oleh tertanggung atas benda tanggungan dengan sebab-sebab yang telah 

disepakati bersama. Klaim tidak begitu saja diganti dan dibayar oleh asuransi. 

Pihak tertanggung harus memenuhi prosedur pengajuan klaim dan syarat-

syarat yang terdapat dipengajuan tersebut.  

Prosedur umum pengajuan klaim berawal dari laporan pengajuan klaim 

dari nasabah. Setelah laporan diterima, pengajuan klaim akan segera diproses. 

Hal penting yang harus disampaikan kepada tertanggung yang mengalami 

musibah adalah menenangkan serta memberitahu bahwa pihak asuransi akan 

membantu semaksimal mungkin. Setelah melihat keabsahan polis, data 

lengkap survey, serta dokumen-dokumen yang diperlukan, proses klaim akan 

segera diselesaikan oleh pihak asuransi. Agen asuransi juga dituntut 

berinisiatif untuk membantu kliennya dalam proses klaim yang sedang 

berjalan. Berdasarkan hasil survey klaim, dokumen klaim yang tertanggung 

berikan dan kondisi polis, dapat diketahui secara jelas status klaim tersebut 

serta besarnya kerugian yang menjadi tanggung jawab pihak asuransi. 

Pihak asuransi akan memberikan penjelasan kepada tertanggung 

mengenai dasar penyelesaian klaim yang diajukan. Seandainya penjelasan 

tersebut dapat diterima dan disetujui maka tahap berikutnya adalah 

penyelesian administrasi dan pembayaran klaim. Setelah semua masalah 

diselesaikan, pihak asuransi akan segera melaksanakan klaim kewajiban 



 

 

 

membayar klaim, baik secara tunai, melalui cek atau giro atau transfer 

rekening, melakukan perbaikan atau penggantian atau dengan melakukan 

pemulihan kembali.  

Menurut bapak Arief Zunaedi, SE. selaku Supervisor pada PT. Asuransi 

Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Malang mengatakan, bahwa : 

”Dalam pelayanan klaim ini tidak ada dasar hukum yang diterbitkan oleh 

pemerintah mbak, melainkan terdapat peraturan yang diterbitkan oleh 

perusahaan yaitu berupa prosedur pelayanan klaim.” (Wawancara, Sabtu 

25 April 2009). 

  

Prosedur pengajuan klaim bila terjadi peristiwa yang menimbulkan 

kerugian terhadap  obyek yang diasuransikan adalah sebagai berikut : 

 

1. Syarat Penyampaian Laporan 

 Jika terjadi kerugian atas obyek asuransi yang ditanggung 

oleh syarat-syarat polis, maka tertanggung (nasabah) harus segera 

memberitahukan tentang kejadian tersebut kepada pihak asuransi dalam 

waktu 3x24 jam atau 72 jam kejadian. Dalam waktu 7 hari nasabah harus 

memberikan keterangan tertulis tentang hal-hal yang diketahuinya 

mengenai kerusakan atau kerugian yang menimpa kendaraan yang 

diasuransi tersebut. 

Pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero), khususnya untuk 

kantor Cabang Malang ada dua cara dalam melaporkan klaim dari  

nasabah kepada pihak asuransi. Yang pertama, nasabah dapat melaporkan 

klaim dengan datang langsung ke kantor. Yang kedua yaitu dengan 

melaporkan klaim tersebut melalui telepon, yang selanjutnya akan 

diproses oleh perusahaan setelah nasabah melengkapi surat-surat yang 

dibutuhkan. 

Penyampaian laporan ini sifatnya hanya sebagai pemberitahuan 

kepada pihak asuransi bahwa telah terjadi musibah atau bencana yang 

yang menimpa objek pertanggungan dan pihak asuransi hanya akan 

memproses bila ada tuntutan klaim (ganti kerugian) dari nasabah dalam 

bentuk laporan tertulis.  

 



 

 

 

2. Bentuk Laporan  

Laporan kerugian dari tertanggung harus diajukan secara tertulis, 

didalam laporan tertulis tersebut nasabah harus segera melaporkan dan 

melengkapi dokumen-dokumen yang berhubungan dengan peristiwa yang 

menimpa obyek pertanggungan. Adapun yang harus ada di dalam laporan 

tertulis tersebut meliputi : 

a. Tempat dan tanggal kejadian  

Tempat dan tanggal kejadian akan membantu pihak asuaransi dalam 

mengadakan analisa kebenaran adanya kerugian. Tanggal kejadian 

akan dicocokan dengan periode polis dan pelunasan premi. 

b. Kronologi kejadian 

Kronologis kejadian diperlukan pihak asuransi untuk mengetahui 

kewajaran suatu peristiwa berdasarkan urutan kejadian, yang nantinya 

akan dicocokan dengan dokumen klaim lainnya. 

c. Dokumen klaim 

Dokumen klaim dibutuhkan oleh pihak asuransi sebagai bahan 

penelitian dan pertimbangan dalam memberikan ganti kerugian kepada 

nasabah, untuk itu nasabah harus menyertakan dokumen pendukung 

klaim, yang terdiri dari : 

1) Polis Asuransi  

Polis asuransi digunakan untuk mengetahui sebab-sebab apa 

sajakah yang dijamin oleh polis, hal ini dapat dilihat dari klausal-

klausal yang tercantum di dalam dokumen polis asuransi, apakah 

peristiwa tersebut terjadi selama masa periode polis dan apakah 

premi atas asuransi tersebut telah dilunasi.     

2) Survei klaim 

Survei klaim diperlukan sebagai pembanding dan alat kontrol 

untuk semua laporan atau pernyataan tertanggung tentang peristiwa 

tersebut. Survei klaim sebaiknya dilengkapi dengan foto-foto 

kerusakan atau kerugian yang dapat dilihat secara jelas. Survey 

klaim biasanya dilakukan oleh pihak asuransi. 

3) Surat Keterangan dari Kepolisian  



 

 

 

Suarat keterangan dari kepolisian mutlak dibutuhkan bila obyek 

pertanggungan hilang atau mengalami kecurian untuk kendaraan 

bermotor, dan mengalami kecurian yang bersifat total atau 

menyeluruh untuk obyek lain yang tidak bergerak. Kerugian yang 

diakibatkan oleh kecelakaan di dalam prakteknya tidak 

memerlukan surat keterangan dari kepolisian kecuali dalam kondisi 

tertentu. 

4) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Dan Bukti Pemilikan 

Kendaraan Bermotor (BPKB) 

STNK dan BPKB merupakan dokumen klaim yang harus 

disertakan dalam pengajuan klaim. Keduanya diperlukan untuk 

mencocokan kendaraan dengan keterangan-keterangan yang 

terdapat dalam polis. 

5) Kunci Kontak Kendaraan  

Kunci kontak kendaraan merupakan barang bukti yang diperlukan 

oleh perusahaan asuransi apabila barang yang menjadi obyek 

pertanggungan (kendaraan) hilang. Dengan adanya kunci kontak 

kendaraan, perusahaan asuransi dapat mengetahui secara pasti 

bahwa kendaraan tersebut hilang sebagai akibat kelalaian dari 

nasabah (misalnya : meninggalkan kendaraan dalam keadaan kunci 

kontak masih tertinggal dalam kendaraan) atau memang murni 

akibat tindak pencurian. 

6) Surat Ijin Mengemudi (SIM) 

SIM pengemudi kendaraan wajib pula disertakan dalam dokumen 

klaim. SIM ini diperlukan sebagai pertimbangan untuk mengetahui 

apakah pengemudi cakap pada saat mengemudikan kendaraan yang 

mengalami musibah tersebut.  

 

3. Surat Perjanjian Kerja Sama 

Setelah proses klaim selesai, Jasindo membuat surat perjanjian 

kerjasama dengan bengkel yang ditunjuk oleh tertanggung. Perjanjian 

kerjasama ini diisi dengan selengkap-lengkapnya oleh jasindo sebagai 



 

 

 

pihak pertama, bengkel tertunjuk sebagai pihak kedua, kemudian pihak 

ketiga apabila ada kerugian yang melibatkan pihak ketiga baik tertanggung 

yang menyebabkan kerugian kepada pihak ketiga atau sebaliknya. Untuk 

itu dibutuhkan kelengkapan dokumen untuk memproses perhitungan 

kerugian dengan pihak ketiga. 

 

4. Surat Risalah/Analisa Klaim Kendaraan Bermotor 

Surat ini berisi data-data sabagai berikut : 

a. Data penutupan berisi nama tertanggung, nomor polis, harga 

pertanggungan, periode dan kondisi polis yang masih berlaku. 

b. Data premi berisi tanggal pelunasan dan nomor bukti pelunasan. 

c. Data kerugian yaitu yang berkaitan dengan kronologis kejadian antara 

lain tanggal kejadian, lokasi obyek uaraian dan sebab kerugian dan 

lain-lain yang diperlukan sebagai bukti atas terjadinya kerugian. 

d. Dokumen pendukung klaim berisi kumpulan dokumen-dokumen agen 

yang harus dilengkapi untuk dapat membuktikan kendaraan dan 

memproses klaim lebih lanjut. 

e. Analisa klaim yang berisi analisa kualitatif atas kejadian yang 

menyebabkan kerugian dan untuk menentukan luas jaminan polis yang 

ditanggung.  

f. Analisa kuantitatif yang berisi perhitungan atas kerugian yang terjadi 

setelah analisis kuantitatif dilakukan sehingga dapat menaksir nilai 

kerugian yang harus ditanggung pihak pertama. 

g. Kesimpulan berisi keputusan-keputusan menyangkut klaim yang 

diajukan apakah terjamin sesuai polis atau tidak terjamin polis, cara 

penyelesaian klaim dan jumlah pnyelesaian ganti rugi yang harus 

ditanggung jasindo. 

h. Data Recovery atas pihak ketiga apabila ada dan kemunginan    

Recovery hasil penjualan scrap. 

i. Konfirmasi pelunasan premi dan konfirmasi kondisi polis. 

  

Adapun bagian-bagian yang terkait dalam prosedur pengajuan klaim 



 

 

 

ini antara lain : 

1. Kepala Unit Teknik 

Kepala unit teknik bertanggung jawab untuk menguji kelayakan atas 

klaim yang diajukan oleh nasabah. Dalam hal ini unit teknik yang 

membawahi langsung sub-unit klaim, memberikan perintah untuk 

melakukan survei klaim sekaligus menguji kelayakan pengajuan klaim. 

2. Kepala Unit Klaim Kantor Pusat Jakarta 

Kepala unit klaim kantor pusat Jakarta berwenang untuk memberikan 

persetujuan atas klaim yang diajukan oleh nasabah. Hal ini terjadi 

apabila jumlah kerugian yang diajukan oleh nasabah melebihi limit 

yang ditetapkan oleh kantor pusat Jakarta. Khusus untuk kendaraan 

bermotor roda 2, kantor pusat Jakarta menetapkan limit maksimal 

sebesar Rp. 12.500.000,- dengan pertimbngan total loss. Sedangkan 

untuk pertimbngan roda 4 atau lebih sebesar Rp. 7.500.000,- dengan 

pertimbangan partial loss. Jika kerugian yang dialami oleh nasabah 

melebihi limit yang ditentukan, maka kantor cabang wajib meminta 

persetujuan dari kantor pusat Jakarta sebelum memutuskan untuk 

mengganti kerugian yang dialami nasabah. 

3. Kepala Kantor Cabang 

Kepala kantor cabang bertanggung jawab untuk menentukan 

kelayakan pengajuan klaim, berdasarkan atas laporan survey klaim 

yang telah dilakukan oleh sub unit klaim.  

4. Sub-Unit Klaim 

Sub-unit klaim bertanggung jawab menerima pengajuan klaim yang 

dilakukan oleh nasabah, sekaligus mengirimkan surat penerimaan 

pengajuan klaim yang berisikan dokumen-dokumen apa saja yang 

harus dilengkapi oleh nasabah. Sub unit klaim juga bertanggung jawab 

dalam melakukan survey atas klaim yang diajukan, mencocokan hasil 

survey dengan dokumen-dokumen yang dikirimkan oleh nasabah. 

Untuk selanjutnya hasil lapaoran tersebut diserahkan ke kepala kantor 

cabang. 

5. Unit Pemasaran 



 

 

 

Unit bertanggung jawab untuk menyiapkan dokumen (polis) data polis 

yang ada diperusahaan, untuk diserahkan ke unit teknik. 

6. Customer Service (CS) 

Customer Service (CS) dalam proses pengajuan klaim sangat vital, 

karena mereka dituntut untuk melayani nasabah yang datang untuk 

mengajukan klaim dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh 

nasabah. 

Prosedur pembayaran klaim merupakan kegiatan akhir dari suatu 

runtutan penggantian kerugian. Pembayaran klaim baru akan dilakukan 

jika perusahaan asuransi telah melakukan survey terhadap klaim yang 

diajukan dan melakukan analisa terhadap pengajuan klaim. Hal ini berarti 

bahwa pembayaran klaim dilakukan setelah dipenuhinya kriteria-kriteria 

dalam prosedur pengajuan klaim. Pembayaran klaim dilakukan oleh unit 

keuangan berdasarkan kuasa yang telah diproses sebelumnya. 

Bagian-bagian yang terkait dalam prosedur pembayaran klaim 

antara lain : 

a. Kepala Kantor Cabang 

Kepala Kantor Cabang bertanggung jawab untuk mengecek Nota 

Debet, apakah jumlah ganti kerugian telah sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. Jika benar, Nota Debet tersebut akan diotorisasi Kepala 

Kantor Cabang.  

b. Unit Keuangan 

Unit Keuangan berperan penting dalam membuat Nota Debet dan 

Kuitansi berdasarkan rekomendasi dari Unit Teknik untuk membantu 

proses pembayaran klaim. Selain itu, Unit Keuangan juga bertanggung 

jawab untuk membukukan setiap transaksi yang terjadi di perusahaan.  

c. Unit Teknik 

Peran unit teknik adalah untuk memastikan apakah nasabah telah 

menerima ganti kerugian yang dialami dan sesuai dengan syarat dan 

ketentuan yang berlaku. Untuk ganti kerugian yang bersifat total loss 

sebagai akibat dari kecurian atau kehilangan, perusahaan asuransi akan 

mengganti kerugian tersebut dalam waktu 30 hari dari tanggal 



 

 

 

terjadinya kehilangan. Akan tetapi, jika kerugian itu bersifat Partial 

Loss akibat suatu kecelakaan pihak asuransi akan menggantinya dalam 

bentuk biaya perbaikan dari bengkel rekanan, atau mengganti dengan 

sejumlah uang sesuai dengan harga pertanggungan yang telah 

disepakati pada saat perjanjian polis. 

 

d. Kasir 

Dalam hal ini, kasir bertugas untuk membayar ganti kerugian kepada 

nasabah, baik secara tunai, mengganti biaya perbaikan, maupun 

mengirim ganti kerugian dengan menggunakan jasa bank. 

  

Waktu yang dibutuhkan dalam proses penyeleseian klaim apabila 

mengacu pada Peraturan perusahaan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 

Tentang pelayanan klaim adalah 1 (satu) bulan untuk total loss, sedangkan 

partial loss waktu  yang dibutuhkan adalah tergantung  kerusakan yang 

terjadi, batas waktu yang dibutuhkan minimal 7 (tujuh) hari sampai 

dengan 1 (satu) bulan. Pada pelaksanaannya pada PT. Asuransi Jasa 

Indonesia (Persero) pelayanan klaim terkadang membutuhkan waktu lebih 

dari waktu yang telah ditentukan. Ketidaksesuaian waktu ini disebabkan 

banyaknya kendala yang dihadapi seperti bengkel rekanan perusahaan 

memperoleh penumpukan pekerjaan atau mendapatkan order pekerjaan 

dari PT. Jasindo lebih dari satu, jadi harus bergantian untuk 

menyelesaikannya, selain itu terjadi pula pada intern dalam perusahaan 

sendiri yaitu petugas yang bersangkutan tidak ada di tempat karena 

mendapat tugas lain, ketidaklengkapan persyaratan masyarakat, 

ketidakcocokan data yang diajukan dan juga yang berkaitan dengan sarana 

misalnya jumlah komputer yang sangat minim, listrik mati, dan blanko 

atau form klaim habis. Hal itu diantaranya yang banyak mempengaruhi 

waktu serta kelancaran proses pelayanan klaim, sehingga waktu 

penyelesaian pekerjaan tidak berjalan sesuai dengan aturan yang sudah 

ditetapkan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero)  

Berkenaan dengan hal tersebut Bapak Hedy S. selaku Kepala unit 



 

 

 

teknik mengatakan, bahwa:  

“Sebenarnya waktu yang dibutuhkan dalam pelayanan Klaim kalau 

mengacu pada Peraturan perusahaan PT. Asuransi Jasa Indonesia 

(Persero)  Tentang pelayanan klaim adalah 1 (satu) bulan untuk 

total loss, sedangkan partial loss waktu  yang dibutuhkan adalah 

tergantung  kerusakan yang terjadi. Waktu yang dibutuhkan 

minimal 7 (tujuh) hari sampai dengan 1 (satu) bulan, akan tetapi 

pada pelaksanaanya hal tersebut terkadang tidak dapat terlaksana 

mengingat banyaknya kendala yang dihadapi seperti terjadi 

penumpukan order pada bengkel rekanan, kemudian pada intern 

dalam perusahaan sendiri yakni petugas yang bersangkutan tidak 

ada di tempat karena mendapat tugas lain, ketidaklengkapan 

persyaratan masyarakat (seperti pengisian data yang kurang, dsb), 

ketidakcocokan data yang diajukan dan juga yang berkaitan dengan 

sarana misalnya jumlah komputer yang sangat minim, listrik mati, 

dan blanko atau form klaim habis. Hal itu diantaranya yang banyak 

mempengaruhi waktu serta kelancaran proses pelayanan, sehingga 

PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero)  Kantor Cabang Malang 

menetapkan waktu penyelesaian klaim adalah minimal 7 (tujuh) 

hari untuk partial loss dan 1 (satu) bulan untuk total loss”. 

(Wawancara, Sabtu 25 April 2009).  

  

Sehubungan dengan hal tersebut mbak dina, karyawati  Bank BRI 

selaku nasabah yang telah mengajukan klaim pada kriteria partial loss 

mengatakan, bahwa:  

“Pada waktu itu saya bermaksud mengurus Klaim karena bemper 

mobil saya lecet, saat itu petugas belum dapat memprosesnya 

karena persyaratan saya ada yang kurang dan data laporan yang 

saya ajukan ada yang tidak sesuai dengan data yang ada pada polis. 

Jadi saya harus kembali melengkapi persyaratan dan melakukan 

pembetulan. Untuk waktu penyelesaian klaim yang ditetapkan oleh 

pihak PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero)  Kantor Cabang 

Malang adalah minimum 7 (tujuh) hari sampai sekitar 1 (satu) 

bulan”. (Wawancara, Senin 20 April 2009) 

  

Berdasarkan tanggapan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hal 

ini dapat diketahui bahwa pihak pegawai yang bersangkutan dalam proses 

pelayanan hanya bersedia melayani kepentingan masyarakat yang sudah 

sesuai dengan prosedur, yaitu petugas klaim akan melakukan proses lebih 

lanjut apabila data yang diajukan masyarakat untuk mengajukan 

permohonan sudah memenuhi kelengkapan persyaratan dan sudah sesuai 

dengan data yang ada di Kantor PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 



 

 

 

Kantor Cabang Malang. 

Sebuah prosedur yang berlaku, tentu memerlukan mekanisme yang 

menjadi uraian praktis untuk dilaksanakan dilapangan. Begitu pula 

prosedur pelayanan yang diberikan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia 

(Persero) Kantor Cabang Malang untuk semua jenis pelayanan, diagram 

pada gambar 4.2 sebagai berikut memberikan gambaran mekanisme 

tersebut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 GAMBAR 4.2 

FLOW CHART MEKANISME PENGAJUAN KLAIM PT. ASURANSI  

JASA INDONESIA (PERSERO) KANTOR CABANG MALANG 
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Mekanisme pengajuan pelayanan klaim yang dilakukan PT. Asuransi 

Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Malang : 

1. Nasabah melaporkan klaim melalui Custumer Service, baik melalui 

telepon maupun datang langsung, yang kemudian oleh Costumer 

Service akan dihubungkan ke sub-unit klaim yang selanjutnya akan 

menangani pengajuan klaim tersebut. 

2. Setelah sub-unit klaim menerima laporan dari nasabah akan segera 

memproses laporan tersebut, dan membuat surat permohonan 

kelengkapan dokumen yang selanjutnya digunakan oleh nasabah 

sebagai acuan untuk mengetahui dokumen-dokumen apa saja yang 

harus disiapkan. 

3. Nasabah menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan : 

a. Untuk Total Loss, dokumen yang dibutuhkan adalah surat 

pengajuam klaim, formulir kerugian, surat tanda bukti lapor 

kehilangan dari kepolisian setempat (asli), surat tanda 

kehilangan dari Ditlantas Polda Jatim, surat keterangan 

pemblokiran dari Ditlantas Polda Jatim, Surat Pernyataan 



 

 

 

pelapor atas kehilangan yang terjadi dan ditandatangani diatas 

materai, STNK, BPKB, dan kunci kontak kendaraan (asli), 

polis Asuransi dan kartu identitas pemilik kendaraan serta SIM 

(asli), dan kuitansi. 

b. Untuk Partial Loss dokumen yang dibutuhkan adalah surat 

pengajuan klaim, formulir kerugian, kartu identitas pemilik 

kendaraan serta SIM (asli), kuitansi, pernyataan pemilik atas 

kerusakan yang terjadi beserta kronologis kejadian yang 

ditanda tangani dia atas materai, serta fotokopi STNK dan 

BPKB STNK dan BPKB. 

Setelah dokumen-dokumen tersebut lengkap, nasabah dapat 

menyerahkan ke sub-unit klaim untuk diperiksa. 

4. Setelah Sub-unit klaim menerima dokumen tersebut maka sub-unit 

tersebut akan melakukan cross check antara dokumen yang 

diserahkan oleh pelanggan dengan arsip perusahaan.  

a. Untuk Total Loss, perusahaan akan mengecek STNK asli, 

BPKB asli dan kunci kontak kendaraan, polis asuransi dan 

kartu identitas pemilik kendaraan serta SIM (asli), dan kuitansi 

dengan fotokopi STNK dan BPKB yang diarsip oleh 

perusahaan, kopi print polis asuransi dan kopi print kuitansi. 

Setelah data-data tersebut cocok dan polis masih berlaku maka 

sub-unit klaim akan melakukan survey klaim. Dari hasil survey 

klaim tersebut, dihasilkan catatan survey. Dari hasil survey 

itulah yang akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan 

apakah klaim tersebut disetujui atau ditolak. 

b. Untuk Partial Loss, perusahaan akan mengecek polis asuransi 

dan kartu identitas pemilik kendaraan serta SIM (asli), kuitansi, 

fotokopi STNK dan BPKB yang diarsip oleh perusahaan, serta 

kopi print polis asuransi dan kopi print kuitansi. Setelah data-

data tersebut cocok dan polis masih berlaku maka sub-unit 

klaim akan melakukan survey klaim. Dari hasil survey klaim 

tersebut dihasilkan catatan survey dan hasil survey yang akan 



 

 

 

menjadi dasar dalam pegambilan keputusan apakah klaim 

tersebut disetujui atau ditolak.  

5. Laporan yang dibuat berdasarkan hasil survey tersebut akan 

dikirimkan ke Unit Teknik yang selanjutkan akan mengecek dan 

menganalisa laporan tersebut. Selanjutkan akan dibuat Laporan 

Kerugian Sementara yang terdiri dari tiga rangkap. Setelah 

membuat Laporan Kerugaian Sementara, Unit Teknik akan 

membuat Risalah Analisa Klaim. 

6. Unit Teknik akan melihat jumlah kerugian yang dialami oleh 

nasabah. Jika jumlah kerugian kurang dari limit wewenang, maka 

proses pencairan klaim hanya akan melibatkan kepala cabang 

untuk memberikan persetujuan. Namun jika jumlah kerugian 

melebihi limit wewenang, perusahaan asuransi harus mengirimkan 

dokumen tersebut ke kantor Pusat Jakarta (secara on-line) untuk 

meminta persetujuan. 

7. Kepala Kantor Cabang akan memeriksa dan mempelajari Laporan 

Kerugian Sementara dan Risalah Analisa Klaim sebelum 

memutuskan untuk menerima klaim tersebut. Jika disetujui, 

Laporan kerugian sementara dan risalah analisa klaim tersebut 

akan ditandatangani dan memerintahkan sub-unit teknik untuk 

segera memproses penyelesaiannya. Akan tetapi jika ditolak, 

laporan kerugian sementara dan risalah analisa klaim tidak 

ditandatangani dan dikembalikan ke Unit Teknik untuk dibuatkan 

surat penolakan klaim. 

8. Laporan Kerugian dan risalah analisa klaim yang telah 

ditandatangani oleh Kepala Kantor Cabang akan digunakan 

sebagai dasar dalam pembuatan laporan penyelesaian klaim. Untuk 

lembar ketiga laporan kerugian sementara akan digunakan sebagai 

arsip. 

Laporan penyelesaian klaim tersebut akan diserahkan ke Kepala 

Kantor Cabang untuk diperiksa dan ditandatangani sebelum 

diserahkan ke Unit Keuangan. 



 

 

 

 

Berikut akan disajikan alur atau flow chart mekanisme pembayaran 

klaim yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor 

Cabang Malang:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 4.3 

FLOW CHART MEKANISME PEMBAYARAN KLAIM PT. ASURANSI 

JASA INDONESIA (PERSERO) KANTOR CABANG MALANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lanjutan Gambar 4.3 : 

 

FLOW CHART MEKANISME PEMBAYARAN KLAIM PT. ASURANSI 

JASA INDONESIA (PERSERO) KANTOR CABANG MALANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mekanisme pembayaran klaim yang dilakukan PT. 

Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Malang adalah 

sebagai berikut : 

1. Unit Teknik menyerahkan Laporan Penyelesaian Klaim 1 dan 2 

lembar kepada Unit Keuangan. 

2. Berdasarkan pada laporan penyelesaian klaim, unti keuangan 

membuat Nota Debet yang dibuat rangkap tiga. Laporan 

Penyelesaian Klaim lembar kedua disimpan oleh Unit Keuangan 

sebagai arsip. 

3. Oleh Unit Keuangan Nota Debet tersebut diserahkan ke kepala 

kantor Cabang untuk diperiksa dan ditandatangani, kemudian 

diserahkan ke Unit Keuangan. 

4. Unit Keuangan membuat kuitansi rangkap empat yang dibuat 

berdasarkan Nota Debet yang telah ditandatangani oleh Kepala 

Kantor Cabang. 

5. Oleh Unit Keuangan lembar kedua Nota Debet akan disimpan 



 

 

 

sebagai arsip, lembar ketiga diserahkan pada Unit Teknik, 

sedangkan untuk kuitansi dan lembar kesatu Nota Debet akan 

diserahkan pada nasabah untuk ditandatangani. 

6. Unit Teknik akan mengarsipkan lembar ketiga Nota Debet dan 

membuat surat pernyataan serta surat pemindahan hak yang 

nantinya harus ditandatangani oleh nasabah sebagai bukti nasabah 

telah menerima ganti kerugian dari perusahaan asuransi. 

7. Pada saat proses pencairan klaim, nasabah wajib menandatangani 

kuitansi, surat pernyataan dan surat pemindahan hak serta 

menerima Nota Debet asli yang sudah ditandatangani oleh Kepala 

Kantor Cabang. 

8. Unit Keuangan akan menerima kuitansi lembar kedua untuk dicatat 

ke dalam buku besar dan diarsipkan, sedangkan kuitansi lembar 

keempat akan diserahkan ke kasir sebagai bahan cross check 

apabila nasabah ingin mencairkan uang ganti kerugaian. 

9. Unit Teknik akan menerima surat pernyataan, surat pemindahan 

hak dan kuitansi lembar ketiga untuk disimpan sebagai arsip. 

Sedangkan untuk nasabah sendiri akan menerima kuitansi lembar 

kesatu dan Nota Debet lembar kesatu untuk mencairkan uang ganti 

kerugian. 

10. Untuk mencairkan uang ganti kerugian akan dilakukan oleh kasir, 

dalam hal ini kasir mengecek kuitansi lembar keempat yang 

diterima oleh kasir dengan kuitansi lembar kesatu dan Nota Debet 

yang dibawa oleh nasabah. Jika benar, maka kasir akan membayar 

ganti kerugian tersebut. Ada beberapa alternatif pembayaran yang 

dilakukan oleh kasir, yaitu membayar secara tunai pada nasabah, 

membayar ongkos perbaikan pada bengkel rekanan atau 

mentransfer uang kerugian tersebut ke rekening nasabah.    

  

b. Hasil Kerja Pelayanan  

1) Jumlah Hasil Pekerjaan yang Dapat Diselesaikan 

Pegawai 



 

 

 

Dengan mengetahui jumlah hasil pekerjaan yang dapat 

diselesaikan oleh pegawai dapat dijadikan sebagai salah satu indikator 

dalam menentukan dan menilai kinerjanya. Seorang pegawai dikatakan 

memiliki kinerja yang baik apabila menyelesaikan pekerjaannya dengan 

jumlah yang sesuai dengan pekerjaannya atau tingkat kemampuan pegawai 

tersebut. Maka sesuatu pekerjaan atau tugas dari pegawai tidak akan berat 

dan akan memperlancar tercapainya penyelesaian suatu pekerjaan.  

Dalam wawancara dengan Bapak Herman Prasojo, ST. MM. 

selaku Kepala Cabang PT. Jasa Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang 

Malang, beliau menyatakan:  

“Dalam melaksanakan pekerjaan diharuskan masing-masing 

pegawai memiliki tugas yang sesuai dengan kemampuan dalam 

menyelesaikan pekerjaan, maka setiap ada tugas yang berat dan 

jumlah yang banyak pasti suatu pekerjaan itu dikerjakan sesuai 

dengan bidang masing-masing pegawai dan hasil yang didapatkan 

akan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan”. (Wawancara, 

Sabtu, 25 April 2009).  

  

Senada dengan pernyataan diatas menurut Andreas Bayu Lukhito, 

S.Sos. MM. selaku Kepala Unit Keuangan,  menyatakan:  

”Dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan, setiap staf wajib 

mendapatkan hak yaitu berupa pekerjaan yang sesuai dengan 

jumlah dalam arti sesuai dengan kemampuan, dalam 

menyelesaikan tugas sehingga pekerjaan atau tugas bisa berjalan 

dengan baik dan dapat meningkatkan kinerja pegawai”. 

(Wawancara, Sabtu, 25 April 2009).  

  

Sedikit banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan oleh pegawai 

baik rutin maupun tugas khusus didasarkan pada kemampuan pegawai 

untuk menyelesaikannya.  

Sehubungan dengan hal tersebut Bapak Hedy S. selaku kepala unit 

teknik PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Malang menyatakan bahwa:  

“Memang berdasarkan jumlah pekerjaan yang telah dihasilkan, kita 

dapat menentukan dan menilai kemampuan pegawai dalam 
menjalankan tugas- tugasnya. Dan selama ini, saya sering 

mendapatkan klaim yang bersamaan akan tetapi dengan kerjasama 

tim saya, saya dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai 

dengan waktu yang telah ditentukan. Awalnya klaim yang 

bersamaan ini menurut saya dapat memberatkan pegawai dalam 



 

 

 

penyelesaiannya, akan tetapi dengan adanya kerja sama tim kami 

yang selalu kompak, maka hal itu insyaalloh kecil kemungkinan 

akan terjadi. Dalam memberikan tugas, biasanya saya juga 

mempertimbangkan bahwa tugas yang diberikan paling banyak 

hanya dua pekerjaan kepada pegawai agar tidak berbenturan 

dengan tugas rutinnya. Meskipun pekerjaan yang diselesaikan 

hanya satu, apabila dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh 

akan mempengaruhi penilaian atas hasil kerja pegawai yang 

bersangkutan”. (Wawancara, Rabu 20 Mei 2009).  

  

Untuk melihat jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh 

pegawai di PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Malang, 

berikut disajikan dalam bentuk tabel yang menyajikan tentang jumlah 

pengajuan Klaim yang masuk dan jumlah yang terselesaikan.  

  

 

 

 

 

 

 

TABEL 4.4 

JUMLAH PENGAJUAN KLAIM  

KENDARAAN RODA DUA YANG MASUK DAN 

TERSELESAIKAN  

PT. ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO) KANTOR 

CABANG MALANG  

 

  

Keterangan 2006 2007 2008 

Jumlah yang masuk 127 unit 200 unit 215 unit 

Jumlah yang terselesaikan 127 unit 200 unit 215 unit 
Sumber: Data Sekunder PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Malang 

  

 

TABEL 4.5 

JUMLAH PENGAJUAN KLAIM  



 

 

 

KENDARAAN RODA EMPAT YANG MASUK DAN 

TERSELESAIKAN  

PT. ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO) KANTOR 

CABANG MALANG 

 

  

Keterangan 2006 2007 2008 

Jumlah yang masuk 14 unit 22 unit 24 unit 

Jumlah yang terselesaikan 14 unit 22 unit 24 unit 
Sumber: Data Sekunder PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Malang 

  

Bapak Herman Prasojo, ST. MM. selaku Kepala Cabang PT. 

Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Malang mengungkapkan 

bahwa:  

“Pada unit teknik terutama pada bagian klaim memiliki beban kerja 

yang berat. Sebenarnya jumlah pegawai yang ada pada unit teknik 

kurang mencukupi apabila melihat beban kerja yang harus 

diselesaikan. Seperti halnya pada pengurusan klaim kendaraan roda 

dua saja rata-rata perbulan yang masuk saja bisa mencapai 16-20 

unit pengajuan dan untuk kendaraan roda empat rata-rata perbulan 

bisa mencapai 1-2 unit. Saat ini jumlah pegawai yang ada di unit 

teknik mencapai 3 orang, idealnya 6 orang mengingat kuantitas 

pekerjaan yang besar”. (Wawancara, Selasa 5 Juni 2007).  

  

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Bapak Hedy S. selaku 

Kepala Unit Teknik bahwa:  

”Kami tidak membatasi atau mentarget berapa jumlah permohonan 

pengajuan pelayanan klaim perbulan ataupun pertahunnya, karena 

tingkat kecelakaan atau kecurian yang tidak menentu dalam kurun 

waktu tertentu. Untuk pengajuan klaim yang masuk perbulannya 

rata-rata bisa mencapai 20 unit kendaraan roda dua dan 2 unit 

kendaraan roda 4. Kalau melihat kuantitas jelas sangat besar, 

apalagi kota Malang ini membawahi berbagai sudut kota dan 

kabupaten, ditambah lagi semakin bertambahnya tingkat konsumsi 

masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Maka bukannya kita 

doain ya mbak, tapi tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya 

tindak kriminal maupun kecelakaan. Kita hanya menyediakan 

fasilitas pertanggungan kepada masyarakat untuk menanggung 

beban jika terjadi kecelakaan atau kehilangan kendaraan bermotor. 

Bisa dibayangkan sendiri mbak berapa banyak kendaraan ataupun 

masyarakat yang membutuhkan pelayanan asuransi ini. Disisi lain, 

ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya asuransi inilah yang 

menjadi kendala dalam bisnis kami. Namun secara garis besarnya 



 

 

 

pegawai sudah cukup baik menyelesaikan pekerjaannya sesuai 

dengan kemampuan dan keterbatasan sarana yang ada”. 

(Wawancara, Selasa 20 Mei 2009) 

  

Ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya asuransi merupakan 

salah satu kendala PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang 

Malang yang harus segaera ditindaklanjuti. Agar mencapai kesuksesan 

dibidang perasuransian yang mana nantinya akan membantu dalam 

perekonomian negara. 

  

2) Mutu Yang Dihasilkan Dalam Menyelesaikan Pekerjaan  

Dalam menjalankan tugasnya yang diperlukan pegawai adalah 

kualitas dalam menjalankan pekerjaan yaitu mutu yang dihasilkan harus 

sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka dari itu mutu dari suatu 

pekerjaan dapat ditentukan dari baik buruknya dalam menyelesaikan 

pekerjaan antara lain dari Ketepatan maupun ketelitian yang dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.  

Bapak Herman Prasojo, ST. MM. selaku Kepala Cabang PT. 

Asuransi Jasa Indonesia Cabang Malang, mengungkapkan bahwa:  

“Kualitas kerja itu sendiri dapat dilihat dari baik buruknya dalam 

menyelesaikan pekerjaan antara lain meliputi dari kecepatan, 

ketepatan, kerapian kecematan maupun ketelitian. Disini kami 

selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan 

mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat karena pegawai 

perusahaan yang berorientasi profit itu pada hakekatnya 

mempunyai tugas memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan 

demi terpuaskannya masyarakat”. (Wawancara, Sabtu 25 April 

2009).  

  

Dalam wawancara dengan Bapak Arief Zunaedi, SE. selaku 

Supervisor PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Malang, 

mengenai kualitas kerja dalam melaksanakan pekerjaannya, 

mengungkapkan bahwa:  

“Dalam melaksanakan tugas agar tercapainya kualitas atau hasil 
kerja yang baik maka diperlukan suatu ketegasan pimpinan dalam 

membimbing stafnya untuk memberikan tugas atau pekerjaan. 

Sebaliknya pegawai harus bekerja atau melakukan pekerjaan sesuai 

dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing”. (Wawancara, 

Sabtu 25 April 2009).  



 

 

 

  

Menurut Bapak Hedy S. selaku Kepala unit teknik PT. Asuransi 

Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Malang menyatakan bahwa:  

“Dalam melaksanakan tugas yang baik, sudah seharusnya kita 

bersikap teliti dan sesuai dengan kemampuan, sehingga kita bisa 

menyelesaikan tugas dengan baik dan tidak menghambat jalannya 

pekerjaan yang akan kita kerjakan selanjutnya”. (Wawancara, 

Sabtu 25 April 2009).   

  

Dalam wawancara dengan Mbak dina salah seorang karyawati 

Bank BRI, berkenaan dengan kualitas pelayanan, mengungkapkan bahwa:  

”Menurut saya pelayanan yang berkualitas yaitu pelayanan yang 

baik sesuai dengan ketentuan, tepat waktu, sopan, ramah dan bisa 

memuaskan masyarakat. Pada PT. Asuransi Jasa Indonesia 

(Persero) Kantor Cabang Malang ini saya rasa kualitas pelayanan 

sudah lumayan bagus, 2 (dua) minggu kemarin waktu mengajukan 

klaim pengisian data kurang lengkap kemudian mas yang urusin 

masalah klaimnya menjelaskan apa kekurangannya dengan jelas 

dan disuruh melengkapinya terlebih dahulu. Untuk kualitas 

kendaraan saya yang baru saja diperbaiki, jadinya bagus, bodynya 

mulus lagi seperti nggak terjadi tabrakan.Ya cukup puas lah 

mbak”. (Wawancara, Selasa 30 Maret 2009).  

  

Sehubungan dengan hal tersebut Mbak Yulis, salah seorang Ibu 

Rumah Tangga warga Singosari menyatakan bahwa:  

“Mobil saya 4 Bulan kemarin habis dicuri mbak, di rumah saya 

sendiri. Terus saya langsung lapor ke jasindo. Setelah ngurus-

ngurus persyartannya nunggu 1 bulan, itu nggak terhitung sama 

ngurus surat-suratnya lo ya, sama pihak jasindonya langsung 

diganti dengan sejumlah uang yang udah dipotong sama tetek 

bengeknya. Kualitas pelayanan disini ya mbak? Kalau untuk 

service-nya sih baik, orangnya ramah-ramah kalau ada kesulitan 

mereka mau membantu. Hasil yang saya peroleh juga 75 % dari 

harga pasaran mobil saya. Yah itung-itung nggak rugi-rugi 

bangetlah mbak. Menurut saya Bisa dikatakan puas untuk hasil 

yang saya peroleh”. (Wawancara, Senin 13 April 2009).  

  

Berdasarkan dari beberapa wawancara diatas terhadap hasil 

pelayanan yang diperoleh warga dapat diambil kesimpulan, bahwasannya 

mutu yang dihasilkan pegawai dalam menjalankan tugasnya memberikan 

pelayanan kepada masyarakat sudah baik dilihat dari kepuasan masyarakat 

atas keramahtamahan, ketepatan maupun ketelitian dari produk yang 

dihasilkan.  



 

 

 

  

3) Ketepatan Waktu dalam Penyelesaian Pekerjaan   

Seorang pegawai dikatakan mempunyai kinerja yang baik apabila 

dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan cara kerja yang telah 

ditentukan dan pekerjaannya selesai dikerjakan sesuai dengan waktu yang 

telah ditentukan.  

Sehubungan dengan hal tersebut Bapak Herman Prasojo, ST. MM. 

selaku Kepala Cabang PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Malang 

menyampaikan bahwa:  

“Ketepatan waktu penyelesaian dalam pelaksanaan tugas yang 

menjadi salah satu faktor untuk menilai kemampuan pegawai 

dalam menjalankan tugas-tugasnya selain dari kualitas dan 

kuantitas pekerjaan pegawai. Dan selama ini menurut saya, tingkat 

penyelesaian pekerjaan pegawai sudah baik. Mereka selalu 

berusaha untuk mengerjakan tugas yang saya berikan dengan tepat 

waktu. Malahan terkadang belum sampai jadwal yang ditetapkan 

mereka sudah meletakkannya di meja kerja saya”. (Wawancara, 

Sabtu 25 April 2009).  

  

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Arief Zunaedi, 

SE. selaku Supervisor PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Malang  

sebagai berikut:  

“Menurut saya, para pegawai sudah melaksanakan tugasnya 

dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari ketepatan waktu mereka 

dalam menyelesaikan pekerjaannya. Meskipun ada kesalahan, 

mungkin itu bisa disebabkan kerusakan pada peralatan kantor”. 

(Wawancara, Rabu 20 Mei 2009).  

  

Dan juga, beliau menyampaikan bahwa:  

“Baik, mereka selalu menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan 

target yang ditentukan, karena mereka menyadari bahwa besok 

masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, bahkan seringkali 

rekan-rekan bekerja lembur diluar jam kerja efektif untuk 

menyelesaikannya mengingat pekerjaan yang akan datang sangat 

banyak”. (Wawancara, Sabtu 25 April 2009).  

  

Di samping itu, setiap pegawai di PT. Asuransi Jasa Indonesia 

(Persero) Cabang Malang  memang di tuntut untuk mampu menyelesaikan 

pekerjaan atau tugasnya dengan baik sehingga hasil kerja yang diperoleh 

dapat mencapai maksimal. Mengingat orientasi pekerjaannya adalah 



 

 

 

memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan tepat. 

Sehingga pelayanan tersebut dapat memuaskan masyarakat.  

Bapak Suko selaku staf pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 

Cabang Malang, mengatakan : 

”Pegawai PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Malang 

dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sudah baik 

Mbak. Mereka mengerjakan tugasnya dengan cepat dan tepat, 

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan.” 

(Wawancara, 25 April 2009) 

  

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ery salah seorang Staf 

Airline mengungkapkan : 

“Proses penyelesaiannya akan menjadi lama dan memerlukan 

waktu yang banyak, apabila syarat-syarat yang harus dipenuhi pada 

saat mengajukan klaim tidak lengkap. Sehingga yang bersangkutan 

harus melengkapinya terlebih dahulu”. (Wawancara, Senin, 2 

Maret 2009).  

  

Mbak Dina, salah seorang karyawati Bank BRI juga membenarkan 

pendapat tersebut, bahwa:  

“Sudah baik. Asalkan syarat-syarat sudah dipenuhi sebelum datang 

kesini. Apabila kita tidak tahu, maka akan diberitahu oleh petugas 

mengenai apa-apa saja yang harus dipenuhi. Untuk pengurusan 

Klaim, dalam 7 (tujuh) sampai dengan 1 (satu) bulan sudah jadi, 

tapi klaim saya nggak sampai dengan 1 (satu) bulan, cuman 2 (dua) 

minggu aja. Jadi pokoknya saya puas banget sama pelayanannya di 

jasindo ini”. (Wawancara, Selasa 30 Maret 2009).  

 

Bapak Rio salah seorang Wirausaha berkenaan dengan waktu 

penyelesaian pelayanan Klaim mengungkapkan bahwa:  

”Waktu itu ada pergantian Kepala Cabang, dalam prosedurnya kan 

cuma 1 (satu) bulan saja. Tapi saya kemarin bisa sampai 3 (tiga) 

bulan baru dapat tergantikan kerugian saya. Kalau menurut saya ini 

terlalu lama, Saya berharap kedepannya kalau ada pergantian 

pejabat ada yang menggantikan untuk menanganinya. Jadi 

pelayanan bisa sesuai dengan prosedur. (Wawancara, Rabu 15 

April 2009).  
  

Berdasarkan dari beberapa pendapat diatas diambil kesimpulan 

bahwasannya pegawai di PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor 

Cabang Malang dalam menyelesaikan tugasnya berkenaan dengan klaim 



 

 

 

sudah berjalan dengan baik dan tepat pada waktu yang telah ditetapkan 

oleh pihak PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Malang. 

Dari ketepatan waktu tersebut telah menunjukkan kalau pegawai di 

Jasindo tersebut memang memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas 

yang telah dibebankan kepada mereka.  

Dalam wawancara dengan Bapak Hedy S. mengenai ketepatan 

waktu dalam melaksanakan pekerjaannya, beliau menyatakan:  

“Dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan, para pegawai 

mengikuti cara kerja yang telah ditentukan yaitu sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsinya masing-masing”. (Wawancara, Sabtu 

25 April 2009).  
  

Ketepatan waktu dalam melaksanakan pekerjaan yang sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya selalu diusahakan dengan sebaik-

baiknya oleh pegawai di PT. Asuransi Jasa Indonesia untuk meningkatkan 

kinerja pegawai yang kesemuanya tugas dari pegawai tersebut adalah demi 

tercapainya pelayanan prima.  

  

 

 

2. Faktor-faktor Yang Mendukung dan Menghambat Kinerja Pegawai 

Dalam Memberikan Pelayanan Publik  

Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kinerja pegawai 

PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dalam memberikan pelayanan 

publik adalah:  

a. Pendidikan  

Bahwa yang dimaksud dengan pendidikan sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Siagian (1985:57) bahwa:  

“Pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis yang berlangsung 

seumur hidup dalam rangka mengalikan pengetahuan oleh seseorang 

kepada orang lain. Dengan pengertian diatas jelas tampak bahwa 

pendidikan dapat bersifat formal, akan tetapi dapat pula bersifat non 

formal, pendidikan yang bersifat formal dapat ditempuh dengan 

melalui sekolah tingkat pendidikan, sekolah taman kanak-kanak 

hingga pendidikan di lembaga pendidikan tinggi terjadi di ruang kelas 

dengan program yang umumnya bersifat struktural. Di pihak lain 



 

 

 

pendidikan yang bersifat non formal dapat terjadi dimana saja, karena 

sifatnya unstruktural, dalam kedua sistem pendidikan tersebut 

pengalihan pengetahuan dan keterampilan tetap terjadi.”  

  

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan 

suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang secara sadar dan berencana 

dengan menggunakan metode-metode tertentu untuk meningkatkan 

kualitas manusia baik jasmani maupun rohani yang diperoleh dari dalam 

sekolah maupun di luar sekolah.  

Sesuai dengan ketentuan zaman maka tingkat pendidikan Pegawai 

sudah jelas sangat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari-

hari dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.  

Faktor kualitas merupakan modal bagi setiap orang untuk berpikir, 

bertindak dan menjalankan aktivitasnya serta merupakan faktor yang 

sangat mendukung di dalam keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai 

tugasnya. Termasuk organisasi yang berorientasi profit sesuai dengan 

tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pelayanan masyarakat di 

bidang perasuransian, untuk mewujudkan tercapainya pelayanan 

masyarakat yang maksimal maka dibutuhkan adanya kualitas pegawai 

yang menyangkut pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan 

non formal.  

Berdasarkan pendapat diatas dapat dikatakan bahwa untuk 

memperoleh kualitas kemampuan dan keterampilan Pegawai dapat 

dilakukan melalui tiga macam bentuk pendidikan, yaitu:  

a) Pendidikan Formal,  

  Pendidikan formal merupakan pendidikan terakhir yang 

ditempuh seseorang sebelum atau sesudah menjadi pegawai yang mana 

dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan, 

keterampilan dan kepribadian.  

 Dalam menentukan jabatan, kedudukan pegawai sangat 

dipengaruhi oleh tingkat pendidikan formal yang telah diselesaikan 

oleh mereka mulai dari TK sampai dengan Perguruan Tinggi (PT), 

atau dalam kata lain tingkat pendidikan itu secara tidak langsung 



 

 

 

menentukan kedudukan, serta yang jelas akan mempengaruhi pola 

pikir dan tindakan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. 

Berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan masyarakat pada PT. 

Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Malang dari 17 

orang pegawai diantaranya berpendidikan SLTA sebanyak 6 orang, 

Sarjana Muda (Diploma) sebanyak 1 orang, Sarjana/S1 sebanyak 8 

orang dan Magister/S2 sejumlah 2 orang.  

Meskipun kedudukan dan jabatan dalam Melihat kenyataan yang 

terdapat pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang 

Malang telah diatur  dengan peraturan yang telah ditetapkan, tugas dan 

pekerjaan yang ditangani masing-masing pegawai adalah berbeda-beda 

sesuai tugas yang telah ditentukan. Namun perbedaan tingkat 

pendidikan dalam kedudukan yang sama akan membawa pengaruh 

pola pikir, sikap dan wawasan pegawai yang berbeda pula dalam 

pelaksanaan tugasnya. Seperti yang ditegaskan oleh bapak Hedy S. 

selaku kepala unit teknik mengatakan, bahwa:  

“Dalam menentukan jabatan dan kedudukan untuk diberikan 

tanggung jawab suatu bidang tugas tertentu didasarkan atas 

masing-masing kemampuan pegawai, namun tingkat pendidikan 

yang telah diselesaikan oleh mereka mulai dari TK sampai tingkat 

Perguruan Tinggi pada dasarnya akan membedakan pola pikir dan 

wawasan dalam melaksanakan tugas-tugasnya yaitu yang 

mempunyai pendidikan yang lebih tinggi akan lebih mudah dan 

cepat memahami serta menjabarkan sesuatu yang berkaitan dengan 

permasalahan tugas yang dihadapi”. (Wawancara, Rabu, 20 Mei 

2009).  

  

Mereka pada umumnya tidak dapat secara langsung merasakan 

manfaat pendidikan yang telah diperoleh dalam rangka melaksanakan 

tugas sebagai pegawai dalm suatu perusahaan, seperti yang 

dikemukakan oleh Arief Zunaedi, SE. selaku Supervisor, bahwa:  

“Latar belakang pendidikan pada dasarnya ada manfaatnya, namun 

hanya sedikit apalagi bila bidang tugas yang ditangani tidak sesuai 
dengan keahlian pendidikan yang diperoleh dalam bangku 

Perguruan Tinggi. Akan tetapi sangatlah berperan di dalam diri 

seorang pegawai khususnya dalam kemampuan menganalisa suatu 

permasalahan”. (Wawancara, Rabu 20 Mei 2009).  

  



 

 

 

Namun demikian dengan berbekal latar belakang pendidikan yang 

mereka miliki terlepas dari posisi dan kedudukannya dalam struktur 

organisasi, menunjukkan bahwa sosok dan kinerja pegawai PT. 

Asuransi Jasa Indonesia secara keseluruhan terlihat cukup lincah dan 

sigap dalam penyelenggaraan pelayanan Asuransi.  

b) Pendidikan Non formal, 

Pendidikan non formal merupakan pendidikan bagi para 

pegawai yang dilakukan melalui pelatihan, penataran dan kursus-

kursus yang berhubungan dengan tugas-tugas pekerjaan yang 

dilakukan oleh pegawai guna lebih meningkatkan kemampuan dan 

keterampilan.  

Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai PT. 

Asuransi Jasa Indonesia di samping berbekal latar belakang pendidikan 

formal mereka juga harus memiliki modal berupa pendidikan yang 

tidak diperoleh melalui bangku sekolah, antara lain: kursus-kursus, 

penataran atau pelatihan dan lain sebagainya.  

Ibu Hayus selaku Staf Unit Keuangan mengungkapkan, bahwa:  

“Pendidikan perjenjangan yang pernah di ikuti oleh beberapa 

pegawai di kantor kami yakni berupa pendidikan dan pelatihan 

melalui Ajun Ahli Asuransi Indonesia (AAAI). Selain itu, 

perusahaan kami menggalang kerjasama dengan Malaysia 

Insurance Institute (MII), serta bekerjasama dengan Universitas 

Indonesia dalam program MII Graduate Diploma In Insurance 

(GDMII). Kemudian perusahaan kami mengadakan seminar dan 

pertemuan untuk para agen yang dilakukan secara rutin dengan 

maksud meningkatkan kemapuan agen dalam memasarkan produk-

produk perusahaan.  (Wawancara, Rabu, 20 Mei 2009).  

  

Betapa penting dan bermanfaatnya kegiatan kursus, pendidikan 

perjenjangan dan pelatihan lainnya bagi pegawai, meskipun telah 

memiliki latar belakang pendidikan formal yang cukup memadai. 

Namun ternyata dalam pelaksanaan tugas-tugasnya setiap hari 

berkaitan dengan pelayanan masyarakat yang lebih banyak bersifat 

rutin dan pola kerjanya yang monoton harus membutuhkan 

keterampilan serta keahlian teknis pegawai yang hanya dapat diperoleh 

melalui kursus dan pelatihan lain sesuai dengan bidang yang ditangani. 



 

 

 

Bahkan menurut sebagian pegawai PT Asuransi Jasa Indonesia 

berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugasnya dalam pelayanan 

asuransi akan dapat berjalan dengan lancar setelah mengikuti kursus.  

Di lihat dari segi manfaat, secara opersional justru kursus dan 

pelatihan ini lebih bermanfaat bila dibandingkan dengan pendidikan 

formal yang pernah mereka tempuh, berkaitan dengan ini Ibu Hayus 

selaku Staf Unit Keuangan mengungkapkan, bahwa menyatakan, 

bahwa:  

“Kursus lebih bermafaat dan sesuai dengan pelaksanaan tugas-

tugas setiap hari karena dalam kursus tersebut secara praktis 

diberikan bahan dan materi yang langsung dapat diterapkan dan 

memenuhi sasaran sehingga di samping tidak membutuhkan biaya 

serta tenaga yang besar sudah dapat menangani tugas-tugas yang 

ada”. (Wawancara, Rabu, 20 Mei 2009).  

  

Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Bapak Surya 

Marsaid, SE selaku staf keagenan, bahwa:  

“Pendidikan perjenjangan atau kursus-kursus yang diselenggarakan 

oleh perusahaan lebih bermanfaat, sebab modul dan metode yang 

diberikan sifatnya sudah disesuaikan dengan tugas dan pelayanan yang 

menjadi tanggung jawabnya”. (Wawancara, Rabu 20 Mei 2009).  

  

Pendapat tersebut diperkuat oleh Andreas Bayu Lukhito, S.Sos. 

MM. selaku Kepala Unit Keuangan  yang mengungkapkan, bahwa:  

“Pendidikan non formal seperti pelatihan/kursus-kursus sangat 

berpengaruh terhadap kualitas pegawai, karena dengan adanya 

pelatihan-pelatihan/kursus maka akan sangat membantu dalam 

melaksanakan tugas-tugas di kantor”. (Wawancara, Rabu 20 Mei 

2009).  

  

Berdasarkan pada beberapa pendapat diatas yang pada dasarnya 

mengatakan bahwa kegiatan kursus, pelatihan, dan pendidikan 

perjenjangan lainnya yang diselenggarakan perusahaan sangat bermanfaat 

dan mendukung pelaksanaan tugas-tugas pegawai PT. Asuransi Jasa 

Indonesia, karena dalam kegiatan tersebut pegawai diberikan bahan materi 

dengan metode yang praktis dan disesuaikan dengan tugas dan fungsinya 

dilapangan atau dengan kata lain bersifat aplikatif. Meskipun telah 

dibekali dengan pendidikan formal yang cukup akan terasa kurang lengkap 



 

 

 

dan akan mengalami kesulitan sehingga dibutuhkan keahlian teknis agar 

dapat meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas pekerjaan dengan 

baik dan lancar.  

c) Pendidikan Informal,  

Pendidikan informal merupakan pendidikan yang dapat diperoleh melalui 

pengalaman bergaul dengan sesama teman baik dikantor maupun dalam 

kehidupan masyarakat sehari-hari dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud 

dengan pengalaman kerja adalah apa saja yang dialami, diketahui dan 

dikerjakan selama dalam pelaksanaan tugas pekerjaan.  

Selain pendidikan formal dan non formal, pendidikan informal juga sangat 

mendukung dalam proses kegiatan dalam menyelesaikan pekerjaan. Seorang 

pegawai yang pada awalnya tidak dapat menyelesaikan suatu masalah sendiri, 

dengan adanya teman baik yang dapat mengajarkan serta pekerjaan yang 

setiap harinya dilakukan maka seorang pegawai tersebut akan terbiasa dengan 

pekerjaan itu sendiri dan dapat menyelesaikannya dengan mandiri. Dengan 

adanya faktor pengalaman kerja juga sangat mempengaruhi seorang pegawai 

untuk dapat menyelesaikan pekerjaanya dengan mandiri. Hal ini diperkuat 

oleh Ibu Nuning selaku karyawati Bandara mengatakan bahwa : 

“Lingkungan sekitar sangat mendukung individu pegawai untuk dapat 

meningkatkan kinerjanya. Untuk dapat dikatakan bisa dalam 

menyelesaikan suatu pekerjaan haruslah dilakukan secara terus menerus 

sehingga menimbulkan kebiasaan, dan faktor pengalamanlah yang juga 

menunjang agar dapat menyelesaikan pekerjaan dengan 

mandiri.”(Wawancara, Rabu 20 Mei 2009) 

  

Bapak Aji selaku Staf Pemasaran Juga menambahkan, bahwa : 

“Masalah pengalaman kerja tidak dapat dipungkiri bahwa dengan 

pengalaman kerja akan membuat seorang pegawai bekerja secara cepat 

dan cermat, karena setiap pegawai akan lebih paham terhadap pekerjaan 

yang sifatnya rutin.”(Wawancara, Rabu 20 Mei 2009) 

  

Menurut pendapat diatas maka disimpulkan bahwa setiap pegawai untuk 

dapat mengerjakan atau menyelesaikan pekerjaannya haruslah dilakukan 

secara terus menerus sampai seorang pegawai tersebut dapat mandiri. 

Lingkungan kerja yang sangat mendukung menyebabkan seoarang pegawai 

tersebut dapat termotivasi untuk cepat mandiri. Berdasarkan pengalaman kerja 



 

 

 

seorang pegawai, semakin banyak pengalaman kerja seorang pegawai maka 

pegawai tersebut semakin cepat dan cermat dalam mennyelesaikan tugasnya. 

Pekerjaan yang dihadapi secara rutin atau terus menerus membuat seorang 

pegawai tersebut lebih paham terhadap pekerjaan yang dihadapinya. 

 

b. Masa Kerja  

Masa kerja pegawai disini adalah masa yang telah ditempuh pegawai 

dalam melaksanakan tugasnya selama tercatat sebagai pegawai. Berdasarkan 

tugas dan fungsinya, PT. Asuransi Jasa Indonesia sebagai pelayanan 

masyarakat dalam bidang asuransi yang mengabdikan dirinya pada 

pelaksanaan tugas-tugas rutinitasnya membutuhkan keahlian teknis tertentu. 

Masa kerja pegawai sangat berpengaruh pada kualitas kerja mengingat 

semakin lama masa kerja pegawai maka semakin banyak pula pengalaman 

yang akan dimiliki oleh seorang pegawai. 

Berikut disajikan masa kerja pegawai PT. Asuransi Jasa Indonesia dalam 

melaksanakan tugasnya selama tercatat sebagai pegawai pada tabel di bawah 

ini:  

 

TABEL 4.6 

MASA KERJA PEGAWAI PT. ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO) 

KANTOR CABANG MALANG TAHUN 2009 

 

Masa Kerja (Tahun)  Jumlah Pegawai  Prosentase (%)  

1-6  2                                                                                                                                     11,8 % 

7-10 11 64,8 %  

11-15 3 17,6 %  

20 1  5,8 %  

Jumlah  17 100 %  

Sumber: Data Sekunder PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Malang   

  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 17 pegawai PT. Asuransi Jasa 

Indonesia, prosentase tertinggi jumlah pegawai terdapat pada pegawai yang 

memiliki masa kerja 7-10 tahun yakni sebesar 64,8 %. Dan 17,6 % memiliki 

masa kerja 11-15 tahun. Sedangkan pegawai yang memiliki masa kerja 



 

 

 

terlama 20 tahun sebesar 5,8 %. Dan prosentase pegawai yang memiliki masa 

kerja paling rendah 1-6 tahun yakni sebesar 11,8 %.  

Kenyataan ini menunjukkan bahwa masa kerja rata-rata pegawai PT. 

Asuaransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Malang cukup tinggi. 

Dengan semakin merata lamanya masa kerja yang dimiliki oleh pegawai, yang 

juga berdampak pada semakin tingginya pengalaman kerja diharapkan 

pegawai akan semakin mudah dalam memahami dan mengetahui seluk-beluk 

pekerjaannya dengan segala permasalahan yang dihadapi. Sehingga kinerja 

pegawai dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat akan 

semakin baik.  

Hal ini seperti yang dilontarkan oleh Bapak Herman Prasojo, ST. MM. 

selaku Kepala Cabang PT. Asuaransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang 

Malang, sebagai berikut:  

“Dengan pengalaman masa kerja yang cukup lama dan dalam tugas yang 

sama akan memberikan keuntungan tersendiri, karena sudah biasa 

mengetahui dan memahami seluk-beluk pekerjaan setiap hari. Seperti 

terjadinya kesalahan yang telah diperbuat dalam pelaksanaan tugas akan 

dijadikan peringatan, sehingga tidak akan terulang lagi dan pada akhirnya 

akan dapat menambah kematangan dan ketenangan, tidak ragu-ragu dan 

cepat dalam bekerja sehingga akan memperlancar penyelesaian 

pekerjaan”. (Wawancara, Rabu 20 Mei 2009).  

  

Sedangkan menurut Bapak Arief Zunaedi, SE. selaku Supervisor 

mengatakan bahwa:  

“Kalau menurut saya ada 2 (dua) sisi pengaruh tingkat masa kerja pegawai 

terhadap kinerja dalam menjalankan tugasnya. Yang pertama, dengan 

semakin tingginya masa kerja pegawai maka pengalaman kerja yang 

dimiliki akan semakin banyak, sehingga kinerja pekerjaan dalam rangka 

memberikan pelayanan kepada masyarakat akan menjadi semakin baik. 

Yang kedua, dengan semakin tinggi tingkat masa kerja pegawai, semakin 

tinggi pula tingkat kebosanan dan kejenuhan atas pekerjaan yang sudah 

menjadi tugasnya sehari-hari. Karena yang dikerjakan hanya itu-itu saja 

(monoton)”. (Wawancara, Rabu 20 Mei 2009).  

  

Dengan demikian mengacu dari hasil pendapat yang diberikan oleh 

pegawai PT. Asuaransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Malang 

terdapat gambaran bahwa secara umum pegawainya mempunyai pengalaman 

yang cukup memadai dan memiliki daya dukung yang positif terhadap 



 

 

 

pelaksanaan tugas-tugasnya dalam rangka tercapainya keberhasilan 

penyelenggaraan pelayanan masyarakat secara maksimal.  

 

c. Disiplin  

Disiplin adalah suatu bentuk ketaatan terhadap aturan, baik tertulis 

maupun tidak tertulis yang telah ditetapkan. Maksud ditumbuhkannya disiplin 

kecuali kepatuhan terhadap aturan juga tumbuhnya ketertiban dan efisiensi. 

Salah satu syarat agar dapat ditumbuhkan disiplin dalam lingkungan kerja 

ialah adanya pembagian pekerjaan yang tuntas sampai kepada pegawai atau 

petugas yang paling bawah, sehingga setiap orang tahu dengan sadar apa 

tugasnya, bagaimana melakukan kapan pekerjaan dimulai dan kapan selesai, 

seperti apa hasil kerja yang disyaratkan dan kepada siapa ia 

mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan itu.  

Mengenai disiplin ada dua jenis disiplin yaitu dalam hal waktu dan 

dalam hal kerja atau perbuatan. Kedua jenis disiplin tersebut merupakan 

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan serta saling mempengaruhi. Disiplin 

waktu tanpa disertai disiplin kerja tidak ada artinya dengan kata lain tidak ada 

hasil sesuai dengan ketentuan organisasi, sebaliknya disiplin kerja tanpa 

didasari dengan disiplin waktu tidak ada manfaatnya.  

Unsur lain yang menentukan kinerja pegawai berupa mentalitas. Kinerja 

dilihat dari aspek mental bagi setiap pegawai merupakan unsur yang ikut 

mempengaruhi kepribadiannya karena dapat menentukan baik buruknya sikap, 

tingkah laku dan tindakan pegawai dalam pelaksanaan tugasnya pada PT. 

Asuransi Jasa Indonesia. 

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas pada PT. Asuransi Jasa 

Indonesia dalam rangka mencapai penyelenggaraan pelayanan masyarakat 

yang maksimal, tentunya telah ditetapkan peraturan-peraturan yang senantiasa 

harus ditaati dan dilaksanakan oleh pegawai di dalamnya. Oleh karenanya 

salah bentuk perwujudan mental tersebut adalah disiplin pegawai. Karena 

disiplin diartikan sebagai sikap mental yang tercermin dalam perbuatan atau 

tingkah laku pegawai berupa kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan dan 

ketentuan lain yang ditetapkan oleh perusahaan dalam rangka 



 

 

 

penyelenggaraan pelayanan masyarakat.  

Salah satu peraturan yang berlaku pada perusahaan dan sering menjadi 

permasalahan adalah ketentuan jam kerja yang harus ditaati dan dilaksanakan 

oleh pegawai, karena ketaatan dan kepatuhan pegawai terhadap jam kerja atau 

waktu kerja mulai masuk sampai kembali pula akan memberikan jaminan 

bahwa pelaksanaan tugas dapat berlangsung rutin dan lancar sehingga tugas-

tugas yang dilakukan akan mencapai hasil yang maksimal.  

Kegiatan disiplin dapat menimbulkan dampak yang kuat terhadap 

individu dalam organisasi mengingat bahwa disiplin mempunyai pengaruh 

yang cukup besar dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan 

pekerjaan. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Herman Prasojo, ST. MM. 

selaku Kepala Cabang PT. Asuransi Jasa Indonesia, sebagai berikut:  

“Kegiatan disiplin dapat menimbulkan dampak terhadap pegawai karena 

disiplin dapat berdampak pada efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan. 

Karena dengan adanya kedisiplinan akan memberikan jaminan pelaksanaan 

tugas dapat berlangsung rutin dan lancar sehingga tugas-tugas yang dilakukan 

akan mencapai hasil yang maksimal. Bentuk kegiatan disiplin pegawai itu 

sendiri yakni ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan jam kerja, disiplin 

terhadap pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas masing-masing pegawai. PT. 

Asuransi Jasa Indonesia memberlakukan peraturan tentang pendisiplinan 

pegawai misalnya pengaturan jadwal waktu kerja yang disesuaikan dengan 

Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 57 Tahun 2005 Tentang 

Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja dan Pengaturan Jam Kerja”. (Wawancara, 

Rabu, 20 Mei 2009).  

  

Begitu juga PT. Asuransi Jasa Indonesia sebagai organisasi pelayanan 

publik, memberlakukan peraturan tentang pendisiplinan pegawai misalnya 

pengaturan jadwal waktu kerja yang disesuaikan dengan Surat Keputusan 

Walikota Malang Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan 5 (Lima) Hari 

Kerja dan Pengaturan Jam Kerja dihitung mulai hari Senin sampai dengan hari 

Jum’at, Sabtu dan Minggu adalah hari libur. Berikut disajikan peraturan waktu 

kerja di Kantor Kecamatan Lowokwaru seperti pada tabel 9 di bawah ini:  

 

TABEL 4.7 

PERATURAN WAKTU KERJA PEGAWAI  

PT. ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO)  

KANTOR CABANG MALANG 



 

 

 

 

Keterangan  Jam Kerja 

Senin- Jumat 

Istirahat 

Sabtu-minggu 

08.00 – 17.00 

12.00 – 13.00 

Libur 

Sumber: Data Kepegawaian PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Malang  

  

Berdasarkan tabel diatas terbaca bahwa hari kerja PT. Asuransi Jasa 

Indonesia (Persero) Kantor Cabang Malang dimulai pukul 08.00 sampai pukul 

17.00 wib. Dengan waktu istirahat pukul 12.00 sampai pukul 13.00 wib, dan 

pada hari sabtu dan minggu adalah libur. 

Dalam pelaksanaannya di PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor 

Cabang Malang menunjukkan sebagian besar setiap harinya mereka masuk 

kerja dan pulang kerja dari kantor tepat pada waktu yang telah ditetapkan.  

Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pegawainya 

melaksanakan dan menyadari arti pentingnya mentaati serta mematuhi jam 

kerja bagi kelancaran pelaksanaan tugas-tugasnya. Karena dengan tidak 

mematuhi dan melaksanakan jam kerja akan menggangu dan menghambat 

proses pelayanan juga yang jelas akan menambah beban pekerjaan pegawai, 

seperti yang dikatakan oleh Mbak Icha selaku Staf Unit Keuangan, yaitu:  

“Untuk masuk kerja setiap harinya ditentukan jam 08.00 dan saya selalu 

datang tepat waktu. Bila datang tidak tepat waktu atau terlambat selain 

ditegur oleh atasan juga yang jelas akan mengganggu dan menambah 

beban pekerjaan, sehingga akan menghambat proses pelayanan. Di 

samping itu juga rasa malu terhadap rekan kerja yang sudah datang 

terlebih dahulu”. (Wawancara, Rabu 20 Mei 2009).  

  

Selanjutnya berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang diemban oleh 

pegawai, ketaatan dan kepatuhan pegawai,  juga diwujudkan pada pengarahan, 

perintah dan instruksi dari atasan. Hal ini tidak terlepas dari konsekuensi dari 

pegawai,  yang telah memasuki sebuah organisasi dimana ada ketentuan yang 

harus di ikuti, antara lain hubungan kerja dan prosedur kerja. Dalam hubungan 

dan mekanisme kerja PT. Asuaransi Jasa Indonesia, Kepala Cabang 

merupakan pejabat tertinggi yang membawahi beberapa pejabat lain 

dibawahnya sampai pada pegawai-pegawai pelaksana atau Staf sebagai wujud 

asas pembagian tugas sesuai dengan bidang dan tugasnya.  



 

 

 

Sebagian besar pegawai, secara keseluruhannya telah mentaati dan 

mematuhi hubungan dan prosedur kerja berupa perintah atau instruksi dari 

atasan, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Bayu Aji Sebagai Staf 

Pemasaran, sebagai berikut:  

“Hampir seluruh pegawai, telah memahami dan menjalankan peraturan 

yang telah ditetapkan, seperti hubungan kerja antara atasan dan 

bawahan. Mereka telah mengerti kedudukan dan wewenang dalam 

struktur organisasi, sehingga bila ada perintah atau instruksi berkaitan 

dengan pelaksanaan tugas dari atasan dengan penuh tanggung jawab 

akan dilaksanakan karena memang sudah menjadi bagian dari tugas-

tugasnya”. (Wawancara, Rabu 20 Mei 2009).  

  

Melihat dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ketaatan dan 

kepatuhan pegawai,  baik dalam melaksanakan peraturan jam kerja sehari-hari 

maupun instruksi atau perintah dari atasan berkaitan dengan pelaksanaan 

tugas-tugasnya telah dapat dilaksanakan dengan baik sehingga akan 

mendukung kelancaran tugas-tugas pelayanan asuransi.  

Meskipun dalam menjalankan tugas pada PT. Asuransi Jasa Indonesia 

(Persero) Kantor Cabang Malang sudah ditetapkan menurut bidangnya sesuai 

dengan ketentuan tersebut. Tanpa ada rasa tanggung jawab pada setiap 

pegawai,  niscaya pekerjaan yang dihasilkan kurang baik, tidak tepat waktu 

dan kurang memuaskan. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Nina Yanuar, bahwa:  

“Tugas-tugas rutin yang kami kerjakan disesuaikan dengan tugas dan 

fungsi dari masing-masing unit. Apabila ada tugas tambahan dari atasan 

saya, itupun juga masih ada kaitannya dengan bidang atau unit kami. 

Setiap pegawai disini memiliki tanggung jawab sendiri-sendiri terhadap 

pekerjaan yang diberikan. Karena dengan adanya tanggung jawab 

terhadap pekerjaan, hasil pekerjaan akan memiliki nilai kualitas seperti 

hasil pekerjaan jadi baik, selesai tepat pada waktu yang telah ditentukan, 

dan yang terpenting bisa memuaskan. Dan saya kira adanya rasa 

tanggung jawab ini juga merupakan bentuk disiplin pegawai”. 

(Wawancara, Rabu 20 Mei 2009).  

  

Dari hasil wawancara dengan para informan menyatakan dapat 

menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan 

merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap pegawai. Untuk 

ketertiban pegawai dan mengenakan pakaian Rapi termasuk mengenakan 

tanda pengenal, meskipun hal yang sepele namun akan berdampak terhadap 



 

 

 

penyelenggaraan pelayanan masyarakat. Hal ini dikatakan oleh Bapak Herman 

Prasojo, ST. MM. selaku Kepala Cabang PT. Asuransi Jasa Indonesia, bahwa:  

 

“Sesuai dengan ketentuan, pegawai dihimbau untuk selalu mengenakan 

pakaian rapi lengkap dengan tanda pengenal. Dengan adanya ketentuan 

tersebut dimaksudkan agar pegawai dibiasakan mematuhi ketentuan 

yang sudah ditetapkan. Selain itu sebagai petugas yang langsung 

berhadapan dengan masyarakat agar dapat memberikan contoh dan akan 

dikenal oleh masyarakat”. (Wawancara, Rabu 20 Mei 2009).  

  

Selanjutnya berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan masyarakat 

PT. Asuransi Jasa Indonesia juga harus mengikuti prosedur yang telah 

ditetapkan agar pekerjaan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan 

lancar serta dapat dipertanggungjawabkan.   

 

 

 

d. Sarana dan Prasarana  

Sarana pendukung yang digunakan oleh pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya masyarakat PT. Asuransi Jasa Indonesia adalah tersedianya peralatan 

dan perlengkapan kerja kantor. Peralatan dan perlengkapan kerja adalah dua 

jenis barang yang mempunyai perbedaan dalam fungsinya. Peralatan kerja 

adalah barang atau benda yang secara langsung dipakai oleh pegawai dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya. Sedangkan perlengkapan kerja merupakan 

barang atau benda yang menyertai dalam usaha atau secara tidak langsung 

turut mempengaruhi hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai. Untuk 

mengetahui keadaan sarana dan prasarana kerja dapat dilihat pada tabel 4.6 

sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABEL 4.8 

DAFTAR INVENTARIS RUANGAN KANTOR  

PT. ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO) KANTOR CABANG 

MALANG TAHUN 2009 

No. Jenis Barang  Jumlah 

1.  Tanah 200 m² 
2. Bangunan 900 m² 

3. Mobil 1 Buah  

4. Sepeda Motor 2 Buah 

5. Almari Kayu 12 Buah 

6. Almari Besi 3 Buah 

7. Foto Presiden 3 Buah  

8. Foto Wakil Presiden 3 Buah 

9. Komputer 5 Buah 

10. Printer 5 Buah 

11. White Board 1 Buah  

12. Meja Kayu 25 Buah 

13. Meja Receptionist 1 Buah 

14. Meja Rapat 2 Buah 

15. Kursi Tamu 3 seat  

16. Meja Komputer 3 Buah 

17. Jam Dinding 8 Buah  

18. Televisi 1 Buah 

19. Tape Recorder, Loudspeker 1 Buah  

20. Sound System 2 Buah 



 

 

 

21. Lambang Instansi 4 Buah 

22. Mesin Ketik 3 Buah 

23. Mesin Foto Copy 1 Buah 

24. Telephon 6 Buah 

25. Faximile 1 Buah 

26. Camera Digital 1 Buah 

27. Air Conditioner 3 Buah 
Sumber: Data Sekunder Kantor PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Malang 

  

Dalam wawancara dengan Mas Kaniksma Selaku Staf Unit Teknik 

mengenai pengaruh sarana dan prasarana terhadap kinerja pegawai dalam 

melaksanakan pekerjaannya, menyatakan bahwa:  

“Sarana dan prasarana sangat mempengaruhi kinerja pegawai dalam 

memberikan pelayanan publik, karena dengan adanya sarana dan 

prasarana yang memadai akan mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan, 

sehingga dapat menghemat waktu. Sarana yang dimiliki pegawai sebagai 

penunjang kelancaran pelaksanaan tugas pegawai kurang memadai, salah 

satunya jumlah komputer, idealnya setiap unit memiliki komputer. Akan 

tetapi, komputer dipusatkan pada suatu ruangan yang jumlahnya hanya 5 

(lima) unit”. (Wawancara, Rabu 20 Mei 2009).  

  

Bila dicermati lebih lanjut dari tugas dan fungsinya pegawai  yang 

merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat. Karenanya peralatan kerja 

kantor yang harus ada dan memadai bagi kebutuhan pegawai berupa mesin 

ketik, komputer, mesin cetak, dan peralatan lain yang dibutuhkan. Sedangkan 

perlengkapan kerja kantornya meliputi tempat duduk atau kursi, almari, filing 

kabinet, dan lain sebagainya.  

Dengan demikian, peralatan dan perlengkapan kerja yang ada sangat 

dibutuhkan pegawai dalam melaksanakan kerjanya, namun jumlahnya kurang 

mencukupi kebutuhan pegawai. Hal ini disebabkan karena PT. Asuransi Jasa 

Indonesia (Persero) Kantor Cabang Malang tidak mempunyai wewenang dan 

anggaran sendiri untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan kerja tersebut, 

hanya sebatas mengusulkan dan menerima bantuan dari pemerintah tingkat 

atasnya. Seperti yang ditegaskan oleh Bapak Herman Prasojo, ST. MM. selaku 

Kepala Cabang PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Malang, 

sebagai berikut:  

“Mengenai ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang 

digunakan oleh pegawai kurang mencukupi kebutuhannya. Terutama 

mesin ketik, komputer, mesin cetak, dan alat tulis kantor lainnya sampai 



 

 

 

saat ini belum dapat menambah jumlahnya. Sehingga dalam pelaksanaan 

tugas-tugasnya pegawai sering bergantian atau saling menunggu untuk 

menggunakan mesin ketik dan komputer”. (Wawancara, Rabu 20 Mei 

2009).  

  

Dari jawaban dan pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa keberadaan 

peralatan dan perlengkapan kantor di PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 

Kantor Cabang Malang sebenarnya sangat dibutuhkan pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya, namun karena jumlah yang ada kurang mencukupi 

maka kinerja pegawai seringkali tidak maksimal. Atau dengan kata lain 

tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang minimal akan 

mengganggu kinerja pegawai sehingga menghambat kelancaran tugas-

tugasnya.  

Demikian juga sebaliknya jika peralatan dan perlengkapan kantor 

tersedia cukup memenuhi kebutuhan pegawai, maka akan dapat membantu 

kelancaran tugas-tugasnya serta akan menghemat waktu dan tenaga. Hal ini 

seperti yang dikemukakan oleh Bapak Hedy S. selaku Kepala Unit Teknik, 

bahwa:  

“Bila kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor terutama mesin ketik 

dan komputer tercukupi maka akan dapat membantu kelancaran jalannya 

pekerjaan pegawai, sehingga hasilnya akan cepat dan tepat waktu, dan 

mutu pekerjaan juga akan lebih memuaskan masyarakat sebagai 

pengguna jasa layanan”. (Wawancara, Rabu 20 Mei 2009).  

  

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa sarana dan prasarana kantor yang 

memadai dan representatif mutlak diperlukan oleh suatu organisasi dalam 

menunjang kelancaran pelaksanaan tugasnya. Walaupun suatu instansi 

memiliki personil dan organisasi yang baik, belum tentu akan dapat mencapai 

tujuan organisasi apabila tidak didukung oleh sarana prasarana yang memadai.  

 

E. Pembahasan  

1. Kinerja Pegawai BUMN Dalam Memberikan Pelayanan Klaim 

Kendaraan Bermotor Kepada Masyarakat Pada PT. Asuransi Jasa 

Indonesia (Persero) Kantor Cabang Malang 

a. Proses Pelaksanaan Pelayanan  



 

 

 

Pelayanan publik adalah bentuk pelayanan atau kegiatan sektor publik 

yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor 

material (hak dan kewajiban) dari organisasi melalui sistem, prosedur dan 

metode tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sebagai suatu 

organisasi pelayanan asuransi atau yang lumrahnya disebut pelayanan umum, 

PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dalam melaksanakan aktivitasnya tentu 

saja mempunyai tujuan yang akan dicapai. Sedangkan dalam penyelenggaraan 

pelayanan tersebut maka dari tujuan yang akan dicapai adalah keberhasilan 

penyelenggaraan pelayanan masyarakat secara maksimal dilihat dari segi 

ketepatan prosedur, biaya, dan waktu penyelesaian.  

Sehubungan dengan prosedur pelayanan yang wajib dipenuhi perusahaan 

publik sebagai pelayanan umum (public service) maka dalam hal ini kinerja 

pegawai PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dalam pelayanan klaim oleh 

masyarakat atau nasabah yang berkepentingan pada umumnya sudah sesuai 

dengan prosedur yang telah ditentukan. Hal ini dapat diketahui bahwa pihak 

pegawai yang bersangkutan dalam proses pelayanan hanya bersedia melayani 

kepentingan masyarakat yang sudah sesuai dengan prosedur, yaitu petugas 

klaim akan melakukan proses lebih lanjut apabila data yang diajukan 

masyarakat untuk mengajukan permohonan sudah memenuhi kelengkapan 

persyaratan dan sudah sesuai dengan data yang ada di Kantor PT. Asuransi 

Jasa Indonesia (Persero). Setiap penagajuan klaim harus sesuai dengan surat 

perjanjiannya, hal ini dilakukan agar tidak terjadinya kecurangan yang 

berakibat fatal. 

Berkaitan dengan pemenuhan kelengkapan persyaratan tersebut pegawai 

seringkali menemui nasabah yang mengajukan permohonan belum membawa 

persyaratan dengan lengkap atau terjadi ketidaksesuaian, sehingga petugas 

yang bersangkutan belum dapat melayani dan memproses pengajuan klaim 

lebih lanjut karena belum sesuai dengan persyaratan yang ada. Misalnya 

belum membawa surat tanda bukti lapor kehilangan dari kepolisian, surat 

tanda kehilangan dari Ditserse Polda Jatim dan lain sebagainya. Setelah diberi 

pengertian dan pemahaman oleh pegawai mereka mengerti dan kembali untuk 



 

 

 

melengkapinya, dan bagi masyarakat yang sudah melengkapi persyaratan akan 

mendapatkan layanan dari pegawai sesuai kepentingannya.  

Seringkali pegawai juga menemui data yang diajukan masyarakat tidak 

sesuai atau cocok dengan data yang ada dalam file kantor PT. Asuransi Jasa 

Indonesia  sehingga petugas harus melakukan pembetulan dan pencocokan 

terlebih dahulu. Hal tersebut terjadi karena pengisian data yang tidak valid. 

Misalnya kesalahan dalam pengisian Formulir SPPA (Surat Permintaan 

Penutupan Asuransi) oleh masyarakat dan sebagainya. Sehingga harus 

dilakukan perbaikan dengan melampirkan data pendukung yang bisa 

digunakan. Hal ini sedikit banyak mempengaruhi kelancaran proses 

pelayanan. Setelah data sudah benar dan cocok maka pegawai bisa memproses 

dan melakukan survey klaim. Hasil laporan survey tersebut dikirimkan ke unit 

Teknik yang selanjutnya dibuat laporan kerugian sementara. Unit Teknik akan 

melihat jumlah kerugian yang dialami oleh nasabah, jika kerugian  kurang dari 

limit wewenang, maka proses pencairan klaim hanya akan melibatkan kepala 

cabang untuk memberikan persetujuan. Namun jika jumlah kerugian melebihi 

limit wewenang, perusahaan asuransi harus mengirimkan dokumen tersebut ke 

kantor Pusat Jakarta (secara on-line) untuk meminta persetujuan. Kepala 

Kantor Cabang akan memeriksa dan mempelajari Laporan Kerugian 

Sementara dan Risalah Analisa Klaim sebelum memutuskan untuk menerima 

klaim tersebut. Jika disetujui, Laporan kerugian sementara dan risalah analisa 

klaim tersebut akan ditandatangani dan memerintahkan sub-unit teknik untuk 

segera memproses penyelesaiannya. Akan tetapi jika ditolak, laporan kerugian 

sementara dan risalah analisa klaim tidak ditandatangani dan dikembalikan ke 

Unit Teknik untuk dibuatkan surat penolakan klaim. 

Setelah melalui proses-proses prosedur klaim dengan baik dan 

mendapatkan persetujuan dari perusahaan, maka dilakukan pembuatan laporan 

penyelesaian klaim kemudian pembayaran atas kerugian  tersebut oleh 

perusahaan terhadap nasabah. 

Selain itu, terdapat pula nasabah yang lapor lebih dari waktu yang telah 

ditetapkan yaitu 60 hari. Secara aturan tidak ada toleransi, akan tetapi 

segalanya bersifat kondisional dengan alasan tertentu dan dapat dilayani. 



 

 

 

 Dengan demikian, pegawai selaku pelayanan masyarakat diharapkan 

dapat mengatur sedemikian rupa agar proses pelayanan dapat berjalan lancar 

antara lain dengan menetapkan prosedur dan mekanismenya serta 

menyebarluaskan kepada masyarakat di wilayahnya. Sehingga masyarakat 

mengerti dan memahami akan hal tersebut dan proses pelayanan dapat 

berjalan dengan lancar.  

Waktu penyelesaian pelayanan klaim pada PT. Asuransi Jasa Indonesia 

(Persero) Kantor Cabang Malang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara 

peraturan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan di Kantor PT. Asuransi 

Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Malang. Bahwasannya 

ketidaksesuaian ini dikarenakan oleh banyaknya kendala yang menyebabkan 

proses pelayanan menjadi terhambat seperti data pemohon yang kurang 

lengkap, persyaratan pengajuan kurang lengkap, belum membayar premi, 

klaim tidak dijamin oleh polis, beban kerja yang banyak namun tidak 

didukung dengan jumlah personil dan sarana yang memadai. Sehingga pada 

pelaksanaannya, menjadi lebih lama dari waktu yang telah ditetapkan. Selain 

itu, jika klaim diatas limit wewenang, maka sering terjadi pengendapan data 

yang tidak segera ditindak lanjuti pada kantor pusat karena banyaknya klaim 

yang masuk. 

 

b. Hasil Kerja Pelayanan  

b) Jumlah Hasil Pekerjaan yang Dapat Diselesaikan Pegawai 

Untuk melihat berapa jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh 

pegawai PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Malang ini 

sangat ditentukan oleh banyak tidaknya nasabah yang mengajukan pelayanan 

klaim kepada pegawai karena jumlah nasabah yang membutuhkan tidak dapat 

dipastikan dalam kurun waktu tertentu.  

Meskipun begitu, sedikit banyak aspek itu sangat berpengaruh terhadap 

kinerja pegawai, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengukur 

tingkat kinerja pegawai. Oleh karena itu, hal ini berkaitan dengan kemauan 

dari pegawai dalam melayani setiap nasabah yang membutuhkan pelayanan, 

baik jumlahnya sedikit maupun banyak.  



 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara dan penyajian data dapat dikatakan bahwa 

sebagian besar nasabah yang membutuhkan pelayanan pegawai selalu dapat 

terlayani secara baik, hal ini dikarenakan setiap pegawai tidak pernah 

mentarget atau membatasi terhadap setiap pegawai yang membutuhkan 

pelayanan. Sehingga siapapun saja nasabah yang datang dan berapapun 

jumlahnya akan dilayani dengan senang hati oleh pegawai PT. Asuaransi Jasa 

Imdonesia. Di samping itu, setiap pegawai diharuskan untuk dapat 

memberikan pelayanan secara cepat dan tepat, sehingga diharapkan dapat 

memberikan pelayanan publik secara cepat secara optimal. Sehingga 

masyarakat yang datang akan dilayani secepat mungkin asal segala 

persyaratannya telah terpenuhi.  

 

c) Mutu Yang Dihasilkan Dalam Menyelesaikan Pekerjaan  

Dalam menjalankan tugasnya yang diperlukan pegawai adalah kualitas 

dalam menjalankan pekerjaan yaitu mutu yang dihasilkan harus sesuai dengan 

apa yang diharapkan. Maka dari itu mutu dari suatu pekerjaan dapat 

ditentukan dari baik buruknya dalam menyelesaikan pekerjaan antara lain dari 

kecermatan maupun ketelitian serta keramahtamahan pegawai dalam 

melayani. Dimana hasil pelayanan yang diterima sesuai dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan atau produk pelayanan diterima nasabah dengan benar, 

tepat dan memuaskan.  

Berdasarkan hasil wawancara mutu yang dihasilkan oleh PT. Asuransi 

Jasa Indonesia dalam menyelesaikan pekerjaan sudah cukup baik, hal ini dapat 

dilihat dari kepuasan masyarakat atas hasil pelayanan dalam hal ini pelayanan 

klaim yang teliti, memuaskan dan pelayanan yang ramah tamah.  

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar pelayanan 

pegawai PT. Asuransi Jasa Indonesia kepada masyarakat sudah cukup baik, 

meskipun masih perlu adanya perbaikan. Hal ini diakui masih ada 

kekurangan-kekurangan dalam pelayanan tersebut, akan tetapi pada dasarnya 

tidak disebabkan oleh pelayanan pegawai PT. Asuransi Jasa Indonesia, 

melainkan kelalaian dari pihak lain. Seperti pengisian data SPPA (Surat 



 

 

 

Permintaan Penutupan Asuransi), data pengajuan klaim dan lain sebagainya 

yang masih banyak terjadi kesalahan. 

 

d) Ketepatan Waktu Dalam Penyelesaian Pekerjaan  

Waktu penyelesaian pelayanan adalah jumlah waktu penyelesaian suatu 

pelayanan publik mulai dari dilengkapinya persyaratan teknis dan atau 

persyaratan administratif sampai dengan selesainya suatu proses pelayanan. 

Untuk dapat mendukung kelancaran pelayanan publik tersebut dibutuhkan 

pegawai yang baik dan berkualitas. Dalam penyelenggaraan pelayanan 

masyarakat, yang harus mendapatkan penekanan adalah bekerja sesuai dengan 

tuntutan masyarakat, dengan tidak mengabaikan mekanisme pelaksanaan 

pelayanan itu sendiri. Salah satu tuntutan masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanan adalah ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana 

ketentuan disosialisasikan. Untuk dapat menghadapi hal tersebut selain 

dibutuhkan adanya kualitas pegawai yang ditinjau dari aspek pendidikan, juga 

sangat didukung oleh adanya sikap kedisiplinan serta sarana dan prasarana 

yang memadai agar tugas pekerjaan yang berkenaan dengan pelayanan 

masyarakat dapat dikerjakan dan diselesaikan dengan tepat waktu.  

Berkaitan dengan pergantian pimpinan yang dilakukan lima tahun sekali, 

penyelesaian klaim bersamaan dengan pergantian pimpinan ini mengalami 

penambahan waktu dalam penyelesaian klaim, karena adanya pergantian 

kepengurusan. Dalam hal ini proses pelayanan klaim terpaksa menunggu 

kepastian kepengurusan untuk meminta persetujuan dan penandatanganan dari 

pihak kepala cabang tanpa ada yang mewakilkan. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar pelayanan 

pelayanan pegawai PT. Asuransi Jasa Indonesia kepada masyarakat sudah 

cukup baik, meskipun masih terjadi penambahan waktu akan tetapi jarang 

terjadi dan sebagian besar pelayanan pegawai ini masih perlu adanya 

perbaikan. Dalam hal ini diakui masih ada kekurangan-kekurangan dalam 

pelayanan tersebut, akan tetapi pada dasarnya tidak disebabkan oleh pegawai 

PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Malang, melainkan 

kelalaian dari pihak lain. Seperti kesalahan dalam pengisian data SPPA (Surat 



 

 

 

Permintaan Penutupan Asuransi), data pengajuan klaim, pergantian pimpinan 

yang keputusannya ada di tangan kantor pusat dan lain sebagainya yang masih 

banyak terjadi kesalahan.  

 

2. Faktor-Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Kinerja Pegawai 

PT. Asuransi Jasa Indonesia Dalam Memberikan Pelayanan Publik:  

a. Tingkat Pendidikan  

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayanan masyarakat, kinerja 

Pegawai khususnya pegawai PT. Asuransi Jasa Indonesia tentunya harus 

didukung oleh pendidikan yang memadai. Pendidikan yang dimaksud adalah, 

pendidikan yang sifatnya formal, pendidikan non formal maupun pendidikan 

informal. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat ini pendidikan bagi 

setiap pegawai masih dianggap sebagai tolok ukur bagi kualitas kerja seorang 

pegawai. Meskipun aspek pendidikan bukanlah merupakan satu-satunya faktor 

yang menunjang kerja pegawai, tetapi pendidikan memang mempunyai arti 

tersendiri bagi setiap pegawai. Karena tingkat pendidikan pegawai khususnya 

pendidikan formal akan mempengaruhi pola pikir dan pemahaman serta cara 

bekerja seorang pegawai dalam menyelesaikan tugasnya di lapangan. 

Sehingga dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka pemahaman atas 

pekerjaan juga akan semakin cepat sehingga mempercepat pula proses 

pelayanan di Kantor PT. Asuransi Jasa Indonesia. 

Oleh karena itu tidak salah kalau aspek pendidikan dijadikan sebagai 

salah satu indikator dalam mengukur kinerja seorang pegawai. Kalau dilihat 

dari hasil wawancara dan penyajian data dapat dikatakan bahwa tingkat 

pendidikan formal, non formal pegawai maupun pendidikan informal PT. 

Asuransi Jasa Indonesia (Persero) sudah cukup baik sebagai dasar dalam 

pelaksanaan tugas-tugasnya di lapangan. Karena sebagian besar pegawai 

mempunyai tingkat pendidikan formal program Sarjana, bahkan ada yang 

telah mengikuti pendidikan formal program Magister meskipun jumlahnya 

masih sedikit.  

Pendidikan non formal seperti pendidikan perjenjangan, serta pendidikan 

teknis lainnya baik dalam bentuk kegiatan kursus, dan pelatihan yang 



 

 

 

diselenggarakan perusahaan sangat bermanfaat dan mendukung pelaksanaan 

tugas-tugas pegawai PT. Asuransi Jasa Indonesia, karena dalam kegiatan 

tersebut pegawai diberikan bahan materi dengan metode yang praktis dan 

disesuaikan dengan tugas dan fungsinya di lapangan atau dengan kata lain 

bersifat aplikatif. Meskipun telah dibekali dengan pendidikan formal yang 

cukup akan terasa kurang lengkap dan akan mengalami kesulitan sehingga 

dibutuhkan keahlian teknis agar dapat meningkatkan kinerja dalam 

melaksanakan tugas pekerjaan dengan baik dan lancar. Namun tidak semua 

pegawai dibekali dengan Pendidikan non formal seperti pendidikan 

perjenjangan, serta pendidikan teknis lainnya baik dalam bentuk kegiatan 

kursus maupun pelatihan. Dari hasil pengamatan yang diperoleh, pegawai 

khususnya pegawai yang menangani klaim sebagian besar hanya menjalankan 

tugasnya hanya berdasarkan prosedur perusahaan saja, tanpa didasari oleh 

keahlian di bidang klaim. Jadi, pendidikan non formal ini sangat penting bagi 

pegawai, agar pegawai tidak hanya menjalankannya saja, tetapi pegawai dapat 

mengetahui dasar dari tugas yang diembannya. 

Pendidikan informal seperti pendidikan yang diperoleh melalui 

pengalaman bergaul dengan sesama teman baik dikantor maupun dalam 

kehidupan masyarakat sehari-hari sangat bermanfaat dan mendukung 

pelaksanaan tugas-tugas pegawai PT. Asuransi Jasa Indonesia, karena dalam 

kegiatan tersebut pegawai lebih mengerti mengenai tugas-tugas yang sedang 

dihadapinya, Sedangkan yang dimaksud dengan pengalaman kerja adalah apa 

saja yang dialami, diketahui dan dikerjakan selama dalam pelaksanaan tugas 

pekerjaan. Semakin sering pegawai tersebut berhadapan dengan pekerjaan 

tersebut, maka semakin cepat pula pendidikan tersebut dapat terserap oleh 

seorang pegawai, yang mana tugas-tugas tersebut dilakukan setiap hari. 

Berdasarkan pengalaman kerja seorang pegawai, semakin banyak pengalaman 

kerja seorang pegawai maka pegawai tersebut semakin cepat dan cermat 

dalam mennyelesaikan tugasnya. Pekerjaan yang dihadapi secara rutin atau 

terus menerus membuat seorang pegawai tersebut lebih paham terhadap 

pekerjaan yang dihadapinya. 



 

 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan merupakan faktor 

pendukung terhadap kinerja pegawai PT. Asuransi Jasa Indonesia dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena tingkat pendidikan yang 

dimiliki oleh pegawai PT. Asuransi Jasa Indonesia sudah memadai.  

 

b. Masa Kerja  

Selain faktor pendidikan, masa kerja Pegawai PT. Asuransi Jasa 

Indonesia juga mempengaruhi kinerja pegawai itu sendiri dalam 

melaksanakan tugas melayani masyarakat. Karena dengan semakin tinggi 

tingkat masa kerja seorang pegawai akan semakin tinggi pula pengalaman 

kerjanya. Pengalaman kerja mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam 

menentukan kinerja seorang pegawai. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa 

dengan pengalaman kerja akan membuat seorang pegawai bekerja secara 

cepat dan cermat, karena setiap pegawai akan lebih paham terhadap pekerjaan 

yang sifatnya rutin.  

Berdasarkan hasil wawancara dan penyajian data dapat dikatakan 

bahwa secara umum Pegawai PT. Asuransi Jasa Indonesia mempunyai 

pengalaman yang cukup memadai dan memiliki daya dukung yang positif 

terhadap pelaksanaan tugas-tugasnya dalam rangka tercapainya keberhasilan 

penyelenggaraan pelayanan masyarakat secara maksimal.  

Dengan tingginya masa kerja akan menjadi faktor pendukung dalam 

meningkatkan kinerja pegawai bila dikaitkan dengan rutinitas kerja yang 

dihadapi. Karena pekerjaan yang diterima dan dilakukan oleh pegawai PT. 

Asuransi Jasa Indonesia boleh dikatakan hampir sama dari waktu ke waktu. 

Apabila terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugasnya, pegawai PT. Asuransi 

Jasa Indonesia tentunya bisa belajar dari kesalahan itu untuk perbaikan kinerja 

di masa yang akan datang. Dengan begitu pengerjaannya akan memakan 

waktu yang lebih singkat sehingga akan lebih efisien dalam penggunaan 

waktu dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat akan menjadi 

semakin baik.  

 

c. Disiplin  



 

 

 

Disiplin disini berkaitan langsung dengan tingkat kepatuhan yang 

dimiliki oleh masing-masing pegawai baik terhadap pelaksanaan aturan 

maupun terhadap perintah atasan termasuk dalam tingkat kedisiplinan pegawai 

dalam menepati waktu kerja. Di samping itu setiap pegawai juga dituntut agar 

dapat menyelesaikan tugas atau pekerjaan sesuai dengan waktu dan sasaran 

yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sinungan (1987:146) yang 

menyatakan bahwa:  

“Disiplin adalah sikap mental yang tercermin dalam perbuatan atau 

tingkah laku seseorang atau masyarakat berupa kepatuhan atau 

ketaatan terhadap peraturan yang ditetapkan baik oleh pemerintah atau 

etika, norma dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat untuk tujuan 

tertentu”.  

  

Hal ini perlu ditekankan karena akan berkaitan langsung dalam 

penyelesaian tugas atau pekerjaan pegawai termasuk dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya mentalitas yang 

baik dari setiap pegawai yang ditaati oleh tingkat disiplin pegawai yang tinggi. 

Sehingga apa yang menjadi tugas dari organisasi perusahaan dapat 

diwujudkan secara optimal.  

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa tingkat mentalitas atau 

kepatuhan pegawai PT. Asuransi Jasa Indonesia terhadap setiap aturan dan 

perintah atasan adalah sudah cukup baik. Sebagian besar pegawai dapat 

mentaati dan mematuhi peraturan yang ada. Termasuk dalam mentaati jam 

kerja kantor maupun mentaati dan mematuhi hubungan dan prosedur kerja 

yang berupa perintah atau instruksi dari atasan. Demikian pula dengan 

ketertiban pegawai dalam menyelesaikan tugasnya. Oleh karena itu pelayanan 

publik dapat dilaksanakan dengan baik, sebab hal itu telah diatur dengan suatu 

prosedur yang jelas dan mudah sehingga para pegawai tidak mengalami 

banyak hambatan atau kendala dilapangan. 

 

d. Sarana dan Prasarana  

Sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan dalam 

mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh pegawai. 

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor pendorong bagi pegawai 



 

 

 

dalam melaksanakan tugas-tugasnya, agar tugas-tugas tersebut dapat 

diselesaikan lebih mudah dan lebih cepat. Dan begitu sebaliknya, apabila pada 

saat mereka dihadapkan untuk dapat mempercepat dan meningkatkan mutu 

pekerjaan dengan sarana penunjang yang kurang memadai. Maka sudah jelas 

mereka akan merasa berat dan kesulitan untuk memenuhinya.  

Oleh karena itu perlu adanya dukungan dari semua pihak agar fasilitas 

yang dibutuhkan tersebut selalu dapat tersedia sesuai dengan waktu 

kebutuhannya, sehingga akan dimanfaatkan sesuai dengan keperluan. Karena 

dengan tidak tersedianya fasilitas sesuai dengan kebutuhan maka akan dapat 

menghambat bagi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pegawai.  

Berdasarkan hasil wawancara dan penyajian data, diketahui bahwa 

pada prasarana PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Malang 

terutama yang berkaitan dengan kondisi gedung kantor dan fasilitas lainnya 

adalah sudah cukup memadai, karena setiap Urusan atau Seksi diberikan 

ruangan tersendiri. Akan tetapi sarana kantor yang berkaitan dengan peralatan 

dan perlengkapan kerja pendukung lainnya dirasakan masih kurang memadai, 

seperti mesin ketik, komputer, printer, serta alat-alat tulis. Hal ini dikarenakan 

Kantor PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Malang harus 

menunggu subsidi dari PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Pusat 

dalam rangka pengadaan barang-barang tersebut. Sehingga dalam pelaksanaan 

tugas-tugas kantor juga akan mengalami keterlambatan atau terpengaruh oleh 

kurangnya sarana pendukung tersebut.  

Dapat diambil kesimpulan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana 

yang ada di Kantor PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang 

Malang menjadi faktor yang mengambat kinerja pegawai dalam memberikan 

pelayanan publik. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V  

 PENUTUP   

 

A. Kesimpulan  

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:  

1. Kinerja pegawai PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang 

Malang dalam memberikan pelayanan publik pada pelayanan klaim di PT. 

Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Malang secara umum 

telah baik, ini bisa dilihat dari, pertama, proses pelaksanaan tugas yang 

jelas, yang didalamnya mengatur dan memuat persyaratan, prosedur 

pelayanan, biaya atau tarif yang jelas dan transparan. Akan tetapi waktu 

penyelesaian masih belum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, 

yang disebabkan oleh adanya faktor penghambat proses pelayanan yakni 

sarana peralatan dan perlengkapan kantor yang tidak memadai seperti 

komputer beserta perangkatnya serta kurangnya pegawai yang mempunyai 

keahlian dibidang klaim. Yang kedua, dilihat dari kepuasan masyarakat 



 

 

 

atas hasil kerja pelayanan yang cermat, teliti dan pelayanan yang ramah 

tamah dari pegawai PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang 

Malang. 

2. Sehubungan dengan prosedur pelayanan yang wajib dipenuhi perusahaan 

publik sebagai pelayanan umum (public service) maka dalam hal ini 

kinerja pegawai PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dalam pelayanan 

klaim oleh masyarakat atau nasabah yang berkepentingan pada umumnya 

sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Hal ini dapat 

diketahui bahwa pihak pegawai yang bersangkutan dalam proses 

pelayanan hanya bersedia melayani kepentingan masyarakat yang sudah 

sesuai dengan prosedur, yaitu petugas klaim akan melakukan proses lebih 

lanjut apabila data yang diajukan masyarakat untuk mengajukan 

permohonan sudah memenuhi kelengkapan persyaratan dan sudah sesuai 

dengan data yang ada di Kantor PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero). 

Setiap penagajuan klaim harus sesuai dengan surat perjanjiannya, hal ini 

dilakukan agar tidak terjadinya kecurangan yang berakibat fatal. Akan 

tetapi berkaitan dengan pemenuhan kelengkapan persyaratan tersebut 

pegawai seringkali menemui nasabah yang mengajukan permohonan 

belum membawa persyaratan dengan lengkap atau terjadi ketidaksesuaian, 

sehingga petugas yang bersangkutan belum dapat melayani dan 

memproses pengajuan klaim lebih lanjut karena belum sesuai dengan 

persyaratan yang ada. 

3. Berdasarkan hasil pelayanan, sebagian besar nasabah yang membutuhkan 

pelayanan pegawai selalu dapat terlayani secara baik, hal ini dikarenakan 

setiap pegawai tidak pernah mentarget atau membatasi terhadap setiap 

pegawai yang membutuhkan pelayanan. Berdasarkan dari mutu yang 

dihasilkan dalam menyelesaikan pekerjaan sudah cukup baik, hal ini dapat 

dilihat dari kepuasan masyarakat atas hasil pelayanan dalam hal ini 

pelayanan klaim yang teliti, memuaskan dan pelayanan yang ramah tamah. 

Sedangkan berdasarkan ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan 

dibutuhkan pegawai yang berkualitas, selain dibutuhkan adanya kualitas 

pegawai yang ditinjau dari aspek pendidikan, juga sangat didukung oleh 
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adanya sikap kedisiplinan serta sarana dan prasarana yang memadai agar 

tugas pekerjaan yang berkenaan dengan pelayanan masyarakat dapat 

dikerjakan dan diselesaikan dengan tepat waktu.  

4. Tingkat pendidikan pegawai yang rata-rata Sarjana, tingginya masa kerja 

yang berpengaruh terhadap pengalaman kerja pegawai dan kedisiplinan 

pegawai yang cukup baik terhadap ketaatan jam kerja kantor maupun 

ketaatan dan kepatuhan hubungan dan prosedur kerja yang berupa perintah 

atau instruksi dari atasan merupakan faktor-faktor yang mendukung 

kinerja pegawai PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang 

Malang dalam memberikan pelayanan publik. Sedangkan keterbatasan 

sarana peralatan dan perlengkapan yang dimiliki Kantor PT. Asuransi Jasa 

Indonesia (Persero) Kantor Cabang Malang menjadi faktor yang 

menghambat kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan publik.  

 

 

 

 

B. Saran  

Dari uraian kesimpulan diatas, maka yang dapat penulis sarankan adalah:  

1. Pada proses penyelesaian pekerjaan, pegawai PT. Asuransi Jasa Indonesia 

(Persero) Kantor Cabang Malang diharuskan menyelesaikan pekerjaannya 

sesuai dengan aturan yang telah diberlakukan. Untuk itu perlu 

penambahan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sebagai penunjang 

standar pelayanan. Selain itu, hendaknya segera merealisasikan 

penambahan jumlah pegawai, khususnya pegawai di bidang klaim. 

Idealnya pegawai pada unit teknik yang menangani masalah klaim adalah 

5 orang, sedangkan yang tersedia adalah 3 orang saja, dan mereka 

menjalankan tugasnya hanya sesuai prosedur saja, tanpa didasari dengan 

keahlian dibiang klaim. Sehingga penyelenggaraan pelayanan asuransi 

khususnya pelayanan klaim akan menjadi semakin baik.  

2. Untuk memperlancar dan mempercepat proses pelayanan yang diperlukan, 

perlu adanya pedoman pelayanan yang jelas dimana didalamnya mengatur 



 

 

 

tentang persyaratan, prosedur pelayanan, tarif yang jelas serta batas waktu 

penyelesaian pelayanan, baik yang dituangkan dalam buku panduan atau 

papan pengumuman maupun media informasi lainnya. Transparansi dalam 

pelayanan publik akan sangat diharapkan oleh masyarakat selaku 

pengguna jasa layanan agar tidak ada lagi keragu-raguan tentang proses 

layanan yang mereka lakukan. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah 

dengan membuat sebuah peraturan secara tertulis mengenai prosedur 

pelayanan yang meliputi persyaratan, waktu penyelesaian pelayanan dan 

kemudian menempelkannya di sebuah tempat dimana masyarakat sebagai 

pengguna layanan dapat melihat dengan mudah sehingga tanpa bertanya 

pun mereka bisa mengetahui dan tidak ada keraguan lagi tentang proses 

pelayanan publik.  

3. Mensosialisasikan dan menekankan kepada nasabah agar untuk dapat 

melengkapi syarat-syarat kelengkapan pengajuan klaim, sehingga 

diharapkan persyaratan pengajuan klaim yang kurang lengkap dari 

nasabah jarang terjadi.  

4. Hendaknya lebih sering lagi diadakan pelatihan-pelatihan atau kursus-

kursus untuk para pegawai PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor 

Cabang Malang, agar setiap pegawai dalam melaksanakan dan 

menjalankan tugas dapat mengerti mengenai dasar-dasar dari pekerjaan 

yang dihadapinya , tidak hanya mengetahui prosedurnya saja. Selain itu, 

agar Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki terkait para pegawainya 

baik akan semakin mempercepat proses kemajuan PT. Asuransi Jasa 

Indonesia (Persero) Kantor Cabang Malang. 

5. Memperbanyak intensitas kegiatan sosialisasi di wilayah kota Malang baik 

kabupaten maupun kota tentang pentingnya asuransi terhadap resiko yang 

mungkin akan terjadi, karena masih banyaknya ketidaktahuan masyarakat 

terhadap asuransi. 
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Lampiran 1 : Ikhtisar Polis Asuransi 

 

 

 
 

 



 

 

 

Lampiran 2 : Surat Permohonan untuk Melengkapi dokumen Klaim 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

Lampiran 3 : Kuitansi 

 

 
 

 

 



 

 

 

Lampiran 4 : Surat Pemblokiran STNK/BPKB 

 

 

 
 



 

 

 

Lampiran 5 : Surat Pengajuan  Klaim 

 
 

 



 

 

 

Lampiran 6 : Laporan Awal Klaim 

 

 
 



 

 

 

Lampiran 7 : Laporan Kerugian Sementara 1 

 

 
 

 



 

 

 

Lampiran 8 : Laporan Kerugian Sementara 2 

 

 
 



 

 

 

Lampiran 9 : Risalah Atau AnalisaKlaim Kendaraan Bermotor  
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Lampiran 10 : Surat Keterangan Kepolisian 

 

 
 

 



 

 

 

Lampiran 11 : Penyelesaian Klaim Kendaraan Bermotor 

 

 
 

 

 



 

 

 

Lampiran 12 : Laporan Penyelesaian Kerugian  

 

 
 

 



 

 

 

Lampiran 13 : Nota Debet/Kredit 

 

 
 



 

 

 

 

Lampiran 14 : Kuitansi Kerugian 

 
 



 

 

 

 

Lampiran 15 : Surat Pernyatan atau Escape Clause 

 
 

 



 

 

 

 

Lampiran 16 : Surat Penyerahan Hak 

 

 
 



 

 

 

 

Lampiran 17 : Laporan Survey Klaim Kendaraan Bermotor 

 

 
 



 

 

 

 

 

Lampiran 18 : Konfirmasi Pelayanan / Penyelesaian Klaim 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 19 : Pedoman Wawancara 

PEDOMAN WAWANCARA 

A. Kepala Cabang PT. Asuransi Jasa Indonesia 

1 Bagaimana visi dan misi PT. Jasindo? Jelaskkan! 

2 Menurut bapak pelayanan publik itu seperti apa? 

3 Bagaimana peran BUMN terhadap masyarakat baik bentuk maupun 

hubungannya terhadap masyarakat? 

4 Apa yang diberikan BUMN khususnya PT. Jasindo kepada masyarakat? 

5 Bagaimana bapak melihat gambaran secara umum mengenai BUMN 

khususnya yang bergerak pada bidang asuransi di indonesia? 

6 Menurut bapak bagaimana kinerja pegawai asuransi secara umum di 

Indonesia? 

7 Bagaimana pula kinerj apegawai PT. Jasindo? 

8 Bagaimana pelayanan jasindo kepada masyarakat khususnya kinerja 

pegawai, apakah banyak komplain, keterlamabatan dll? 

9 Apa saja hambatan-hambatan dalam pelayanan publik yang berhubungan 

dengan kinerja pegawai? 

10 Mungkin bapak dapat memberikan suatu visi atau solusi atau perbaikan 

pelayanan publik khususnya BUMN yang bergerak di bidang asuransi di 

indonesia?  

B. Pegawai PT. Asuransi Jasa Indonesia 

3 Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang proses pelayanan yang baik dan 

pelayanan yang berkualitas?  

4 Sesuai dengan peran Bapak/Ibu selaku Pegawai PT. Jasindo, bagaimana 

prosedur dan persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk memberikan 

pelayanan kepada masyarakat?  

5 Bagaimana mekanisme kerja pelaksanaan pelayanan Klaim pada PT 

Jasindo? Jelaskan!  

6 Seberapakah banyaknya permintaan Klaim kendaraan bermotor  terhadap 

kebutuhan asuransi kendaraan bermotor?  



 

 

 

7 Kemudahan apa saja yang diberikan oleh PT. Jasindo terhadap pengurusan 

klaim mengenai tanggapan, keramahan, kecepatan dll? 

Lampiran 20 : Surat Keterangan Riset 
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